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BAR 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Substansi pelavanan publik selalu dikaitkan dengan suvatu kegiatan yang
dilakukan oleh ‘ sesecrang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk
memberikan bhantosn dan kemudahsn kepada masyaraka! dalam rangka mencapai
tujuan tortentu. Pelayanan publik ini megjadi semakin penting karena senantiasa
berhubungan dengan khalayak masyarakat vang memiliki keancka ragaman
kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu institusi pelayanan publik dapat dilakukan
oleh pemerintah maupun non-pemerintah. Jika pemerintah, maka organisasi birokrast
pemerintahan merupakan organizasi terdepan yang berhubungan dengan pelayanan
publik. Jika non-pemerintah, maka dapat berbentuk organisasi partai politik,
organisasi keagamasn, lembaga swadaya masyarakat maupun organisasi-organisasi
kemasyarakatan yang lain,

Stapapun bentuk ingtitusi pelayanannya, maka yang terpenting adalah
bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka
memenuhi  kebutuban  dan  kepentingannya. Dalam  kaitannya  dengan
penyelenggaraan pemerintahan, birokrasi sebagat ujung tombak pelaksana pelayanan
publik mencakup berbagai program-program pembangunan dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan pemerintah.

Tetapi dalam kenyataannya, pelayanan publik yang ada sekarang ini masih
belum memenuhi standar pelayanan yang baik. Faktor utama yang menjadi
penghambat dalam pelayanan publik yang baik dapat diznalisa dari dua sisi, yakni
birokrasi dan standar pelaysnan publik. Sudah menjadi mhasia umum bahwa dalam
tubuh pemerintaban negara Indonesia pada sernuz jenjang dan jenisnya memtiliki

sturuktur birokrast yang panjang, gemuk, dan berbefit.
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Hal ini mengakibatkan panjang dan berbelit-belitnya suatu urusan di scbuah
lembaga penyedia layanan publik, yang tentu saja membutuhkan wakty vang lebih
fama dan biaya tinggi. Keadaan ini diperburuk oleh mentalitas mayoritas aparat
pemerintah yang masth feodalistik dan justru minta dilayani oleh rakyat. Proses
rekrotmen kepegawaian yang korang memperhatikan profesionalisme sescorang juga
mentadi Taktor penghambat peleksanaan pelayanan publik dengan baik. Tambahan
lagi; sistim penggajian yang rendah seringkali menjadi pemicu setiap petugas negara
menjalonkan aksi “mempersulit urusan” dari anggota masyarakat yang berurusan
dengan mereka,

Pengembangan e-govemment merupakan upaya untuk mesgembangkan
penyelenggaraan  Keperoerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam rangka
moningkatkan koalitas polayanan publik sccara efekiif dan efisien. Dalam
melsksanakan maksud pelayanan publik yang efektif dar efisien, pengembangsn e-
government diarahkan untuk moncapal 4 tujuan, vaitu ; 2) Pembentukan jaringan
informust dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lngkup yang
dapat terjangkau diselurul wilayah Indonesia disctiap ssaf; tidak dibatasi oleh sekat
wakiuy dan dengan biaya yang ierjanpkeu oleh masvarzkat. b) Pembentukan
hubungan interakii{ dengan dunia ussha, untuk meningkatian perkembangsn
ekonomi nasional dan memperkuat  kemampuan menghadapl perubshan dan
persaingan perdegangan imtermasioral. ¢} Pembentukan mekenisme dan saluran
komunkast dengan lembapa-lembaga negara, serta peayedigan fasifitas dialog publik
bagi masyarakat agar berpartisipasi dalam perumusan  kebijakan negara. d)
Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan ofisien serta
memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemcrintah
daerah otonom.

Keuntungan yang diperoleh dari e-governmert bukan hanya sekedar
menyediskan pelayanan on fine tetapi lebih luas daripada i, karena kinerja sektor

publik juge berkontribusi pada kemajuan ckonomi dan sosial suatu ncgara. Era

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009



globalisasi  pencrapan  ¢-governmers penting karena telah  memodernisasi
pemerintahan publik di selurvh dunia dan juga hubungan antarg pemerintahan atay
negara. Scbagai tambahan selsin contoh di Uni Fropa, beberapa negara di Asia
bahkan tclah menggunakan e-government-nya dalam melaksanakan hubungan
bilaicral mercka. Scjalan dengan tujuan yang ingin dicapai cepat atan lambat
Indonesia dituntut untuk dapat menerspkan  e-govermment. Indrajit  (2006)

mengatakan pada seet ini e-government merupakan suate keharusan dalam mngka
menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Koswarza {. : - menjelaskan Keberhasilan dalam pengembangan
e-governmen! adalah pada pengembangan Information Commumication Techrology
yang ada di Jembrana. Jembrana merupaken saiah satu pemerintah dscrah yang
berhasil menggunakan apesn source soffware untuk membangun sistem e-governmert
nyi Jembarana membangun J-Not merupakan singkaten dar ‘Jimbarwana
?emarking‘ yaitu jaringan yang mengintegrasikan kecamatan, desa-desa, sekolsh,
dan Iain-lain se-Kabupaten Jemnbrana; dalam rangks peningkatan kualitas pelayanan
menuin ketata Pemerintahan yang baik {Good Governance), peningkatan kualitas
pendidikan atau B-Learning, dan pemasyarekatan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi kepada kalanpen masyarakat atau E-People).

Koswara juga monjelaskan bahwa JSNET dibangun untuk: {1) Meningkatkan
efektifitas pelaksanaan pemerintahen di deerah baik DPRD maupun Bksekutif
melalui komunikasi timbal balile secars Iebih cepat; {2) Meningkatkan kwalitas
pelayanan masyarakat melshid komputerisasi administrasi pemerintahan di tingkat

Kecamatan; Desa dan Kelurahan, ada 31 Jenis Sorat Keferangan; {3} Meningkatkn ’

keseciatraan masyarakat pada semua lapisan melalut akses jaringan internet vang
dapat menjadi perangsang tumbuhsya simpul simpul ekonomi baru di pelosok desa;
{(4) Meningkatkan kualitas intelektual anak didik melaloi akses intemnet atau jarmgan
pendidiken nasional yang memungkinksn bapi pembelajaran clektronik; untuk
mengguriakan perangkat lunak legal sesuai dengan Undang-undang No. 19 Tahun
2602 tentak Hak astas Kekayaan Intelekwzl dalam  mendukung adminiskragi
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Pemerintahan Kabupaten Jembrana; (5) Meniadakan kesenjangan digital di
lingkungan pemerintahan Kabupaten Jembrana JSNET sangat membantu dalam
menyediakan sumberdaya manusia dilingkungan Kecamatan, Desa dan Keluraban di
Kabupaten Jembrana yang mampu mengoperasikan dan mempergunakan aplikasi-
apiikasi berbasis open source yang telah disediakan dalam rangka peningkatan
kwalitas pelayanan terhadep masyarakat serta Penggunaan aplikasi open source
dalasn pernerintnhan kabupaten Jembrana,

Selein jembrana yang sukses dengan teknelogi informasinya, menurut P
Agung Prambudi & . Lt l) Smagen juga sukses dengan Faformation
Communication Technology. Cukup mencengangkan, dan barangkali tidak
terbayangkan di era sebelum otonomi dacrah {otda) kalau sebuah dacrah pedesaan
seperti Sragen, saat int merjadi pelopor penggunaan Teknolegi Informasi dan
Komunikasi

Datam hal inovasi, masih menurut pendapat Agung, selain dikenal sebagai
salah satw fcor penting beyt practice (85 {One Stop Service} - pelayanan terpads,
baik scal peritinen maupun non peridinan, pemda kahupaten Sragen temyata juga
layak ditirn dalam pemantaatan Iyormation and Comnumication Technology (ICTh.
Pelayanan pembuatan KTP, pelayanan IMB (jin Mendirikan Bangunan), kepastian
fadwal pengecekan lapangen umuk lokasi yang akan didirtkan bangunen bisa
langsung disampaikan ke pemohon saat mengajukan permohonan. Di Kabupaten
Sragen, komputer tidak lagi sekedar piranti mengetik namun telah dignnakan sesuvai
dengan nilai teknolopl yang melekat di dalamnya. Dalam perkembangannys, jaringan
on fine tidak hanya mencakup seloruh instansi di tingkat Kabupaten (Dinas, Badan,
Kantor] namun juga diimplementasikan dengan seluruh Kecamatan, dan bahkan
dengan instansi Vertikal Pemerintah Pusat (Badan Pusat Statistik, Badan Pertanahan
Nasional, Dopartemen Dalam Negeri, d1L.) yang ada di Sragen.

Atas pengpunaan JCT dalam mengelola pemnerintahan tersebut, sejumiah bal

positif berhasil dicapai pemda Sragen yaitu : 1) Komunikasi dan koordinasi antar
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satuan kerja (Satker) pemerintahan menjadi lebib efekiif dan efisien, fesy paper dan
mengurangt bizva operasional. 2 Kepuasan masyarakat meningkat karena pasti lebih
cepat berdasar survey kepuasan pelanggan. 3) Transparansi kebijakan-kebijakan
daerah 4} kemampuan tim PDE Sragen menjadi penyedian jasa implementasi dan
bimbingan tekmis ICT pemda Kabupaten/Kots laninnya (Lebzk, Bone, Dumai;
Bulungan, dif}. Selain penilaian kinerja yang positif tersebut, hal amat penting yang
tidak boleh alpa untuk dicatat adalsh keberhasilan pemida menciptakan budaya ketja
yang tidak gagap Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara fundamental, budaya
keria ini secara pasti merabawa ke peningkatan efisiensi layanan perada.

Direktorat Jenderal Administrasi Hokum Umum scbagai salah satu unit
peisksana teknis dalam menjsiankan fungsinya sebagat peleyan masyarakat
berfungsi sebagai pelayan masyargkat, Pelayanan vang dilakukan oleh Dirckiorat
Fenderal Administrasi Hukwn Umum merupakan pelayanan dibidang jasa hukum,
Pelayanan jasa hukum kbususnya pads Sub Direkdorat Badan Hukum Direkiorat
Perdata melaksanskan tugss dan Rewenangenr dibidang hukem perdata sesnat
kebijukan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal,

Tugas Dircktorat Perdata khususnya Sub Direktorst Badan Hukum adalah
melaksanakan penyiapan rancangan Kebijakan teknis dan pengurusan penpesaban
badan hukum persercan tertutup, perseroan ferbuka dan badan hukum sosial,
pemberian persetujuan dan penerimaan laporan perubahan angparan dasar seria
pengelolann arsip dan dokumentast membaat terobosan bary dibidang pelayanan
tersebut untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pengguna
jasa hukum. Terobosan baru tersebut di prakarsal oleh Direktur Jenderal
Administeasi Hukum Umum dengan memanfastkan kemajuan teknclogi informast
yang terkait erat dengan kompuier yang digunakan wntuk dapal memberikan
pelayanan informast dengan cepat, tepat waktu, efisien dan transparan. Hal tersebut

dilakukan guna mewujudkan Good Governance,
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Romii yang pada saat itu menjabat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum menurut Saragib ekonomi.com) merasa gerah mendengar
banyaknya keluhan masyarakat, terutama para notaris, yang jengkel dengan
lambatnya waktu pengesahan akta Perseroan Terbatas deri Memeri Fukum dan
HAM karena mereka harus menungge hinggs enam bulan, babkan satu tahuon, hanya
untuk mendapatkan akta pengesahun Perseroan Terbatas.

Masth menurst  Suragib Sjafrudin ;. Sekrefaris  Direktorat  Jenders]
Administrasi Hukwm Umum, mengemukakan bahwa penyebab lambatnyva wakiu
pengesahan tersebut ada tiga hal, vaitu :1) Perbandingan antars dokumen yang
masuk dan termpa yang mengerjakannya tidak seimbang. 2) Jajaran pemimpin tidak
bisa mengarghkan agar bawahannys bisa bekera optimal. 3} Masalsh mentalitas
pegawai atau staf di lingkungan Ditien AHU. ada istilah "kalau bisa dipersulit,
mengapa harus dipermudah? Kalau bise diperlama, mengapa harus dipercepat?”
Sjafrudin lalu menguratkan secara mendeiail tiga masalah tersebut. Soal kekurangan
SDM, ia mengakui staf yang ada saat itv memang kewalahan jika harus mengerjakan
secara manual 300 dokumen yang masuk per hari. Apalagi mereka harus memeriksa

pasal demi pasal vang ada dalam anggaran dasar Persercan Terbatas yang akan
disahkan.

Soal pemimpin vang tidak biss mengarahken bawshannya, ifu karena sistem
yang ada memang tidak mendukung upays untuk memotivasi bawahan. Menurutnya,
harus ada insentif Khusus bagi mereks yang mengeriskan hal seperti Ind. Adapun soal
mentalitas, agak sulit untuk mengukurnya. Namun, kebiasaan memparcepat proses
karena ade bayarannya memang harus dihilangkan. Semua diperlzaknkan sama, tidak
ada lagi keistimewaan bagi notaris-notaris besar yang sanggup membayar mahal

untuk mempercepat proses pengesshan akta dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manasia.
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Oleh karena itulah Romii yakin bahwa pemanfaatan perkembangan teknologi
dibidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas dengan pemanfaatan teknologi
menggunakan sistem komputerisasi yang dinamakan dengan Sistem Administrasi
Badar Hukum atau lebih dikenal dengan SISMINBAKUM (sckarang SABH}, vang
merupakan suatu sistem dimans pengguna pelsyanan dalam hal ini Notaris dapat
dengan vepat mengakses permohonan pengesshan Perseroan Terbatas secara online
meialui Infernet cosok untuk diterapkan.

Sistem dibuat sejalan dengan era giobslisasi, menjadikan pelayanan harug
dilaksanakan dengsn cepat, tepat dap efisien. Pengguna sistern ini dagat lebih mudsh
dalam mengakses permohonan pengesahian dibidang pengesahan -badan hukum
Perseroan Terbatas. Pemochon tidak perlu datang ke kantor unfuk mengajukan
pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas; cukup mengaksesnya melalui internet
selama 24 jam dan pemohon tidak perly menunggu lama dalam mendapatkan surat
keputusen pengesahan bedan hukum perseroan terbatas baik itu SK pendirian,
persetujoan dan pemberitahuan, Wakta yang dibutubkan cukup singkat yaitu kurang
lebih 10 hari dari awal pemesanan sampai dengan surat keputusan diketuarkan,

Ini merupskan scbush kemajuan dalam proses pelayanan yang ada di
birokrasi, terutama di Dirckiorat Jenderal Administrasi Hukem Umiom., Kemudahan
dalam proses pengesahan melalul komputerisas! merupakan wujud dari Wed
Electronic Government. Menurut World Bank Group Web Electronic Governmers
didefinisikan sebagal penyelenggersan pemerintahan yang berbasis clektronik
mermjuk pada pemakaian teknologi informasi (seperti jaringan kerja dengan area
luas, imternet dan moblle computing yang mempunyai  kemajuea untuk
mentransformasikan hubungan-hubungan dengan para wargs negara, bisnis-bisnis
dan tangan/badan pemerintah Isinnys, Syamsul Mu'arif Menteri Komunikasi dan
informasi menyatakan bzhwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk
mengembangkan penyelenggaraan pemerintaban yang berbasis clickironik dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayamun publik secara efektif dan  efisien.
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Alasan fain pengembanpan Sistern Adminisirasi Badan Hukum pada pengesshan
Badan Hukwm Persercan Terbatas, diharapkan akan memberi pengarvh posuif
terhadap Kualilas pelayanan kepads masyarakat pengguna jasa hukum  dap
meningkatkan citra Dircktorat Jenderal Administrasi Hokum Umum,

Pada akhir maret 2008 Depurtemen Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi
sorotan publik, hal inl karena survey yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan
Korupsi {(KPK). Kompas pada tanggal 29 Maret 2009 memberitakan balwa pada
tahun 2007 KPK melakukan survey tentang intepreitas sektor publik di 65 unit
layanan departemen/instansi Pemerintah di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan
Bekasi deagan-jumlah sesponden schanysk 3611 pengguna langsung pelayanan
publik. Berdasarkan survey tersebit, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
mermiliki 3 pelayanan publik terburuk, salzh satunya adalah Direktoral Jenderal
Administrasi Hukum Umum yang henya mencapai skor 4,13, yaitu dibidang
Kenofariatan.

Kondisi tersebut akan mempengarihi juga bidang pelayanan pada bidang
vang lainnya termasuk pelayanan di bidang pengesahan badan hukum Perseroan
Terbatas. Walaupun bidang pelayanan pengesahan pecseroan terbatas ini tidak
termasuk kategori pelayanan terburuk oleh Tim Komisi Pewibrantasan Korupsi,
tetspi karena masih berada dalam satu fingkup onit kera di Direktorat Jenderal
Administrast Huekum Umum, makas sistem komputerisasi dalam  pelavanan
pengesahan badan hukem perseroan terbates ini diperbaharul lag agar meniadi salah
satu contoh unit pelayanan vang lerhaik dalam Direktorat Jenderal Administrast
Hukum Umum itu sendiri dan pada unit pelayanen pada Departemen Hukum dan
Hak Asasi Manusia. Pada Bulan Agustus 2008 SISMINBAKUM menerima 180

900172000, karena pelayanan di bidang pengesahan perseroan ferbatas tersebut sudah
memenuhi standar mutu yang baik,
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Pada awal 2009 Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengganti
nama singkatan dari Sistem Adminisirasi Badan Hukum yaitu SISMINBAKUM
menjadi SABH. Hal int dilakukan untuk peremajaan sistem, yang semula di pegang
oleh pihak swasta sebagai provider, sekarang diambil alik oleh pemerintah {dalam
hal ini Dirckiorat Jenderal Administrasi Hukum Umum). Dengan demikian akan
lebih mempermudah pekerjaan (simplifikasi) dan diharapkan fungsi pelayanan akan
lebih cepat serta, akurat, efisien dan fepat waktu.

SABH diharapkan akan terus berkembang dengan pengembangan ke splikast ke
sclurjuh instanst yang ferkait, sehingga pada akhimya seluruh proses yang
berhubungan dengan pengurusan dan eksistensi perusahaan dapat dilakukan dengan
menggunakan pelayanan satu atap yang akan mempermudah para Notaris dalam
proses pengadministrasian & pendaflaran perusabiean. Dengan demikisn, maka
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Ussum dapat meningkatkan kembali citra
pelayanan dibidang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Direktorst
Jenderal Administrasi Hukum Umum mengelola sendiri sistem komputerisasi tanpa
mefibatkan pihak swasta sebagai Investor; hal ini merupakan kemajusn yang
ditaskukan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Dengan demikian
Dirckiorat Jenderal Administrasi Hukum Umnum sebagai pelayan masyarakat dapat
meningkatkan kualitas pelayanas pada masyarakat xse:bagai pengguna jasa hukum.

Pelayanan berkualitas pada masyarskat sangat dibutuwhkan, agar masyarakat
tetap percaya kepada pemerintah selaku pemberi layanan. Direkiorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum terus berupave meningkatkan pelayanan pada
masyarakat, yaitu dengan memperbaiki sistem vyang ada dan juga dengan
meningkatkan kuoalitas sumber daya manusia yang ada; agar lebih professional dalam
melayani masyarakat.

Apabila pelayanan kepada masyarakat sudah dilakukaa dengan baik, maka
tidak ada lagi keluban dan komplain vang datang. Masyarakat yang dilayani akan
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merasa nyaman dan terpuasken, Diengan menggunakan Sistem Administrast Badan
Hukum atau SABH i, dibarapkan pelayanan dapat berjalan dengan lancar.
Sehingga sangat kecHl kemungkinan untek melakukan kecurangan-kecurangan
dalam proses pengesahan badan hukum perseroan terbatss tersebut,

Uraian tersebut diatas adaleh yang melatar belakangi penelitian apakah
penerapan sistemn fersebut berdampak terhadap kualitas pelayanan di Direktorat

Tenderal Administrasi Hukum Umum khususnya pada Subdit Badan Fukum
Direktorat Perdata.

1.2 Perumusan Masalal

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakar pengouna jssa
hulum yang Berkaltan deagan pengesshan badan hukum,maka peaulis membatasi
permasaiahan sebagai berikut ¢

a. Bagaimana proses pengesshan badan hukum Perseroan Terbatas sebeium dan
sesudah berlakunya SABH?

b. Bagaimana hambatan-hambetan dalam  proses pengesahan badan hukum
perseroan terbatas melalui SARH?

¢. Bagaimana dampak impiementasi SABH terhadap kualitas pelayanan dibidang
pengesaban badan hukum Perseroan Terbatas?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan permasaizhan diatas,make twjuas penslitian  dad
tesis ini adalah sehagal berikut - :
a.  Untuk menjelaskan proses pengesaban badan hukum Perseroan Terbaias pada
saat secbelum dan sesudah adanya SABH;
b. Unmk menjelaskan hambatan-hambatan dalam proses pengesahan badan
hukum perseroan terbatas melalui SABH;

c. Untuk menjelaskan dampak pencrapan SABH terhadap kuslitas pelayanan
dibidang pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas.
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1.4 Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini dilarapkan berguna bagi ilreuan khususnya, baik yang
bergerak dibidang kebijakan publik maspun dibidang pengembangan sumber daya
manusia dalam memperkaya konsep-konsep tentang otomasi, kepuasan kerfa dan
meninpgkatkan kualitas pelayansn kepada masyarskat,

Selanjutnya dari hasil penelitian int dihacapkan menghasilkan manfast scbhagai
berikut ;
1. Praktis

a. merupakan suatu Input stau masukan yang bermanfaat dalam upaya untuk
1ei’5‘ih mengetahut Implikast penerepan SABH dalam membantu mempercepat
penyelesaian pekerjaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan.

b. raasukan dari mmasyarakat pada Bub Direktorst Badan Hukum Direktorat
Perdata tentang pensrapan sistem kompuferisasi terthadap kualitas pelayanan
vang diberikan kepsda Sub Dircktorat Badan Hukum kepada mereks
sehingpa pthak pimpinan dapat melakukan pembenahan lebih baik lagi baik
terhadap sistem komputerisasi maupun lerhadap manziemen sumber daya
manusia di Direktorat Perdate khususaya di Sub Direktorat Badsn Hukum,

2. Kontribusi Keilmoen
Sebagai tambahan iimu pengetahuan dan pembelajaran dibidang administrasi,
teknologi informasi dalam pemrosesan ponpesshan badan hukum Perssroan
Terbatas.

LS SISTEMATIKA PENELITIAN

Penulisan tesis ini terbagi dalam 5 (Iima) bab. Masing-masing bab terdiri dari
sub-sub bagian yeng yaitu

Pada bab satu berisi tentang : 1) latar belekang masaieh vang
menggambatkan fenomensz dan latar belekeng penelitian dilakukan, 2) Rumusan
masalah yaitu mencakup proses pengesahan badan hukam persercan terbatas
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sebelum dan sesudah SABH diberlakukan, hambatan-hambatan dalam pengesahan
badan hukum perseroan terbatas melalui SABH dan Dampak implementasi SABH
terhadap kualitas pelayanan di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas.
3) Tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan proses pengesahan badan hukum
perseroan terbatas sebelum dan sesudah SABH, menjelaskan hambatan-hambatan
dalam proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas melalui SABH, dan
menjelaskan dampak implementasi SABH terhadap kualitas pelayanan di bidang
‘pengesahan badan hukum perseroan terbatas. 4) Signifikasi penelitian meliputi
manfaat praktis dan kontribusi keilmuan, dan; 5) sisternatika penulisan.

Bab dua tentang tirjauan pustaka, yang mencakup penelitian terdahulu dan
teori-teori yang menjadi acuan dan kerangka berfikir bagi peneliti untuk analisis
penelitian. Teori-teori yang diuraikan yaitu tentang pengertian pelayanan, kualitas
pelayanan, e-government, sistem informasi manajemen, operasional konsep dan

model analisis.

Bab tiga tentang Metode Penelitian, yang mencakup pendekatan penelitian,
jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validitas dan

reabilitas, teknik analisis data, keterbatasan penelitian.

Bab empat tentang Gambaran Umum Direktorat Perdata dan Analisis Hasil
Penelitian. Yang menjelaskan tentang Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum, visi dan misi serta tugas dan fungsi, Tugas dan fungsi Direktorat Perdata
khususnya Subdit Badan Hukum, dan personil yang ada pada Subdit Badan Hukum,

deskripsi pelayanan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dan analisis.

Bab lima merupakan Penutup. Dalam bab ini menjelaskan kesimpulan dari
hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran untuk perumusan kebijakan
vang akan datang dalam perbaikan kualitas pelayanan pengesahan badan hukum

Perseroan Terbatas bagi masyarakat pengguna jasa hukum
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BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu
Sebelum  masuk kepada peninjauan pustaka, terlebih dabuly  peneliti
menjelaskan  penglitian-penelitian  terdabulu  mengenai  peningkatan  kualitas

pelayanan dengan sistem komputerisast,

Yang periams adalabh penelitian yanpg dilakukan oleh Wardhani Muchsin
{2001:117), yang menelili tentang Pengamb SISKOHAT terhadap perbaikan kualiias
pci;iyaaan pendsftaran haji. Hasil penelitian menyebutkan bahwa SISKOHAT
sebagai sistem informasi berbasis komputer telah bekerja optimai dan sangat
mendukung kebijakan pendaftaran haji, vairy mudah, cepat dan teriamin. Dengan
diterapkannya SISKOHAT mska prosedur pendaflaran hali lebih pendek, waktu dan
biaye yang dikelusrkan olch jameah maupun instansi Departomen Agama dapat
direduksi, informasi lebih cepat diperoleh dan jamash memperoleh jaminan mntuk
keberangksatannya.

Penelition kedua dilakukan oleh Azmi Paehlan (2003:129). Azmi menclift
tentang pelaksamaan sistem  komputerisasi Direktorat Paten terhadap kualitas
pelayanan di bidanp Paten. Hasil penelitian monyebutkan bahwa diberlskukannys
sistern  komputerisasi pada Direkioral Paics  dapat meningksikan  kepuasan
pelanggan. Tetapi ada faktor lsin yang harus diperhatikan yaitu pembangunan sistem
informas! manajemen Direktorat Jenderal HKI pada umumnya barus sesuai dengan

standar intermasional.

2.2 Administrasi Publik

Sebelum menjelaskan fentang koalitas pelayanan, ferlebib dahulu dijelaskan
bagaimana administrasi publik dan pengertiannya. Administrasi publik yang lebih
dikenal di Indonesia dengan administrasi negara, adalah salab satu aspek dari
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kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu menurut Kasim (1994:8) administrasi publik
sangatlah berpengaruh tidak hanya terhadap tingkat perumusan kebijakan, melainkan
pula pada tingkat implementasi kebijakan, karena memang administrasi publik

berfungsi untuk mencapai tujuan program yang telah ditentukan oleh pembuat
kebijakan politik.

Menurut Simonn (1959 : 3)Administration can be defined as the activities of
groups cooperating to accomplish common goals. Administrasi disini dapat
dirumuskan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk tujuan-tujuan
bersama. Menurut White (1955:1)“ Administration is a process common io all
groups efforts,public or private, civil or military”. (administrasi adalah suatu proses
yang umum pada usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik
sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Menurut Hadari
Nawawi (1990) Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses
pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama

yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari definisi-definisi di atas, pada prinsipnya administrasi mempunyai
pengertian yang sama yaitu, antara lain kerja sama, banyak orang, untuk mencapai
tujuan bersama. Kemudian kita lihat definisi publik. Inu Kencana (2006:18)
memdefinisikan Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan
berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar danm baik berdasarkan

nilai-nilai norma yang mereka miliki.

Kita sudah mengetahui definisi-definisi dari administrasi dan pubik. Kini
lihat definisi Administrasi Publik. Menurut Pfiffner dan Presthus dalam Inu
Kencana(2006:23-24) Administrasi Publik :1) Meliputi implementasi kebijaksanzaan
pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik. 2)
Administrasi publik dapat didefinisikan koordinasi usaha-usaha perorangan dan

kelompok untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah. Hal ini terutama meliputi
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pekerjaan sehari-hari pemerintah. 3) secara global administrasi publik adalah suatu
proses yang bersangkutan dengan pelaksansan  kebiiaksanaan-kebilaksanaan
pemezinish, pengershan kecakapan, teknik-teknik yang tidak terhingga
jumlahnya,memberikan arah dan maksud ferhadap essha seiumlzh  orang.
Menurut Prajudi Atmosudirdjo (1982:272) administrasi publik adalsh administrasi
dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujusn-
tujuan tertentu.  Administrasi publik objek formelnya termasuk di dalsmnys
pelayanan publik.

2.3 Pelayanan Publik

Menurut Moenir HAS (2006:16-17} Untule memenuhi kebutuhan hidupnya
manusia berusaha batk melalui aktivitas seadinn maupum secam tidek langsung
melalui skiivitas orang fain. Aktivitas adalsh proses penggunaan akal pikiran,
pancainders dan angpota badan dengan ateu tenpe alat Bantu wang dilakukan

seseorang untuk mendapatkan sesvatu yang diinginkan baik dalam bentuk barang
maupun jasa. '

Proses pernenuhan kebutuhan mefalui aktivitas orang lxin yang langsung
inilslh yang dinamakan pelayanan. Darl pengertizn diatas menyatakan bahwa
pelayanan adalah merupskan cars melsyani orang lain dalam rangka pemenuhan
kebutehannya melalui aktivitas orang lain dalam bentuk barang ataupun jass. Proses
pelayanan dapat dilakuken oleh seseorang secara individu ataupun kelompok orang
di dalam suatu organisasi. Untuk menclagh pelayanan publik secar konseptusi perlu
dibshas pengertian kata demi: kata. Menurut Kofler dalams Sampars Lukenan
pelayanan adalah sctiap kegiatan yang menguntungkan dalam suat: kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnva tidak terikat pada suatu
produk secara fizsik. Selanjutnys Sampara berpendapat, pelayananan adaiah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseopang
dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.
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Sementara ftu istilah publik berasal dari Babasa Inggris public yang berarti umum,
masvarakat, Negara.

Inu dan kewan-kawsn mendefinisikan publik adelah sejumiah manusia yang
memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan
baik berdasarkan nilai-nilai norme vang meresa memiliki, Oleh karens itu pelayanan
publik diartikan sebagai setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan
atau kesaruan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk secara fisik.

2.4 Kualitas Pelayanan

Kuzlitas adalzh sebuah kata yang bagi penvedia jasa mempakan sesuatu yang
harus dikerjakan dengan baik, Aplikasi kuslitas sebepai sifat dari penampilan produk
atau kinerja merupakan bagian utama strategi perusshasn dalam raogka mieraih
keunggulan yang berkesinambung2e baik sebagsi pemimpin pasar atsupun ssbagal
strategl untuk terus tumbuh. Banyak pengertian-pengertian atau ungkapan yang
digunakan untuk memahami kualitas seperti Total Quality Management, Total
Quality Control dan lain scbagainya. Beberapa pakar seperti yang dikutip oleh
Cortada (1996:8) mendefinisikan kualitas seperti dibawah ini.

Kuslitss  mesurut  W.Edwerd  Deming  adalah  sebagai  perbaikan
berkesinambungan. Menuryt  Joseph M. Juran kualitas adalah sesvatu yang cocok
untuk digunakan (it for use) Philip acrosby mendefinisikan kualitas adalsh
kesesuaian dengan persyaratan. Menurut Kaoure kualitas adalzh produk-produk
paling eckonomis,paling berguns, dan selalt memuaskan bagt pelanggen.
James Martin dalam Raymond Mc.Leod (1996:98) mendefinisikan kualitas sebagai
tepat waktu, sesuai angparan, dan memenuhi kebutuhan pemakal. sedangkan
Raymond Mcleod sendivi mendefinisikan kualitas sebagai kesesuwaian dengan
spesifikasi pelanggan,
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Croshy, lethimen dan Wyckoff mendefinisikan kuslilas pelayanan adajsh
penvesuaian terhadap perincian-perincian {(conformance to specification) dimana
kualitas ini dipandang sebapai derajat  keunggulan yang ingin dicapal
Menurut edvardson memberikan definisi bahwa kualitas adalah ™ oy mreeiing
customer cxpectation, must be designed in such a way that service providers actually
live up to these expectations”. Terjemahan kualitas adalah sebagai pemenuhan
harepan-harspan pelangpan, pelayanen harus dirancang sedemikian rups sehingga
penyedia jasa tersebut betul-betul berbuat sesuai dengan harapan-harapan pelanggan.
Goeotsch dan Davis memberiksn definisi atas mufu ateu kuslitss, menurutnys mutu
atau kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa ;nanu.sia, prases, dan ngkungan yang memenubi atau melebihi harspan pihak
yang menginginkannya. Menurut Deming sebagaimana dikotip oleh Nasution
menyatakan bahwa kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan
produk, manusia, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang miemenuhi
atau melebibi harapan pelanggen atau konsumen.

Dari beberaps definisi distas pada dasarnys kuslitas adalah suste pelayanan
yang memenuhi kriteria vang ditetapkan pelanggan bukan kriteria yang ditetapkan
perusahasn, dengan kata lain hakekat kualitas adeiah sustu pelayenee vang
berorientasi pada kepuasan pelanggan. Menurut Cortada (1996:8) agar kepuasan in:
tercapai maka diperiukan usaha atau perhatian pada keandalan pelayananfjasa yang
diterikan kemauan  atau  kesedisan untuk melavani  seseorany secara  cepat,
kemampuan karyawan untuk memberikan kepercaveen, sikap empati dan lingkungan
bisnis yang baik.

2.4.1 Prinsip-prinsip Kualitag Produk dan Jasa

Menurut Garvin dalam Raymond Mcleod (1996:9) mengidentifikasikan
dimensi-dimenst dalam kualitas produk, yaitu : a} Kinerja, adalah seberapa baik
suat produk melakukan apa yang charusnya dilakukan; b) Fetures, adalah pernik-
pemnik yang melenpkapi atau meningkatkan fungsi dasar prodek; ¢) Keandalan
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(reability), adalah berkaiten dengan kemampuan produk untuk bertahan sclama
penggunaan yang biaga; dj Kesesuaian (Conformance}, adalah seberapa baik produk
tersebut sesuai dengan standsr; ¢} Dava Tahan (Durability) adalsh skuran umur
produk dan tekaologi modern memungkinkan hal ity §) Kemudshan perbaikan; g)
Keindahan {Aesthetics), yaitu keindahan suatu produk sehingga keindahannya dapat
dilihat dan dinikmati/divasakan.

Dalam bisnis jasa, pelayanan mepupakan aspek yang sangat penting dan
menentukan kualitas jasa yang dihasilkan. Untuk bisa tampil dalam suasana yang
kompetitif, sebuah organisasi harus berusaha meningkatkan pelayvanannys. Kats
kuslitas mengandung banyak definisi dan makna, Menurut Tiiptono ada boberapa
contoh definisi yang kerapkali dijumpai, antara lain:

Kesesuaian dengan persyarstanftuphutan;

Kecoookan untuk pemakaian;

Perbatkan/penyempurnaan berkelanjutan;

Bebas dari kerusakan/cacat;

Pemenuhan kebutuhan pelanggan semerjak awal dan setiap saaf;
Melaknkan scpala sesuaty secars benar semeniak awal:

w oM B e o

Sesuatu yang bisa membahagiakan pelangean

Ada beberapa dimensi atau atribut vang harus dipechatikan dalam perbaikan
kualitas jasa menurut Gaspersz antara lain ;

a. Ketepatan wakwm pelayanan. Hal-hal yang perlu diperhatikan digini adalah
perkaitan dengan Wakiu tunggn dan wakiu proses: .

b. Akurasi pelayanan, yang berkaitan dengan reliabilitas pelayabab dan bebas
kesalahan-kesalahan;

¢. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, terutama bagi mercka
yang berinteraksi langsung dengan pelanggan ckstrnal, seperti operator telepon,
petugas keamanan {(saipam), pengemudi, stal administrasi, kesir, petugas

penerimz lamum perawat dan fain-lain. Citra pelayanan dari industr] jasa sangat

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009



19

ditentukan aleh orang-orang dari perusahaan yang berada pada garis depan dalam
melayant langsung pelanggan eksternal.

Tanggung jawab, berkaitan dengan pencrimaan pesanan dan penanganan keluhan
dari pelanggan cksternal;

Kelengkapan, menyangkut lingkup pelayanan dan  ketersedinan sarsma
pendukung, serta pelayanan komplementer lainnya;

Kemudahan mendapatkan pelaysnan, berkailan dengan  banyaknya outletin
banyaknya petugas yvang melayani sepertl kasir, staf’ administrasi dan lain-lain,
banyaknya fasilitas pendukung seperti computer untuk memproses data dan lain-
lain.

iiariagi mode! pelayanan, berkaitan dengan inovasi antuk memberikan pola-pola
baru dalam pelavanan, features dart pelayanan, dan Jain-lain,

Pelayanan oribadi, berkaitan dengan {leksibilitas, penanganan permintaan khusua
dan [ain-lain.

Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, kemudahan menjangkan, tempat
parker kendaraan, ketersediaan informasi, petunjuk-petunjuk dan bentuk-bentuk
lain;

Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti linglungan, kebersihan, rvang
tunggu, fasilitas musik, AC dan lairt-lain,

Menurut Sinambela (2006:6-7),Untuk mencapai kepuasan dituntut kualitas

pelayanan prima yang tercermin dari |

i.

transparansi, vaknt pelayenan vang bergifar ferbuka, mudah dan dapat diakses
oleh serua pibak yang membutuhkan dan disediakan secara memadal serta
mudah dimengerti;

akuntabilitas, yakni pelavanarn yang dapat dipertanggungiawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Koundisional, yakni pelayanan yang sesual dengan kondisi dan kemampuan

pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisicast

dan gfekiifitas;
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Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapst mendorong peran serta masyarakat
dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi
kebutuhan dan harapan masyarakat;

Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari
aspek apapun khususnya suku, ras,agama, polongan, status sosisl dan lain-lain;
Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yasg memperiimbangkan
aspek keadilaa anters pemberi dan penerima pelayanan publik,

Pakar lainnya, Gronroos {(dalam Edvardsoon, Thomesson, dan Ovretveit, 1994) yang
dikutip Tjiptono {2002 : 14) menyatakan bahwa ada tiga kriteria pokok dalam

menilai kualitas jasa, vaitu owutcome-related, process-related, dan imoge related

eriteria. Ketiga kriteria tersebut magih dapat dijabarkan menijadi enam unsur, yaitu ;

{

Professionalism and Skill’

Kriteria yang pertatia inl merupskan owicome-related criferia, dimana
pelanggan menyadari bahwa penyedia jasa (service provider), karyawag, sistem
operasional dan sumber dayz fisik, memiliki pengetaluan dan keterampilan
vang dibutuhkan untuk memecahkan masalah pelanggan scoars professional.
Attindes and Behavior

Kriteria inl adalah process-related criteria. Pelangpan merasa bahwa karyawan
perusahaan (contagt personnel) menarvh perhatian terhadap mereka dan
berusaha membantu dalam memecahkan sasalah mereka secara spontan dan
senang hati.

Accessibility and flexibitity

Kriteria ini termasuk dalam processwrelated criteria. Pelanggan merasa ahwa
penyedia jasa, lokasi, jam kerja, karvawan, den systems operasionalnya
dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa schingga pelanggan dapat
melakukan skses dengan  mudah, Selsin vu juga dimacang dengan maksud
agar dapat bersifat fleksibel dalasm menyesuatkan permintaan dan keinginan
palanggan.

Reliability and Trustworthingss
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Kriteria ini juga termasuk process-related criteria. Pelangpan dapat memahami
bahwa apapun yang terjadi, merreka bisa mempercayakan segala sesuatunya
kepada penyedia jasa beserta Karyawan dan sistemnya.

Recovery

Recovery termasuk dalam process-related eriteria. Pelanggan menvadari
bahwa bila ada kesalahan atau bila terjadi sesuaty yang tidak diharapkan, maka
penyedia fasa akan segers mengambil z?;;dakan‘unmk mengendalikan situast
situasi dan mencari pemecahan yang tepat.

Keprtation and Credibility

Kriteria inl merupakan image-related criteria. Pelanggan meyakini bahwa
operd;i dart penyedia jasa dapat dipercays dan memberiken pilai atau imbalan
yang sesuai dengan pengorbananaya,

Zeitham, Parasuraman, Berry {1996:118) memberikan indikator ckuran

kepuasan konsumen terletak pada 5 (lima) dimensi kuslitas pelayanan menurut
dikatakan konsumen, vaita

1.

Tungibles (bukfi langsung), yaitu meliputi fasilitas fisik, komputerisasi
administrasi, pegawsai, sarana komunikesi, tempat informasi, ruang tunggo, ioket
dan lain schagainya,

Reliability { keandelan , artinya kemampuoan memberikan pelayanan yang
dijaniikan dengan segera, akurat, memuaskan.

Responsiveness (daya tanggey), vaitu kesanggupan para staf uniuk mombang
dan menyediakan secara cepat serta tanggap terhadap keinginan pefanggan.
Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kemainpoan, kesopanan dan sifat
dapat dipercaya vang dimiliki para staf, bebas dart bahava, resiko atau keragu-
rapuan.

Emphathy {empati), melippti kemudaban dalam  melekukan  bubungan
kommnikasi yang baik, perhatian pribadi dan memabami kebutuban pelanggen.
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Kelime dimensi tu merupakan variabel yang sering digunakan dalam penilsian
Jjasa suatu organisast alau porusahaan, baik yang menghasilkan produk maupun yang
menghasilkan jasa. Dan kelima dimens{ ini akan dijadikan sebagai alat ukur dalam
penelitian ini.

2.5 Elecironic Goverament
Electronic Government yang sering disingkat dengan istilah E-Governmens,
muncul sejalan dengan  perkembangan kemajuan tekmologl infoumasi yang
sedemikian pesatnya dan perubahan sistern pemerintahan dari otoriter dan sentralistik
ke sistem pemerintaban yang demokratis dan menerapkan perimbanpan kewenangan
pusat dan daerab otonomi. Perubahan system pemerintahan yang teriadi di Indonesia
sckerang ini menuatit wrbentuknys pemerintahan yang bersih, Gansparen dan
mampu menjawab fustulsn perubahan yang diinginkan rakyat secara eofektif dan
cfisicn, seria dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat domestik
maupun masyarskat internasional pada pemerintah, Masyarakat menuntut pelayanan
publik yang memenubi kepentingan masyarakat [uss diseluruh wilayah Indonesia
yang dapat diandalkan , terpercaya serta aspirasi mereka di dengar, dengan demikian
pemerintah harus memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan
kebijakan Negara, Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mampu
membentuk dimensi baru kedalam organisasi
1. Mengembangkan sistem dan proses kerja yang lebik lentur dalam memfasilitasi
berbagai bentuk interaksi yang kompicks dengan lembaga-lembaga Negara laig,
masyarakat, dunia usaha dan masyaseakat internasional
2. Mengembangkan sistemn  mepaiemen  organisasi | jaringan  vang  dapat
memperpendek Hini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.
3. Pemerintah harus melongparkan dinding pemissh yang membatasi interaksi
dengan scktor swasts, oganisast pemerintah harus lebih  terbuka  untuk
membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public privaie parinership).
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4, Pemerintah harus mampu memanfastkan kemajuan teknologi informesi untuk
meningkatkan  kersajuan mengolah,  mengelola, menvalurken  dan
mendistribusikan informasi dan pelayanan publik.

Menurut Legislative analyst’s office (website, 14 Met 2001) e-government
adalah proses transakst bisnis antara publik dan pemerintah melalui pemakaian
svstem otomasi dan jaringan kegja intermet | lebih umum lagi merujuk sebagai the
workd wide web,

Inti daci e-government menuryt Rahago adalah penggunaan teknologi
informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pitak-pinak
lain. Selanjutnya £E-Government dapat diterapkan dalam berbagai cara sepedti :

i. penyedisan sumber informasi khususnya dalam informasi yang banyak dicari
oleh masyarakat. Informasi tersebut dapat diperoleh langsung dari kantor-kantor
pemerintah, kios iofo ataupun dart intermet vang dapat diskses masyarakat,
dimana dia berada. Informasi ini dapat berupa informast potensi daemh yang
dibutubkan calon investor dalam mempertimbangkan kemungkinan dalam
rencana investasinya di daerah tersebut. Misalnya informasi iontang komoditas
utama daerah tersebut , kualitas sumber daya manusia, jumlah perguruan tinggi
dan informasi penting lainnya. Fungsi penvediaan sumber informast inf dapat
menjadi penentu keberhastian,

2. penyedisan mekanisme akses melalul kiog informasi yang tersedia dikantor
pemerintahan dan juga tersedia ditempat umum usaha penyediaan akses ini,
dilakukan untuk menjamin kesetaraan mendapatkan informasi.

3. Electromic procwrement dimanz pemerniniah dapat melakukan fender sccmra
oniine dan transparan,

Merairut Caldow dalam indrajit (2006) e-government adalah pemanfastan
teknologt informasi dan komunikasi (TIK) guna pelaksansan pemsrintahan yang
efisien den mursh, dengan meningkatkan pelayanan mgsyarakal dengan cara
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menyediakan sarana publik sehingga masyarakat mudah mendapatican informasi, dan
menciptakan pemerintahan

Menurwt  world bank  Ovoridbank owiine 2008} E-governmens  adalsh
penggunaan teknologl informasi oleh pemerintah (sepersi @ Wide Area Network,
Internet  dan  mobile computing) vang memungkiskan pemerintah  untuk
mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis daa pihak yvang
beckepentingan, dalam prakieknya, e-government adalsh penggunaan internet untuk
melaksanakan prusan pemerintah dan penyediasn pelayanan publik yang lebih baik
dan cara yang berorientasi pada pelayapan masyarakat. Penpembanpan e-government
merupakan upava untuk mengembangkan penyvelenggaraan kepemerintahan yang
berbasis elekironik dalam rengka meningkatkan kualitas layanan publik secara
efektif dan fisien.

Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen
dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemantaatan
teknologt informasi. Pemanfaatan teknolopi informasi tersebut mencakep 2 (dua)
aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelofean informasi, sistem
manajemen dan proses kerja secara elekfronis; {2) pemanfaatan kemajuan teknologi
informasi egar peiayanan publik dapat diakses secara muwdah dan murah oleb
masyarakat &l seluruh wilayah ficgaca.

Pemantaatan teknologi informasi pada umumuaya ditinjau dari sejmnlah gspek
ada di dalam Inpres No.03 Tabun 2003 sebaga: berikut :

1. E-Leadership, aspek ini berkaltan dengan prioritas dao inisiatif negara di dalam
meagantisipasi dan memaniaatkan kemajuan teknologi informasi.

2. Infrastruktur Jarogan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kondisi
infrastruktur telekomunikast serta akses, kualitas, lingkup, dan biaya jasa akses,

3. Pengelolaan Informasi, aspek ini berkaitan dengan kualitas dan kearsanan
pengelolaan informasi, mulai dari pembentukan, pengolahan, penyimpanan,
sampai penyaluran dan distribusinya.
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4. Lingkungan Bisnis, aspek ini berkeltan dengan kondisi pasar, sistem
perdagangan, dan regulasi yang membentuk konteks bagi perkembangan bisals
teknotogi informasi, terutama yang mempengaruhi kelancaran aliran informasi
antara pemerintah dengan masyarakat dan dunia usaha, antar badan usaha,
antara badan usaha dengan masyarakat, dan antar masyarakat.

5. Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, aspek ini bedkaitan dengan difusi
teknologi informasi didalam kegiatan masyarakat baik perorangan maupun
organisasi, serta sejauh mana teknologi informasi disosialisasiken kepada
masyarakat melalui proses pendidikan,

Menurat Indrajit (2006), e-government bertujusnt memberikan pelayanan
tanpa adanya infervensi pegawai institusi publik dan sistem anfrian yang panjang
hanya untuk mendapatkan suatu pelayanan yang sederhana. Selain it e-government
jugs bertgjuan untuk mendukung good govermance. Penggunaan tcknologh yang
mempermudal magyarakat untuk mengakses informasi dapat mengueangi korapsi
dengan cara meningkatkan transparansi dan akuniabilitas lerabaga publik. E-
government dapat memperivas partisipast publik dimana masyarakat dimungkinkan
vantuk ferlibat akiif dalam pengambilant keputusan/kebiiakan oleh pemerintah. E-
government juga diharapkan dapat memperbaiki produktifitas dan efisiensi birokrasi
serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi,

Adapun konsep dari e-govermment menurut mdiajit (2006) seperti yang
dikutip oleh Chandra (dalam Chandra.htmly adalab menciptakan inferaksi yang
ramah, nyaman, transparan dan murah antara ;

1} pemerintah dan masyarakat (G20 -government (o citizensy. Government to
citizens (G2C) merupakan aplikasi pengembangan e-government yang paling umum,
yaitu dimana pemerintsh membangun dan menerapkan berbagai portofolio teknologi
informasi dengan tujuan stama untuk memperbaiki hubungan interaksi dengan
masyarakat. Tujusn uwtamanya untuk mendekatkan pemerintah dengan rakyatnve
mefalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat dapat dengan mudah
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mesnjangkau pemerintahaya untuk pernenuhan berbagai kebutuhan pelayanan seharie
hart sepeti Departemen Agama membuka situs pendaflaran bagi meraka vang
berminat untuk melangsungken ibadah haji ditshun-tahun  lerentu  sehingga

pemerintah dapat mempersispkan kuota haji dan bentuk pelayanan perjalanan yang
sesuai.

2) Pernerintah dan perusahasan bisnis {G2B.governmert 10  business
enterprises). Government o Business {G2B), salab sam tugas utama dari sebuah
pemerintalian adalah membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda
perekonomian  schuah negara dapst berjalan scbagaimena mestinya. Dalam
melakukan aktivitas sehari-barinya, entity bisnis semacam perusahaan swasta
membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang dimiliki oleh pemerintah,
Terbentuknya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja
bertujuar wntuk memperlancar para prakiisi bisnis dalam  menjalankan rods
perusshaannya, pamun lehih jauh lagm banyak hal yang dapat menguntunpkan
pemerintah jika terjadi relasi interaksi vang baik dan eektif dengan pihak swasta,
Confohnya para perusshasn wajils pajek dapat dengan mndah menjalankan aplikasi
berbasis web untuk menghitung besamya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah
dan melakukan pembayaran meialui intemet, proses leleng  provek-provek
pemerintahan yang melibstkan sejumlahy pihak swasta dapat dlskukan melalui situs
web mulai darl proses pengumuman sampai dengan meRanisme pelaksanaan tender
itu sendiri yang berakhir dengan pengumurnan pemenang (ender,

3) Pemerintah  denpan Pemerintah  (Government 1o Government),
meningkatnya kebutuhan bagi Nepara-negera untuk saling berkomunikasi secara
lebih intenis dari hari kehaei tidak banya berkisar ada hal-hal vang berbau diplomast
semata, namun lehih jauh Jagl untuk memperlancar Kerjusama antar entify-entit
nepara seperti pemerintah daerah dengan instansi-instansi terkait delam melakukan
kegiatan pembangunan. Berbagai penerapan yang felah berlangmung seperti
hubungan administrasi antara kantor-Kantor pemerinish dengar mempergunakan
situs web baik ditingkat Kementrian sampai pada Pemerintah daerah.

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009



27

4) Pemwerintah dengan Pegawal (Governmemt (o Employees (G2E)}
diperuntukkan bagi peningkatan kinega dan kesejahteraan para pegawai negeri atau
karyawan pemerintah yang bekeria dissjumish institusi pefayanan masyarakat seperti
sistem pengembangan karir pegawal pemerintah yeng selain bertujuan meyakinkan
adanya perbaikan kuslitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagsi penunjang
proses mutasi, rolasi dan promosi seluruh karyawan pemerintah, sistem asuransi
kesehstan dan pendidikan bagt para pegawai pemerinizh vang telab terintegrasi
dengan lembaga-lembaga keschatan (rumah sakit, poliklinik, apotik) dan institusi-
instinusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, kejuruan) untuk menjsmin tingkat
keseiahteraan karyawan beserta keluarganya.

1

Dari penjclasan di atas, maka e-goverament ada sebagail wuiud dari good
governance. Menurut Nico (2006:24-27) Secars sederhana Gosd Governomee
diartikan sebagal pengelolaan pemerintahan vang baik, Warld Bunk mendefinisikan
Good Governance sebagal suatu penyelenggarsan manajemen pembangunan yang
solid dan bertanggungjawsh serta sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang
¢fisien, penghindaran salah alokasi dena investasi, dan pencegahan korupsi baik
secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggarmn, serta peaeiptaan
legal and political framswork bapi tumbuhnya aktifitas usaha.  Kunci stama
memabami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya.
Dan prinsip-prinsip terscbut adalah : 1) Participasi masyarakat; 23 Tegaknys
supremasi hukum; 3) Transparangi; 4) Peduli pada stakeholder; 5) Bevorientast pada
konsensus; 6) Kestaraan; 7} Bfekiifitas dan eﬁsiensi; 8} akuntabilitas; 93 visi
strategis:

Geod Governarce seperti yang dijabarkan oleh Nico (2007:26-27) hanya
bermakna bila keberadaannys ditopang okeh lembaga yang melibatkan kepentingan
publik. Pilar-pilar Good Governance adalah sebagai berikut. 1) Negara; 2) sektor
swasia; 3) masyarakat madani. Secarz teoritis good (Fovernance sendiri dapat diberi
arti sebagal suatu proses yang mengorientasikan pemerintahan pada distribusi
kekuatan dan kewenangan yang merata dalarn seluruh elemen masyarakat untuk
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dapat mempenrgaruhi keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan
publik beserta seluruh upaya pembangunian politik, ekenomi, sosial, dan budaya
mereka dalam sistem pemerintahan. Selain itu good goversance, juga bapyak
diartikan sebagai cara berpemerintahan yang baik dan amanah, dimana tertata
hubungan yang sinergis dengan masyarakat luas (stakeholders).

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo, bahwa pemahaman kousepsi pengelolaan
kepemerintahan yang amanah dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip sehagal
berikut : 1)Akuntabilitas, tanggung pugat (accountability). 2) Transparansi
(transparency). 3} Keterbukaanfopeness) 4) Bcrdasarkanl hukum (rule of law} 3)
Yaminan fairness, a level playing field (perlakuan adil/perlakuan kesetarsan).

Menurut pematiaman Gore pemerintahan yang baik (good governance) adalah
pemerintah yang digerakan oleh suatu kesadaran baru dan sikap responsive dari para
pengpuna jasa (goversimen! is driven by a new awareress of and responsiveness (o
cuxtorer). Lebih lanjut Gore mengemukakan bshwa untuk mengelola pemerintahan
secara bailk dan dapst memperkecil biaya operasional pemerintah (cost of
governmernd) maka perlu diperhatikan empat halsebagal berikut @ a) mereduksi
ukuran dan jumiah lembaga pemerintaban, progmm dan staf {downgizing) b)
rempermudab  prosedur {steamlining) ¢} mereformasi lembaga-lembapa secara
structural agar dapat menjalankan misinya dengan baik (re-structuring d)
melimpahkan fungsi kepada sector swasta yang lebih piawai (privarizing).

2.6 Konsep Sistem Informasi Manajemen

Di dalam kepustakaan berbahasa inggris sampai saat ini masih belum terdapat
keseragantan  dalam pemakaian istilah Sistem  Informasi Manaiemen. Dalam
beberapa buku ditulis dalam bahase inggris demgan judul Management of
Information Systems, Management Information System, Information Procsssing
Systems dan ada juga yang menyebutnya dengan Information Systerns saja. Pada
umumnys dalam buku-buku berbahasa Indonesis mengpunakan istilah Sistem
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Informasi Manajemen (SiM), walaupun pada beberaps seminar ada yang
menggunakan istilah manajemen sistem informasi yang maksud dan mjuennya lebih
menekankan pada sisi manajemennya daripada sist teknologi informasinya Scott
memberikan definisi singkat dan formal dari Sistem Informasi Manajermen (SIM)
adaiah :

"Sistere Informast Manajemen (SIM) adaleh serangkaian sub-sistem Informasi yvang
menyelursh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu mentransformasikan data
sehingga menjadi informasi lewat screngkafan cars, gunz meningkatkan
produkiiviias vang sesual dengan gave dan sifat manajer atas dasar kriteria mutu
yang lelah ditetapkan.”

Definisi tersebut memberikan makna SIM adalah menyelurob, mencakup
sistem  informasi  formal dan informal, yang maneal dan  komputerisasi
{berkomputer}, fermasuk sistem inforrnasi inteleien, peramalan dan lain-lsin.
SIM adalah wenyeluruh, yaitu dikoordinasi secara ferpusal untuk menjamin bahwa
informasi melewali dan menuiu sub-sub sistern vang diperlukan bekerja secara
efisien. SIM memiliki sub sistem informasi, dimana masing-masing sub sistem

menyambung tercapainya sasaran 5[M organisasi.

SIM terintegrasi secara rasional vaitu subsistem atan kumnpulan dan sistem
yang resmit ferpisah adalab terpadu sehingga kegiatan dadd masing-masing saling
berkaitan safu sama lsianva. SIM mentransformasikan data ke dalam informasi
dengan berbagal cara yang ditentukan oleh sifat personil or\ganfsasi, sifat tugas
kemana informasi tecsebut ditujukan.

SIM meningkatkan produkiivitas,mampu melaksanakan tugas rutin dengan
efisien, mampu memberikan  pelayanan  terbaltk  bagi  organisasi dan
individu,memberikan peringstan dini masaleh internal dan cksternal, membantu
proses manajomen nomaal serts watopy meningkatkan kemampuan manajer untuk
mengatasi masalah tak terdupa.SIM sesual dengan sifat dan gaya manajer karena
pengerabangan SIM dilakukan lewat ataw melalui pengenalan sifat dan gaya
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manajerial orang-orang yang akan menggunakannya termasuk sumbangan yang
diberikan manajer. SIM menggunakan kriteria materi yang telah ditetapkan. Sebuah

SIM harus dirancang sesuai dengan toleransi terhadap kecepatan, relevansi dari

ketepatan informasi.

Mc.Leod, mendefinisikan SIM seabagai A4 maragement Information System
(MIS) as a computer based system that makes information available to users with
similiar needs”. Definisi SIM menurut Mc. Leod. Jr adalah sebagai suatu sistem
yang berbasis komputer yang membuat atau mengakibatkan informasi tersedia bagi
pemakai informasi dengan kebutuhan yang sama atau serupa. Definisi ini diperjelas
dengan keterangan bahwa organisasi SIM telab dipercaya dengan program-program
komputer, persediaan-persediaan (Supplies), data, dokumentasi dan fasilitas-fasilitas
secara terus menerus meningkat dalam ukuran dan nilai. Kita harus menjaga atau
memelihara standart dapat dilihat {visible standart) dari segi keamanan, kinerja dan
keunggulannnya yang membantu usaha-usaha kita untuk menjamin integritas dan

perlindungan atas asset atau modal yang sangat berharga ini.

Me. Leod (2004:273-274) mengatakan SIM merupakan upaya organisasi
pertama yang tujuan utamanya menyediakan informasi bagi manajemen. Istilah STM
menikmati masa jayanya sclama tahun 1960an ketika konsep tersebut pertama kali
muncul. Sejak saat itu istilah tersebut paling sering diungkapkan dalam bentuk-
subsistem-subsistem organisasi seperti sistem informasi eksekutif dan informasi
pemasaran. Sistem dan Subsistem-subsistem organisasinya berkontribusi pada
pemecahan masatah dalam 2 dasar, yaitu- sumber daya informasi seorganisasi dan

identifikasi dan pemahaman masalah

Tujuan dibentukmya sistem informasi manajemen adalah a)Menyediakan
kepada organisasi suatu sistem pengolah data menjadi informasi yang dapat
diandalkan; b) Menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi

yang ada hubungannya dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. ¢) Menunjang
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tugas-lugas pegawal, PArd manager, pengguna jass serta semua unsur-unsur pokok
yang terdapat dalam Hogkungan otoritas arganisasi.

Suatu sistem informasi manajemen yang berbasis kompeter (computer based
mangemert information systen) menurut Parker dalam Kumorotomo dan Margono
tordiri dari Manusis, perangkat keras (hordware), perangkat lunak (software), data
dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data
dan informasi yang tepat pada wakturya pada pihak-pihsk di dalam maupun diluar
organisasi yang berkompeten,

2.6.1 Sumber Daya Manusia

Untuk mengelola suatu sistemn informast yang berbasis komputer diperlukan
pnit-unit organisasiysng dikelola fenaga-tenaga spesialis atau tepaga zhli yang
bertanggungrawab dalam mekanisme kerjz sistem informasi tersebut. Menurut
Mcleod(1996:25) ada lima golongan utama spesialis informasi, analis sistem (systen
anclist), Peogelola Database {dotabase dAdminisirator), Pengeivla database,
programmer dan operator,

Selanjutnya Meleod, Jr. Menjclaskan pengertian dari masing-masing
golongan vaitu 13 analis sistem (system Analisy), adalab pakar dalam mendefinisikan
masalah dan menyiapkan dokumentasi tertulis mengenal cam komputer membantu
pemecahan masalah. 2 Pengelola database {(database administrator), adalah petugas
yang mengelols suate kumpulsn data komputer vang ferintegrasi, diatur dan
disimpan menurut suatu cara yang memudahkan pengambilan kembali, Pengelola
database ini bekerjasama dengan pemakai dan snalis sistem menciptakan database
yang berisi data yang diperlukan oatuk menghasilkan informasi bagi pemakai.
31 Spesialis jaringan @pecialist network), adalah bertugas menggabungkan keahlian
di bidang komputer dan telekomunikasi. Dalam pelaksanaaanya spesialis jariogan
bekerjasama dengan analis sistern dan pemakal membentuk jaringan komunikasi data
yang menyatukan berbagat sumber daya komputer yang tersebar diberbagai lokasi, 4)
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programmer, adalah tenaga yang menggunakan dokumentasi yang disiapkan analis
sistern untuk membuat kode-kode instruksi yang menyebabkan komputer mengubah
data menjadi informasi yang diperlukan bagi pemakai. 5} Operator, adalzah petugas
yang mengoperasikan peralatan komputer, seperti memantau layar Komputer,
mengganti ukuran-ukuran kertas printer, mengelola perpustakaan tape dan Jick
storage, serta melakukan tugas-tugas serupa lainnya.

Untuk melsksanakan tugas-tugss sistem informast berbasis komputer ager
lebih efekiif perlu adanys tim kegjs vang terdiri dari pakar-pskar analis sistem,
pengelola darabase spesialis jaringan, proprammer dan operator. Agar tim tersebut
berhesil, menunst Carls Elcarson dan Frank M.J, LaFasto dalam James W.Cortada
(1996:265) setidaknya ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Tim
Teknologi Informasi yang berhasil, yaitu : a) Menetapkan tujuan-tujuan yang jelas:
b) Membuat tim yang digerakkan oleh hasil; ¢) Menjamin tim memiliki angeota vang
memeanuhi syarat; d) Mengimplementasikan znified commiiment; 3 Membantu
pertumbohan  semmangat kerasams, ) Membuat keunggulan prime vafue 2)
Mendukung dan menghargai penyempurnaan tim; h) Memerlulan kepemimpinan
vang cfektif,

Sementars Cobit (2000:36) menysbutkan bahwa faktor-faktor keberhasilan
{Criiical  Success Factors) dart human resources dalam teknologi informasi
disebutkan sebagal berikut @ a) 4 famework exists for the development ond
maintenance of an IT uman resources management plan; b) Managemeni supporis
and iz commeited to the IT human resowrces management plan; ¢) There is
consistency between the IT strawegic plan and the IT human resources management
plar; d) Sufficient and appropriately skilled resources are allocaied w0 he
development of the IT human resources management plan; e} Appropricte on going
IT and orieniation training resources are aliveated 1o fulfil the needs of the IT
humon resources managerment plan, f) Succession plons consider single points of

dependency 1o aveid leaving expertise gaps; g} Job rotation jor career development
is implemented.
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202 Perangkat Keras

Perangkat keras (hardworg) adalah semua perangkat fisik yang digunakan
untuk pomasukan dats, penwosesanpenyimpananowiped dan juga alet komunikasi
dalam kegiatan sistem informasi. Setidaknya ada epam perangkst keras dalam
kepiatan sistem informasi berbasis komputer yaitu Central Processing Unit {CPUJ,
Input  Devices, Quipat Devices, Primary Storage, Secondary Storage dom
Communication Devices, Lihat gambar 2.1

Central Processing Unit
(CPU)
Arithmatic-logic unit
Control unit
Input Devices A Secondary Storage
Keyboard Maguetic Disk
Computer Mouse ‘. . By a8 Optical Disk
-} Touch Sereen Magnetic Tape
Sautce Data Automation
Qutput Devices :
Printers
Video Display D e Communication
Piotters Devices
Audio Cutput ¢
Primary Storage

Cambar 2.1 Komponen-komponen Perangkat Keras
Sumber : Wardhanl Muchsin (20G1:34)

CPU adalah bagian untuk memanipuiasi simbol-simbol maupun angka yang
digunekan untuk mengontrol sistem informast, aput Devices seperti keyboard adalah
alat untuk memasukan data kedelam komputer. Output Devices seperti printer utau

display (layar monitor) adalab alat uniuk mengeluarkan atan  mentransfer
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data/informasi dari komputer dalam bentuk gambar, suara atau tabel dan lain-ain,
sehingga orang dapat mengerti dan memahami. Primary Storage adalah perangkat
tempat penyimpanan data berbagai program aplikasi , sedang secondary storage
adalah seperti disk magnetic atau optik, alat yang digunakan untuk menyimpan data
atau aplikasi program yang sedang tidak digunakan, Communication Devices adalah
alat yang digunakan untuk menghubungkan perangkat komputer dan jaringan
komunikast antara satu fempat dengan tempat yang lain. (dikutip dari tesis wardhant
muchsinjudul tesis Pengaruh Sistem Komputerisasi Haji Terpadu terbadap
Perbaikan Kualitas Pelayanan Pendafiaran Haji, 2001:34)

2.6.3 Perangkat Lanak

Perangkat lunak {software} sistem informasi berbasis komputer merupakan
jenis  perintah-perinteh stan instruksi-instrukst unfuk  mengonicol  dan
mengkoordinasiian berbagal kegiatan atau operasi dard sistem komputer, Jenis-jenis
perintah ini dapat diklusifikasiken menjadi dua, yaitu perangkat lunak aplikasi dan
perangkat lonak sistem. Perangkat hinak aplikasi adalah program-program vang
bersifat user oriented. ini bisa bersifat multi guna yang mencakup propram-program
yang secara umum dapat dipergunakan dalam berbagat pekerdjaan sepertt pengolahan
database, pencetakan, pengolahsan tabel, pengelolaan files, atan penyajian grafik, dan
lain-lain, Secara khusus dapat juga dipergunakan untuk aplikasi-aplikasi keperluan
tertentu, sepert program-program unfuk menunjang berbagal kegiatan organisasi,
misalnya program aluntansi, program pendidikan, program hibuman, program sistem
informasi geografis, program penjadwalan produksi, dan lain-lain.

Perangkat iunak sistem mempakan kumpulan program yeng mengaiur agar
perangkat lunak aplikssi dapat dijelankan pada suatu konfiguresi kompuier,
Program-program ini meliputl program-program manajemen sistem geperti sistom
operasi, sistem pengelolaan database, telekomunikasi, dan paket lingkungan sistem
operast, program-program pendukung sisfern seperti utifity, keamanan pustaka, dan
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program-program pengembang sistem seperti penerjemahan bahasa, editing tools,

generaior program dan Case Program dan Case Tools.

2.6.4 Manajemen Database

Menurat Mo.Leod Jr {1996:312) Manajemen data {pengelclaan data) adalsh
bagian dari sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yeag memastikan
bshwa sumber daya data akurat, mutekhir, aman dari gangguan dan tersedia bagi
pemakat.

Kegiatan pengeiolaan data mencakup penguwapulin data, mtcgntas dan
pengujian data, penyimpanan data, pemeliharaan dota, peapamasan  data
pengorganisasian data, dan pengambilan kembali data. Perangkat lunak yang dibual
untuk pengelolaan data yaitu penyajien data dengan pendekatan yang sistematis,
bersatu, fieksibel dalam pengaturan dan peagaksesan, dissbut Datubase Managenment
System (DBMS)

Secara geografis database bisa terpusat atau terdistribust. Database yang
terpusat artinya secara fisik dotabase terletak pada satu lokast misainya pada kantor
pusat, sementara kanfor cabang #tav kantor perwakilan melekukan akses data ke
pusat melalui sarans telekomunikasi. Database terdistribusi adalah database vang
tersirapan lebih dari satu Iokasi fisik {sites), Setiap Iokasi (site) mengelola database
Tokal, namun setiap lokal dapat berpastisipasi atau mengakses transaksi global,

Ada beberapa kelebihan pengelolaan daiobase secara terdisivibusi ini, yaitu
shaving data, reability dan availability, pencepatan proses query. Sharing data
artinya pengeuna data dapat memanfastkan daabdase secara beorsama walaupun
dalam lokasi berlainan, disamping juga setiap lokasi memiliki tingket kemampuan
konfrol yang berbeda. Reability dan availobility artinya jika salah sate site/lokasi
mengalami gangguan atau kerusakan lain masih bisa melakukan operasi tanpa
terpengaruh lokast lain yang sedang mengalami kerusakan. Pencepatan query,
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dengan sistem datebase yang terdistribusi mengakseskan atau proses query dapat
dilakukan dengan cepat. Sementara database yang terpusat akan memberi pengarub
techadap Kecepatan menpakses karena tiap lokasi kemungkinan akan melakukan
cksekusi data dalam waktu yang bersamaan dalam tempat yang sama.

Manajemen Databrse Sistem Administrasi Badan Hukem dilakukan secara
torpusat, walaupun demikian pengaksesan masih berjalan dengan baik, hanya
sesekali terjadi Notadis lambat dalam mengakses data perseroan yang akan diperiksa
oleh korektor. Pada saat ini pengeiolaan dalabsse sedang ditingkatkan.

2.6.5 Sistem.Jaringan Data

Raymond Me.Leod.Jr (1996:342) mengemukakan bahwa komunikast data
atau jaringan data adalah pergerakan data dan informasi vang dikodeken dari satu
titik ke titik lain melalni peralatan listrik atan elckiromagnetik, kabel serat optik
{fiber opiic cablems) atau sinyel gelombang mikro Omicrowave sigrals).

Komponen-komponen penting dalam sistem jaringan dats  yang dikutip oleh
Wardhani Muchsin dari Muhammad Agus Binlore dalam Pengembangan Sistem
Informasi di Embarkasi Haji Sukolilo Surabaya untuk meningkatkan keterpaduan
SISKOHAT, hal.40 adalah 1) Komputer untok memproses informasi; 2) Terminal
atau alat input dan output untuk menerima dan meogivim datay 3) Saluran
komunikasi, menapakan saluran yang dilewati data dan svara vang diteassfer baik
melalol  alat pengiriman  atee  penerimasn  dalam  suvale  jseingan.  Saluran
telekomunikasi seperti saluran telepon, kabel optik, kabel coaxizl, ataupun transmis
berupa kabel. 4} Processor komumikasi sepesti modem, multiplexor, controller, dan
front-end procesor yang di dalamnya terdapat fungst yang mendukung transmist dan
pencrimaan data. 5) Software komunikasi yang mengontrol aktivitas masukan dan

keluaran dan mengendalikan fungsi yang lain dari jaringan telekomunilasi.
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Jenis-jenis jaringan data dapat berupa jaringan luas (Wide Area Network atau
WAN), jaringan setempat (Local Ares Network atan LAN), atas kombinasi
kedusnya. WAN merupakan jaringan felekomunikast yang mempunyai jangkavan
wilayah yang loas yang biasanya di dukung oleh satelit atau teknologi gelombang
mikrg, sedangkan LAN merupakan jaringan terbatas dan dalam jarak pendek,
biasanya digunakan dalam satu lokasi gedung atau lebih dari satu gedung vang
berdekatan, antara satu komputer dengan komputer lainnya vang dihubungkan
dengan mikro dan membutubkan saluran komunilasi sendiri. SABH menggunakan
‘kambixzasi keduanya WAN dan LAN., WAN diperuntmkan bagi Nowaris vang
mengakses pérm&honm pengesaban socara slekironis, sedangkan LAN diperuntukan
bagi Subdit Badan Hukum univk memverifikasi dan meneliti kembali permohonan
yang diajukan apakah sudah sesusi dengan prosedur yang benar ataukah ada
perbaikan data,

2.7 Model Anatisis

Ada 3 variabel pada penelitian ind vaitu variabel sebelum inplementasi (X1},
sesutleh implementasi (X2) dan variabel sisten komputerisasi (), maka model
analisis adaleh schagai berikut 2

Pelaksanaan Pelayanan
Pelayanan dengan Pelavanan seiefah berlalu

Sistem Manust(X1)  berlakuaya Sistem Komputerisasi (X2)

l l
:

Performance Pelayanan (Y)
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2.8 Operasionat Koasep

Variabel konsep dalam penelitian i adalah terdiri dari :
1. Dimensi kualitas pelayanan yang digunakan dalam penelitian, yvaitu meliputi:

a. Tongibilitv (bukti langsung), Buki fisik dan pelavanan vang dirasakan
langsung oleh pengguna jasa hukum, Meliputi loket pelayanan, ruang tungpo,
peralatan kompuier, sarana komunikasi, petugas pelayanan.

b Empathy {empati), yaitu Kemudahan — kemudzhan dalam  melakukan
hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami
kebutohan pelangpan.

¢. Responsiveress (ketanggapan), Keingican pegawal nntuk membanfu para
pengguna iasa hukum dan memberikan pelayanan di bidang penpesahan
badan hukom persercan terbatas dengan tanggap.

d, Reability (keandszlan), Kemampuan memberikan pelayanan pengesahan
badan hukum perseroan terbatas dengan cepat, akurat dan memuaskan

¢. Assurance {jaminan), Mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan
sifat dapat dipercaya yang dimiliki oleh pegawai Subdit Badan Hukum, bebas
dari keragu-raguan.

2. Dimensi variabel sistem komputerisasi Subdit Badan Hukum terdiri dari :
I. Sumber daya Manusia, yaitu Pemahaman pegawai subdit badan hukum tentang
tugas pokok dalam pelayanan dan Kemampuan mengatasi hambatan-hambatan

teknis dan non teknis dalam proses pelayanan di bidang pengesahan perseroan
terbatas

2. Program aplikasi, yaitu meliputi Manajemen database, pengamanan database dan
proseclur operasional,

3. Teknologi yaitu meliputi kemarmpuan akses jaringan dar kemampuan teknis atau
peralatan
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BAB3
METODE PENELITIAN

Penelitian  merupakan  svatu  upaya untuk  mesemuokan,  mengkaji,
mengerbangkan dan menguii kebeoaran svatu pengetahuan. Penjelasan dalam bab
ini meliputi sumber data, metods pengumpulan dats, pendekatan peqelitian,
instrumen penelitian, populasi dan sampel, varisbel dan indikater pengukuran dan
teknis asalisls data.

3.1 Pendekatan Penelitian

Dengan memperhatikan permasalahan dan fujuan penslitian yang akan dicapai,
serta untuk memperkays data dan memghami dampek implementast  sistem
komputerisast terhadap kualitas pelayanan dibidang Perseroan Terbatss tersebut,
maka pendekatan yang dipunakan dalam  peneliian ini  adalah  pendekatan
kuanticstif. Sebagaimana definisikan oleh  Irawan (2006:101) babhwa pendekatan
kuantitatit’ merupakan keakuratan deskripsi setiap variabel dan kekoatar hubungan
antara sati varisbel dengan variabel lainnya, Maka penelifian ini dilakukan untuk
mengukur kualitas pelayanan peapesahan badan hukum  perseroan  ferhatas,
Sifat peaelitiap ini adalah deskriptif karena memungkinken peneliti untuk memilih
satu objek penelitian uptuk dikaji secara memdalam, secara eknis penelitian dengan

metode deskeiptif ini paling jauh mengkaji pola hubungan korelasional antara
beberzpa variabel.

3.2. Metede Pengumpolan Dafa

Prosedur pengumpulan data yang ditempul adalah dengan menggunakan teknik
pengumpulan data scbapal berikut,
1. Observast
Penulis melakukan peninjauan langsung ke lokasi penelitian mulai tanggal 17
April sampai dengan 15 Mel 2009, Melaloi teknik ini penulis berharap akan
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dapat memahami kondisi objektif berbagai hal yang menjadi objek penelitian L
serta memperoleh berbapai informasi yang diperlukan mengenai penerapan

sistem  komputerisasi, dan seberapa batk kualitas pelayanannya kepada

masyarakat pemohon pengesshan badan hukumn Perseroan Terbatas tersebut,

2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan penulis lakukan guna memahami sgjumiah teori atau pendapat
para pakar serta bahan rujukan yang berhubuopan dengaa tekais penelitian dan
pengkaiian. Pada intinya teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan banyak
membacs, membahas dan menyerap isi sejumiah  buku, jumal Hlmiah,
dokumentasi, lleratur, makalah, diktat dan referenst yang dianggap refevan ;

3. Kuesioner Penelitian T
Digunakan unink mendapaikan data primer dari para responden penelitian. Untuk
mendapat data primer kuaotitatif, maka penvosunan kuesioner penslitian
dilakukan dengan menggunakan format skala likert. Dengan skala rikert in
varsiabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Selanjutnys indikator
variabel tersebut dapat dijadikan dasar untuk menyusun itemeltem instnoven
pertanyaan atdu pertiityaan Kuesioner. Bentuk pertarivaan untuk kuessioner
bersifat tertutup, yaitu setiap pertanyaan disediakan piliban jawaban dan bagi o
responden dapat memilih salah satu jawaban yang sesusi menurutnya.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden melatui

kuesioner mencakup lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu

. Tungibles (bukti langsung), vaitu meliputi fasilitas fisik, pedengkapan, pegawai
dan sarana komunikasi. ' :

2. Reliability {(kReandalan), vaitn kemampuan memberikan pelayanan  yang
dijaniikan dengan sepera, akurat, memuaskan.

3. Responsiveness {daya tanpggap), vaitu keinginan para staf untuk membanta para
pelanggan dan memberikan pelavanan dengan tanggap.
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4. Assurance (jaminan), mencakup pengetahuan, kemarnpuan, kesopanan dan sifat
dapat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, restke atau kerago-
TAgUAT,

5. Emphothy {(empat), melipptl kemudshan dalam  wmelskokan  hubungan
komunikast yang baik, perhatisn pribadi dan memahami kebutuhan pelanggan.

3.3 Populasi dan Sampel
3.3.1 Populasi

Populasi menurut Gay vang dikutip oleh Sevilla (1996:160) adalah wilayah
generalisasi yang terdiri atas subjek/obick yang mempunyai kualitas dan karakteristik
lerténty  yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajart kemudian ditari
kesimpulannya. Populasi penelitian ini sdalah Notaris sebagai pemohon pengesaban
badan hukum Perseroan Terbatas vang berjumiah 6800 orang

. 3.3.2 Sampel
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan
metode slovin. Menurut Solvin (1996:16) tingkat kesalaban standar yang dapat
ditoleransi untuk suatu pensrikan sampel dalam disiplin imu sosial maksimal 18%.
Oleh karena ity tingkat kesalghan yang skan dipakai dalam pedarikan sampel ini
menggunakan tingkat kesalshan sebesar 10% dengan rumus :

N
[ R
14N.¢*
Dimana ;

n = ukuran sampel

N = ukutan populasi

e = presentase kelonggaran ketidakiclitian karena kesalahan pengambilan
sampel masih ditolelir atau dilnginkan. '

Maka :

6800
n= QB 88 = 09
1 + 6800 (0.1)*
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Dari perhitungan secara matematis di atas, maka sampel yang akan mewakili
untuk diteliti adalah sebanyak 99 orang Notaris.

Pengumpulan data scbagai sampel dilakukan dengan cara penyebaran
purposif eccidental |, yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada suatu
populasi yvang datang, dalam hal inl menyebarkan kussioner kepads Notaris yang
mengaivkan permohonan pengesshan badan hukum persercan terbatas di loket
SABH.

3.4 Instromen Peoelitian

Untuk mendapatkan datadata tentang variabel-variabel vang berkaitan
tplikasi penerapan sisters komputerisasi terhadap kualitas pelayanan dibidang
Pengesaban Badan Hukmm Perseroan Terbatas digunakan instrumen penelitian dalam
bentuk kussioner vang berisi pernyataan-permnyatann terfulugy vang ditnjukan kepada
responden techadap variabel-varibel penelitian. Masing-masing variabel terdin dar
ebdrapa poriyataan yang mengguunakan Skala Likert Bertingkat, sehingga
responden dengan mudah dapat memilih jawaban dari setiap pernyataan sesuai
dengan penilaiannya terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sub Direktorat Badan
Hukum Direktorat Perdata Divektorat Jenderal Administrasi Hokum Umnas,

Pengukuran detigan skala likert mempunyat gradasi dari sangat positif menjadi
sangat negatif. Peneliti menyiapkan 5 jawaban yang tersedia, yaiiu
Bobiot 5 untuk jawaban sangat Setuju (S8)
Bobot 4 untuk jawaban Setuju (S)
Bobot 2 untuk Jawaban cukup (C)
Bobhot 2 untuk jawabn Tidak Semju {TS)
Bobot | untuk jawaban sangat tidak Setuju {8T8)

g oo g P
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Responden memilih jawaban yanp tersedia sesuai dengan pertimbangannya.
Kuesioner terdiri dari karakieristik responden, persepsi terhadap kualitss pelayansn
4i bidang penpesahan persergan terbatas di Direktorat Jenderal Adtinistrasi Hukum
Umum.

3.7 Uji validitas dan reabilitas
3.7.1 Uji Validitas

Validitas merupakan ukuran yang menyatakan hahwa alat ukur betar-benar
mengukur apa yang akaa dinkur. Uji validitas bethubungan dengan suatu pengujian
item-item dalam kuesioger yang akan digusakan. Dalam penclitian ini akan
digunakan analisis kolerasi item, yaitu menghitung kolerasi antara nilai keseluruban
yang diperoleh dari setiap butir perisriyagn deogan nilai keselunshan yang diperoleh
atau skor totalnya. Penpukuran validitas butir kugsioner dalam penelitian ini
dilakukan dengan melthat koefisien kolerasi model kolerasi Spearman-Brown
Propheoy Formula, yang diramuskan sebagaf berikut.

It % %

2

P+ 1 Y,

t = poalibsilitas selurnb tes

¥4 % =realibilitas tes setengah

3.7.2 Uji Reabilitas

Pengujian reabilitas berkaitan dengan masalsh adanya kepercayaan terhadap
alat tes (instrumen}. Suaty instrimen depat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi

iika hasil dari test/instirumen tersebut menunjukan hasil yang tetap,
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3.8 Tekuik analisiz data

Pengolahan dan anslisis data penelitian didasarkan pada msiriks yang
ferstruktur kemudian diolah dalam database Suatistical Package for Social Science
(8PSS) for windows berdasarkan data survey yang dikumpulkan melalui kuesioner
yang telah diisi oleh Notaris.

3.9 Keterbutasan Penelitinn

Penelitian ini terbatas pada penelitian dalam mengukur kualitas pelayanan di
di bidanp pengesahan bedan hukum perseroan terbatss melafui Sistem komputerisast
atan febih dikenal dengan Sistem Administrasi Badan Hukum disiﬁgkat SABH.
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BAB 4
PROFILE DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASARI MANUSIA
dan PEMBAHASAN BASIL PENELITIAN

Sebelum lebih jauh membshas mengenal dampsk implementssi sistem
kompulerisast erhadap kualitas pelayanan dibidang pengesahan perseroan terbatas,
lebiti dahulu kita ketshui tetlebib dahulu mengenal profile Dirgktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum. Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomar @ MOS-PR.G7.10 tahun 2007 teotanp Organisasi dan Tata Ketja
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum merupakan bagian dari Degartemen Hulam dan Hak Asasi Manusia.

4.} Vigi dan Misi

Direktorat  Jenderal Administasi  Hukum U mempunyai  vist
menyclenggarakan Pelayanan hukum yang cepat, mudah dan berkepastian hukum,
dan mist : 1) Kepastian pelayanan hukom terhadap roasyarakat pengguna jssa
Hokum; 2) Peninpkatan Pendapatan Negres Bukan Pajak; 3) Peningkatan Pelayanan
kepada masyarskat nasional dan infomasional; 4) Pembinaan dan pengembangan
Hukum Intermasional; 5) Kepastian peluksansan teknis operssional pelayvanan
hukum,

4.2 Uraian Tugas

Dari visi dan misi di atas, maka pelaksanaannya diuratkan dalam tugas pokok
dar {ungsi menyelenggarakan fungsi. Tugas Ditjen AHU adalah uniuk merumuskan
dan melaksanakan kebijakan dan standarisast di bidang administrast bukum umum.
Sedangkan fungsinya adalah  untuk pesyviapan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebiiakan, perumusan standar, norrog, pedoman dan prosedur dibidang administrasi
hukem umum, pemberiant bimbingan teknis dan evaloasi serta pelaksanaan
administrasi Direktorat Jenderal.
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai 6 (enam ) unit
eselon 1l yaitu : 1) Sekretariat Direktorat Jenderal; 2) Direktorat Perdata;

3) Direktorat Pidana, 4) Direktorat Tata Negara; 5) Direktorat Hukum Internasional;
dan 6) Direktorat Daktiloskopi.

Tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum antara lain, 1) Bidang Tugas
Direktorat Perdata, yaitu. a) Petigesahan badan Hukum; b) Penyelesaian permohonan
pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian notaris; ¢)Penyelesaian Legalisasi; d)
Pembuatan Legal Opinion; e) Penyelesaian permohonan Perubahan WNama,
f) Penyelesaian permohonan Penggunaan Ahli Hukum Warga Negara Asing;
g) Pengurusan Harta Peningpalan; 4) Pengurusan Harta Orang vang dinyatakan
pailit; i) Pemberian surat keterangan wasiat j} Penyelesaian Pendaftaran Jaminan
Fidusia. 2) Bidang Tugas Direktorat Pidana yaitu mengenai Penyelesaian
permohonan Penganpkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).3) Bidang Tugas
Direktorat Tata Negara, yaitu a) Penyelesaian perinohionatt Pewarganegaraan R.I.
(Naturalisasi); b) Pendaftaran Partai Politik. d) Permohonan Pelepasan
Kewarganegaraan R.. 4) Bidang Tugas Direktorat Daktiloskopi, yaito
Penyelesaian Perumusan dan Identifikasi Sidik Jari.

Pelaksanaan kegiatan bidang hukum internasional berperan dalam
pembahasan dan penelaahan mengenai materi di bidang hukum internasional,
berperan dalam pengembangan hukum internasional melalui sosialisasi, dan ikut
berperan dalam pembahasan perundingan perjanjian-perjanjian bilateral, serta
memberikan bimbingan dan pertimbangan mengetiai masalah di bidang hukum

internasional.

Kepiatan tugas bidang pembinaan teknis operasional pelayanan hukum
merupakan tugas unit-unit esejon Il yang meliputi :1) Pembinaan dan pengendalian
atas peldksanaan tugas Balai Harta Peninggalan di seluruh Indonesia; 2)
pemberian pertimbangan/tanggapan atas permasalah di bidang hukum perdata
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unnam; 3} penyiapan bahan alas pemberian pendapat hukum (legal opinion);d)
penyelesaian masalah grasi, amnesti, abelisi dan rehabilitast; 3) penyelesaian proses
pengangkatan PPNS; 6) pemberian tsaoppapan/pertimbangan mengenal masalah di
bidang hukum pidana; dan 7ipemberian bbmbingan dan pertimbangan mengenai
masaiah di bidang hukum tata negars;

Kegiatan tugas bidang pelayanan teknis dan administratif, pada dasarnya
meripakan tugas yang bersifat membanty untuk kelancaran pelaksanaan togas
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang dilaksanskan oleh unit-upit
eselon I Tugas ini meliputi : 1) koordinasi penyusunan rancangan kebijsksanaan
teknis, progrem dan laporan; 23 peogelolean kepegawalan; 1) peagelolaan
keuangan; 4} pengelolaan pericngkapan dan rumah tangga; dan pelaksanaan urusan
ketatausahaan.

4.3 Direktarat Perdatn

Dircktorat Perdata merupakan bagian dari Dircktorat Jenderal Adminisrerasi
Hokum Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direltorat
Jenderal di bidang hukom perdata sesuai kebijakan teknis yang ditctapkan Direkiur
Jenderal, Usntuk melaksanakan tugasnya Direktorat Perdata meayelenggarakas funpgsi
: 8) penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan, bimbingan dan pedoman teknis serta
pelayanan dibidang hukum perdata; b membeti pertimbangan, peadapat hukum,
legalisast dan penyelesaian masalah dibidang bukum perdata winum; ¢} pemberian
pertimbangan pengesahan badan hukum perseroan tertutup, perseroan terbuka dan
badan hukwn sosial, perseiujuan dan penerirvaan lapotan perubahan angparan dasar
serta pengarsipan dan peadokumentasian badan bukum; ) pemberian pertimbangan,
pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanean tugas pendafiaran fidusia; ¢)
pembinaan tekais dan pergawasan atas pelaksanaan fugas Balai-balat Harta

Peninggalan; £} penataan, pemantavan dan evaluasi Notaris; g} pelaksanaan urusan
taia usaha dan rumah tangpa Direkiorat,
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Direktorat Perdata mempunyai 5 Subdirektorat, yaitu : a) Subdirektorat
Perdata Umum, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan
teknis dan pemberian pertimbangan di bidang hukum perdata, pemberian pendapat
hukum (legal opinionj), pemberian legalisasi dan penyelesaian masalah dibidang
hukum perorangan dan pengarsipan serta pengelolaan urusan dokumentasi.
b} Subdirektorat Badan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
rancanpgan kebijakan teknis dan pengurusan pengesahan badin hukum persergan
tertutup, perseroan terbuka dan badan hukum sosial, pemberian persetujuan dan
penerimaan laporan perubahan anggaran dasar, pengelolaan arsip dan dokumentasi.
¢} Sudirektorat Pendaftaran Fidusia mempunyﬁi tugas melaksanakan penyiapan
raticanigan dan kebijakad teknis dar wrusan pengesahan, pencatatan dan pendaftaran
fidusia, penerbitan, penyerahan sertifikat jaminan fidusia, pengevaluasian atas
pelaksanaan tugas pendaftaran fidusia, melakukan pembinaan teknis terhadap Kantor
Pendaftaran Fidusia serta pengelolaan arsip dan dokumen. d) Subdirekorat Harta
Peninggalan mempurnyai tugas melaksanakan penyiapatt rarcangan kebijakan,
pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas Balai-baiai Harta
Peninggalan serta penanpanan daftar wasiat dan pemberian keterangan wasiat serta
pengelolaan arsip dan dokumen. e) Subdirektorat Notariat mempunyai tugas
mielaksanakan penyiapan rancangan  kebijakan, pembitiaas teknis, penataan,

pemantauan, evaluasi, pengawasan dan dokumentasi Notariat. .

4.4 Sub Direktorat Badan Hukum

Sebagaimana diketahui bahwa Subdirektorat Badan Hukum merupakan
bagian dari Direktorat perdata yang menyelenggarakan fungsi : a) penyiapan
rancangan teknis dibidang perseroan tertutup, perseroan terbuka dan badan hukum
sosial; b) pelaksansan penelitian akta pendirian, penyelesaian permohonan
pengesahan, permohonan persetujuan dan penerimaan laporan perubahan anggaran
dasar perseroan teértutup, usaha umum, usaha Khusus dan badan hukuin sosial; ¢)

pengelolaan, pengecekan, pencatatan dan pendistribusian berkas permohonan serta
pengelolaan arsip dan dokumentasi.
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Sub Direktorat Badan Hukum terdiri dari : a) Scksi Perseroan Termutup
mempunyai tugas melakukan penelitian akta peadirian dan peayiapan konsep
pemberian pengesahan akia pendirian serta pemberian persetujuan dan penerimaan
laporan perubahan anggaran dasar perseroan umum dan khusus. b) Seksi Perseroan
Terbuka mempunyai tupas melakukan peneliian akia pendirian, peayelesaian
permohonran pengesahan, permohonan perselujuan pencrimaan laporen perubshan
anggaraii dasar perseidan publik, letabaga keuatipan dan perseroan dengan fasilitas
penanaman modal. ¢} Scksi Badan Hukum Sosial mempunyal fugas melakukan
penelitian akta pendirian serta pemberian persetujuan  dan penerimasn faporan
pcnl.tbahzm anggaran dasar badan hukum sostal. d) Seksi Arsip dan Dokumentasi
men{punyai tugas melakukan pengolahan, pengecekan, dan pendistribusian berkas
permohonan, pengelolaan arsip dan dokumen.

Sub Direktorat Badan Hukum mempunyal 1 (satu} Kepala Sub Direktorat
4 (empat) Kepala Seksi dan 49 staf , seperti diuraikan dibawah ini :
I. 5 orang berpendidilan §2
2. 21 orang berpendidikan S1
3. 1 omang berpendidikan Diploma 3
4. 26 orang berpendidiken SMU
Yenis kelamin ¢ [9 Wanita dan 35 laki-laki

Sub Direkiorat dalam menjalanken wupasnya menggonakan teknologi
kompuier. Komputer digunakan untukc  proses klacifikasi permohonan pengesahan
badan hukumn terbatas sampai dengan menjadi Surat Keputusan, Jika terjadi
kesalahan makd petugas mengembalikan data perusahdan yang telah diproses untuk
di perbaiki oleh pemohon, dafam hal ini pemohon tersebut adaiah Notaris, karena
vang berhak menggunskan fasilitas tersebut adalsh Notarls sebagai wakil dari
pemohon sebenarmya. Setelah kesalahan diperbaiki atay kekurangan data dipenubi
miaka potmohonat tersebut dapat kembali diproses oleh petugas sampai Surat
Keputusan di terima oleh peniohon,

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009



50

4.5 Pengesahan Badan Hukum Persercaa Terbatas Sebelum das Sesudah
Tmplementasi Sistem Administrasi Badan Hukum
Hakekat melakukan pengesahan terhadap akta perserozn terbatas adalsh
untuk memberikan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas. Unit Pelayanan
yang melakukan proses pengesahan persercan terbatas adalab Sub Direktorat Badsn
Hukum Direktorat Perdata yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal
Admiinistrasi Hukum Utnum.

Sebelum diberlakukannya Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH,
pada awalnya pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas adalab
menggunakan sistem manual. Heru Supraptomo (1996 : 15) mengatakan bahwa
sistern manual adalah suatu sistem dimana dalam pengolahan data lebih banyak
menggunaken tenaga manusie. Demikian juga techadap penggunaan perangkat yang
ada bukenlab perangkat yang canggih pemakaiannya, didominasi cleh penggunaan
tcnaga manusia semata-ata. Dengan sistem manual inl penggunean teknologi
cangpih sedikir sekali dimanfaatkan sehingga penghematan atas tenaga manusia dan
penghematan wakfu dalam menangani proses permohonan pengesahian perseroan
terbatas menjadi sangat sulit dicapal. Sistem manual tidak fransparan, pelayanan
dalam proses pengeszhen badan hukam menjadi terhambat karena dalam proses
pengesahan tersebut sering melebild jangka wakiu sebagaimana yang ditetapkan nlgh
Undang ~ Undang Nomor | Tahun 1995 tentang Perserpan Terbatas, yaitu tidak
melebihi 60 hari.

Untuk mengetahii Rebenaran hal fersebut, wmiaka kitd haros hengetahul cara
keria sistem manual. Dalam sisiem manual, ketestuan mengenat “Tatacara Pengajuan
Permchonen dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas™ distur dalam
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : MO1 PR 08.01 twhun 1996 tentang Tatacara
Perigajuan Permohonan dan Pengesahan Akiz Pendinian Perséroan Terbatas. Dalam
Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditentukan bahwa @

a. Permohonan Pengesahan akta pendirisn perscroan disjukan oleh para
pendiri bersama — sama atau kuasanaya kepada Menteri Kehakiman,
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melalgi Direktur Jenderal fHukum dan Perundang-undangsn (sekarang
Direltur Jenderal Adniinistrasi Hukum Umum), ¢.g. Direktur Perdata

b. Permobonsn Pengessben akta pendiriagt perserodn  diajukan  denpan
melampirkar |

1)} Satu salinan akta pendirign perseroan bertnatéral yang dibust sesuai
dengan standar akte yang telah ditentukan;

23 Data dkta pendirian yang diliuat dan ditandatangani oleh Notaris diatas
kertas bermaterai;

1y Bukti sctoran modal dari Bank (apabila berbentuk fotokopi wajib
dibubuhi keterangan dan ditandatangani oleh Netaris bahwa dokumen
térsebut sestial dengan aslinya/fotokopi yang dilegalisic Notaris);

4} Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak perseroan (fotokopi dilegalisiv
Naotaris);

5) Bukti pembayaran uangmuka pengumuman akta pendiriun perseroan
dalami Tambshan Berile Negara dari kantor Percetskas Negara
Republik Indonesia;

6) Bukti pembavaran Pencrimaan Nepara Bukan Paisk (PNBP) mstuk
biava pelayvanan jasa hukum sesuai deapan Keputusan Menteri
Kehakiman Nomor ¢ ML.OT-UMG1.06 tahin 1993;

7y Fotokopi surat persetujuan penanaman modal dari Badan keordinasi
Penanaman Modal (Faotokopi dilegalisir Notatis);

8) Apabila penystoran saham dalam bentuk bukss uang, melampirkan
iklar dalam 2 (dus) surat Kabar harfas vang mettivat pengumuman
tentang penyetoran saham selain vang;

9y Dokumen kinnya seésuai dengan kelentusn peraturan  perusndang-
undangan yang berlaku.

Proses gpengesahst akta pendirian  perseroan terbatas  tersebut

penanganararya dilakukan sccara manual dengan tahap-tahsp prosedur birokaasi
yang panjang dan berbelit, Adupun mckanisme ke sistem manual dalam
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memproses permichonan pengesahan akfa pendirian perseroan terbatas adalkah

sehagal berikut :

a. Notaris menyampaikan permohonannya beserta kelengkapan administrasinya
ke Departemen Kehakiman dan HAM (sekarang Departemen Hukum dan
HAM) baik secara langsung maupun melalul Pos. Berkas permobonan
diterima di loket Tata Usgha Dircktorat Perdata, Dircktrorat Jenderal
Adminisirasi Hukue Umum dan diperiksa kelengkapan adminisirasinya.
Kelengkapan administrasi vang dimaksud secara umum schagainwaa tersebut
sehelumaya dimas dan khusus PT. PMA kelengkapan administrasinya adalah
Surat Parsctusiuan dart BKPM;

b. Berkas peruchotian diteruskan kepada Kepala Seksi Dokumentasi Badan
Hukun untok dilakukan ¢

1} Pendatuan;

2} Pemberien Nomor Kendali denpan mengpunakan aplikast komputer;
3) Mencat dalam agenda umum;

4) Penggabungan dengan berkas lama;

5) Pengecekan nama PT,

c. Berkas permobonan yang sudah lengkap diteruskan kepada Kepala Scksi
Tekitis masing-fimsing,;

d. Kepala Seksi Tekuis mendistribusikan berkas permohonan kepada Korektor
unfuk ditelitl subsanisinya;

&, Hasil penclitian subsantsi dari korektor berupa konsep surat keputusan dan
suiat pengembalian unfuk diadakan perbafkan, diserabikan kembali kepada
Kepala Sckst Mastng-masing: %

f. Kepala Scksi Teknis meneliti kembali penclitian korektor dan selanjutnya
menyampaikan berkas permohonan kepada Kasubdit Badan Hukum untuk
ditelifi ulang;

g. Sctelah diteliti uwlang oleh Kasubdit Badan Hukum berkas permotonan

disampaikan kepada Direktur untuk mendapat kiarifikasi formal dan di
paraf;
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h. Permiohonan yang telah diklsrifikast dan dipawaf Direktor Perdate dikiei -
ke Tata Usaha Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk
penomoran dan penanggalan Surat Keputusan Pengesahan dan Surat
Keputusan Persetujuan;

i. Berkas pormohonan yang telah mendapat Nomor dan Tanggal Sumat
Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Dolumentast Badan Hukum
Untuk diketik secara manual;

}. Surat keputusan pengesshan vang telah selesai diketik disampaikan kepada
Kasubdit Badan Hukum untuk diteliti guna mendapat kiarifikasi formal dan
diparaf; P

k. Sﬁmt Keputusan Pengesahan dan Surat Keputusan Persetujuan yang telah P
diparaf Kasubdit Badan Hukum disampaikan kepada Dircktur Jenderal
Administrasi Fiukum Umum untuk ditanda tangani;

. Setelah Surat Keputusan ditandatangani olek Direktur  Jendersl
Administrasi Hukum Unura kemuedian diserahkan kepads Tata Usaha
Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi Hulum Umum disertal dengan
Lembae Pengantar untuk diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Tala Usaha
Birektorat Perdata; —

m. Selanfuinva oleh Sub Baglan Tata Usaha Direktorat Perdata, Surat
Reputusan Pengesahan dikinm atau diserahkan langsung kepaézi Pemohon.

Untulc lebih mudah mendapatkan pambaren fentang mekanisme kerja

sistem manual tersebut, maka dibawah ini aken ditampilkan mekanisme kerja
sistem manual dalam bentuk skema sebagai berikut :
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Alur Kerja Proses Pengesahan Akia Pendirian Perseroan Terbatas dengan

Sistem Manual
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LOKET § :
L—-“ ;z?nz‘;:::n Pemeriksag Kasubdit -
({481} g
Biaya PNBE flongdor) || E“d““l 5] pordota
i k: Tonderal Hutoun Direktur Jeaderal
irektur Jonderat Hu - . Hukuin dan
dan Perundang-nndangan Kepala Sekst Kasubdit Perundang-undangan
{sekarang Direkiug y| Dokumentasi | | Badan {sekarang Dircktur
Jenderal Administrasi Badth Hikum Jenderat Administrasi
Hukum umum ) Hokurm Urnuro )
v
Tatp Vsaha Sekretarial
Direktorat Jenderal Hukum dan x
Perundangundangan (sekarang Tata Tala Usaha i PEMOHON
Usaha Sckretarial Direktorat Jenderal || Direktorat * Pengesahan
Administrast Hukum amun) Perdsta

Swmber : Diodah dari Dats Gokumeninai Binslass: Jonderal Adminisirasi Hukurn Umum Degariernes Hubkum dan

HAM 81

Mckanisme kefa demgan sistem manual tersebut iferfihat jelas

mempunyai rangkaian atau alur kerja yang penjang dan birokralis, dan hal
teesebust tentu sala mengakibatksn diperlukanava jangks waktu vang tidak singkat
untuk sampal pada tahapan akhiv proses. Dampak mekanisme ketja seperti ind

adalah  hampir tidak memungkinkan proses penyelesaian  permohonan

pengesahan akta pendivian diselesaikan tepat wakiu sesuai dengan jangka wakiu
yang felah diteniukan.
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Mengenat  jungka waldu proses penyelesaian permohonan  akta
pendirian, diberikan dalam wakio paling lama 60 (enam puluh) hari setelah
permohonan diterima, Jangka waktu 60 (enam Puluh) hari dimaksud terhitung
sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang
diperlukan sesuai dengan ketentuan vang berlaku, Pencapaian waktu 60 {enam
puluh) hart sebagaimana yang telah ditentukan tersebut sangat selit untuk dicapal
dengan mekanisme ketja tersebut di atas juga semakin sulit karepa jumish
permohonan pengesahan akta penditian perseroan terbatas berasal dari seluruh
Indonesia baik permohonan vang disampaiken secars langsung maupun melahi
jasa pos.

Dari cama Kkeda dengan sistem manual jai, terlihat bahwa proses
penyelesaian permohonan berbentuk kerucut atau boftle neck, hal tersebut karena
penandatanganan Surat Keputusan sebagai hasil akhir dari proses penyelesaian
ditangani cleh satu orang pejabat yang berwenang untuk menandatanganinys aias
nama Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM) vaitn Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum (dabulu Direktur Jenderal Hukum dar
Perundang-undanpan, artinya seorang pejabat yang berwenang harus
menandatannani ratusan berkas perhari ranskap emoat vane merupakan hasil
kerja dari satu orang Kasubdit dan empat Kepala Seksl, ditamibab Iag barus
menandatangan berkas lain vane berada dibawah kewenanpanmva vang lidak

menyangkot masalah perseroan terbatas.

Beherapa penmasalahan sepc:ii permohonan vang banyak tetapi tidak
sehanding dengan jumish pegawai, alur keria yanp panjang dan birokratis,
penandatanganan ratosan Surab Keputusan perhari (rangkap empat) oleh satu
orang pejabat yang berwenang, tidak saja menyebabkan jangka waktu
penyvelesaian  proses menjadi lebih panjang melebihi jangka waktu yang
ditentukan oleh Undang ~ Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perscroan
Terbatas sehingga sangat sulit  diprediksi, tetapi juga menyebabkan

berumpuknya wnggakan pekerigan vang befum terangani,
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Pekerjzan menjadi bertumpuk apabila temyata terdapat kesalaban pada
berkas baik kesalahan dari segi persyaratan administrasi maupun darl segl materl
akta sehingga harus dikeluarkan surat dinas kepads Notaris untuk dapat
dilarjutkan prosesnya. Keadaan tersebut dapat digambarkan sebagaimana terfibat
dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Jumtah Permohonan Pengesshan Akta Pendirian Perseroan Tebatas Dengan
Sistem Maaual
JUMLAH

Tahun | Permohonan | Sisa Permochonan Tzhun Sebelumnya TOTAL
1999 33.381 2.244 {sisa tahun 1953) 35.625
2000 41.062 5.109 {sisa tahun 1999) 46171
20401 12.228 17.977 {sisa tahun 2006) 30,2065

Ewmber ; Data Ookumentasi Direkiorst Jendersl Administrasi Hukum Umum Deparfemen Hulum
dun HAM RI {Januart, 2681}

[iari jumlah peomohonan pengesahan akts pendirian PT tersebut di atas,
maka dengan cara kera sistem manual torsehut hasil yang dapat diproses adalah
dupat tergambar dari tabel berikut dibawah ini :

Tabel 4.2
Sumlah Permohonan dan HasHl Proses Sistem Manual

JUMLAH HA SiL
Tahun | Permohonan | Siss Permohonan Total X Surat | Sisa
Fahun Scbelumnys Pekerigan
1948 33381 2.244 35.625 | 210564 9452 5.10%
{sisg tahun 1998)
2000 41.082 - 3109 46171 | 18638 | 9.555 178977
{sisa mhun 1999
2001 12,238 17977 303205 | 14273 | 2423 13.509
{sisa tahwn 2000)

Suraber : Dats Dokumentast Dirgldoat Jenderad Adminisisast Fukum Umum Departemen Hukur
dar Huk Asesi Marusie BRI (Jaseari, 2601)
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Apabila kita melihat jumlah permohonan dan kemudian hesil prosesnya
sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas, maka jelas terlihat banyak sekali
sisa pekerjsan yang harus dikerjakan. Kondisi seperii itu menyebabkan proses
penyelesaian permohonan menjadt sulit untuk di prediksi dari yang semestinya,
Sebenarnys pada mulanya semua proses ¢ hitung dan direncanakan secepat dan
setopat mungkin dan diusahakan sesvai dengan jangks waktu yang ditentukan oleh
Undang - E}"ndané Nomor 1 Tahun 1995, akan tetapi ternyata dengan adanya
kendala-kendala schagaimana (ersebut di atas maka janpgka waktu yang telah
ditentukan menjadi sulit untuk diprediksi lagi (lihat lampiran 2). Upaya lain adalah
dengan membuat “standar akta” yang digunakan untuk mempermudab pemeriksaan
mat;ri akta agar proges permohonan dapat diselesaikan secara cepat.

Salah satu kendala yang mienychabkan pemeriksaan matert akta oleh
pemerikss atan korektor menjadi lama adalsh bahwa akia pendirian yang dibuat oleh
Notaris mempunyal model akta yang beraneka ragam antara satut Notaris deagan
Notarig lain satu sama lain hampir berbeda, artinya tidak ada keseragamas dalam
pembuatan  akia. Oleh karena itu untuk mempermudah pemeriksaan maka
Depariemen Kehakiman dan HAM R (sckarang Departemen Hukum dan HAM RY)
bekerja sama dengan Thatan Notarls Indonesia { I N I ) kemudian membuat standar
akia. Namun ternvate upays ini belum juga dapat memberikan hasil yang maksimal
antuk dapat mempercepat proses pemeriksaan oleh korektor,

Kemudian cara lain vang divpayakan dalam rangka mengatasi permasalahan
" proses pengesahan akta penditlan perseroan terbatas adalab selein membuat akta
yang memang harus dilekukan Notaris maka Notaris juga harus membuat “data
gkta”, Data akia vang dimaksud mermpaksn intisari atau rangkuman dari isi akia
pendirian. Korektor banya ditugaskan untuk memeriksa aktanya secara kesehuruhan,
Akan tstapi ada permasalahan baru yaitu manakala oleh korektor ditemukan bahwa
apa ‘yang ada di dalam data akta, yang sebenamya merupakan rangkuman dari isi

akta, berbeda dengan akianya untule pasab-pasal anggaran dasar tertentu. Apabila
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ditemukan hal tersebui maka para korektor tidak dapat mengabaikan begitu saja
perbedaan-perbedaan tersebut, sehingga yang terjadi adalah adanya pemeriksaan dua
kalt yang justru memakan waktu karena ada data akta dan juga akta diperiksa oleh
korektor untuk memastikan fidak ada perbedaan satu dengan yang lain.

Dari cara kega fersebut diates dapatiah dilihat bahwa pepgeszhan badan
hukum Perseroan Terbatas melalud sistem manual mempunyai sistem yang berbelit-
belit dan tidak transparan. Selain tu pengesahan badan hukum Persercan Terbatay
secara manuval juga menimbulkan praktik Kolusi, Kerupsi dan Nepotisme vang
terselubung dan yang sulit dibuktikan kebenarannya. Biaya vang digunskan untuk

gaty pengesaban juge tidak transparan, karena ada biaya yang tidak resmi diluar
biaya vang sebenarnya.

Dan disamping ity dalam pengesshan badan hukum Persercan Terbatas
melalui sistem mammai tidak terdapat kepastian dalam jangka waktu proses
pengesaban, inefisionsi dan biaya tinggi, menimbultkan distorst informasi dikalangan
masyarakat penggune jasa hukum, masih ada celah bagi cknum Notaris untuk
menyembunyikan informasi atau data yang dapat menyesatkan masyarakat pengguna
jasa pelayanan hukum dan telah menciptakan iklim kerja yang tidak sehat dan
kecembuman sosial dikalangan pegawai. Juga hak dari pengguna jasa hukom tidak
dapat terpenuhi karena lambatnya proses pengesahan sehingga Surat Keputusan
pengesahan badan hukum tidak dapat diterima tepat waktu. Qleh karcna itulah sistem
manual tidak lagi dipergunakan dalam proses pengesahan badan hukum Perseroan
Terbatas, karena sudah tidak relevan lagi penggunaannya, dan tidak sesual dengan
perkembangan teknologi.

Menyadan tuntulan penyelenggaraan pelayanan publik yaog balk serta
adanya funtulan masyarskat dalam menghadapi e globalisasi oleh sebab Huleh
pemerintah pada Tabun 2001 menggantinya dengan Sistem Administrasi Badan
Huokum afan SISMINBAKUM atau SABH.
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SISMINBAKUM atan SABH adalah singkatan dari Sistermn Administrasi
Badan Hukum merupakan sistem komputerisasi dalam proses pengesahan akta
pendirian persevoan terbatas dan persetnjuan perubahan anggaran dasar perseroan
terbatas, SABH adalah jenis pelayanan vang diberikan kepada masyarakat dalam
dalam proses petigesahan badan hukum persercan, dan pemberian persetujuan
perubaban anggaran dasar, penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar,
dan perubahan data perseroan serts pemberian informasi lainnya secara elekivonik,
yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan SABH maka semua proses pengesahan menjadi transparan dan
pasti. Transparan disini adalsh terbuka, tidak ada yang ditutupi baik mengenai
waktu, informasi dan tarif yang dibutuhkan dalam svatu permohonan pengesahan
badan hukum. Pasti disini adalah kepastian dalam hal efisiensi wakty, kecepatan
dan ketepatan dalam proses pengesahan badan hukum dimana tidak ada pihak yang
dirugikan dalam memperoleh status badan hukum. Pengguna jass hulamm dapat
memperoleh haknya dengan cepat yaity SK badan hukum Perscroan Terbatas,
setelah  memenubi kewsiibannya dengan membaysr tarif pengesaban sesvai
dengan yang telah diteniukan oleh pihak Departemen dalam hal ini Direktorat
Jenderal Administrast Hokom Umum,

Untuk mengetahui kebenaran hal tersebut, maka kita harus mengetahui
cara kerja sistem tersebut terlebib dahuly dan juga persyaratannys. Persyaratan
utama mengenai cara pengajuan permohonan dan peoogesahan akta pendirian
perseroan terbatas melalui SABH  tetap berpedoman pada ketentuan vang diatur
dalam Undaag-ifﬁdaag Nomor 1 Tahun 1993 tentang Peeseroan Terbatas serta
peraturan perundang-undangan lain yang ferkait. setelah diberlakukannya Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka proses pengesahan badan hukum perseroan
terbatas berpedoman pada Undang-Undang vang baru tersebut .

Secara khusus tata cara pengajuan permohonan melalui SISMINBAKUM
(sebelum di ubah menjadi SABH) diatur berdasarkan Keputusan Menterd Kehakiman
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dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-0L.HT.01.01. Tahun 2001
tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta
Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang
dirubah menjadi Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(Kep.Dirjen AHU) Nomor C.01.HT.01.01 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan Terbatas .

Kemudian tata cara pengajuan melalui SISMINBAKUM di ubah menjadi
SABH berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia-—Nomor : ML.HH.02.AH.01.01. Tahun 2009 tanggal 6 Februari 2009.

tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan,
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan

Perubahan Anggaran Dasar, Dan Perubahan Data Perseroan.

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta
perubahan anggaran dasar perserolan terbatas, Notaris harus mengajukan permohonan
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum. Cara mengajukan permohonan pengesahan
akta pendirian perseroan terbatas melalui SABH adalah diajukan secara elektronis
dengan mengisi FIAN (sekarang DIAN)} yang merupakan bagian yang tidak
dipisahkan,

DIAN yang dimaksud tersebut adalah Daftar Isian Akta Notaris yang
dilakukan secara elektronik. Formatmya sudah ditentukan oleh lDeparlemen
Kehakiman (sekarang Departernen Hukum dan HAM) dan DIAN ini akan muncul di
layar monitor di kantor Notaris yang bersangkutan, jika Notaris yang bersangkutan
melakukan hubungan on-fine dengan komputer SABH.

Apabila permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas

dianggap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
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berlaku. atau pejabat yang dituniuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas

permaohonan akta pendirian atau persetnjuan akia perubahan anggaran dasar
persercan terbatas tersebut secars elekironds.

Langkah selanjutnys yang harus dilakukan oleh Nataris adalah bahwa
dalam jsngka waktu paling fama 30 (tiga puluh) hari sejak tangpal tidak
keberatan Menteri atau pejabat vang ditunjuk, Notaris yang bersangkutan waiib
meayampaikan secara fisik surat permohonan pengesshan zkta pendirian
perseroan terbatas beserta dokumen pendukung yang meliputi :

#. Salinan aktz pendirian perseroan;

b. Momor Pokek Waiih Pajak atas nama perseroan;

¢. Bukti pembayaran uang muka pengumpman akiz pendirian perseroan dalam
Tambahan Berita Megpare dari Kantor Percetskan Negara Republik
{ndonesia;

d. Bukti pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBF) dari Dircktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum;

¢. Bukti setor modal darl Bank.
Bukil pembayaran PNBP iransaksi DIAN model 1, model 2 dan pemesanan
nama perseroan.

Dengan SABH inf jangka waktu penyelesaian proses permohonan
ditentukan dengan waktu yang singkat sekali, dimana paling singkat dalam waktu
3 (tiga) bari ataw paling lama dalam waktu 7 (ujub) hard menerbitkan Surat
Keputusan tentang Pengesahan” Badan Hukum Perseroazn torbutas  yang
ditandatangani secara elektronis.
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Prosedur dan alur kerja SISMINBAKUM dalam menjalankan proses

permohonan akta pendirian perseroan terbatas adalah sebagai berikut

| N

Pengecekan Nama Perseroan Terbatas

Setelah Notaris mendapat User 1D dan Password, tnaka langkah
pertama yang harus dilakukan adalah Pengecekan Nama Perseroan Terbatas.
Pengecekan nama disini adalah dimaksudkan untuk mengetahui apakah nama
perseroan vang akan digunakan sudah atan belum terdafiar pada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum. Bila nama tersebut belum digunakan
maka akan muncul item Pemesanan Nama yang merupakan langkah
selanjuinya yang harus dilakukan oleh Notaris.

Pemesanan Nama Perseroan Terbatas

Tahap selanjumya azdalah pemesanan nama. Apabila pama yang
dipesan oleh Notaris tersebut kemtudian akan dicek oleh pihak Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum yang mana dalam hal ini menepakan
kewenangan Korektor, Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Sub Direktorat
{Kasubdit), Pengecekan torsebut dimaksudkan agar nama perseroan vang
dipesan oleh Notaris fidak bartentangan dengan Peraturan Pernerintash Nomor
26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas. Unbuk
mengecek apakah nama perseroan vang dipesan itu diterima atau tidak, maka

Notaris dapat melibativa pada menu monitoring di komputer,

Pengajuan Nama Perseroan Terbatas

Apabila nama yang dipesan tersebut mendapatkan persetujuan maka
langkah berikut vang dilakukan Notaris adalah Pengajuan Nama, dimana
dalum menn int Notaris mengisi tanggal sclor PNBP (Penerimaan Negamg
Bukan Pajak). Batas waktu sejak nama diterima adalah 60 {(enam pulsh) hag
dimoana batas waktu ini dimaksudkan memberikan kepada Notaris untuk
melengkapi data pendukung perseroan vang bersanglutan,
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4. Pengisian Pra DIAN

DIAN adalah DaRer fsian Akta Notaris. Dimana pada proses pra-
DIAN ini Notaris akan mengisi data pendukung apa vang akan disertakan
scbagal buktl fisik naminva, antara lain seperti Buktl Setor Modal,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Tanda Terima Pembayaran Usng

Muka dari Berita Negara {TBN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Neraca
akhir dan Setoran Modal.

. Pengisian Data DIAN

Pada menu DIAN ini data yang barus dilengkapi oleh Notaris adalsh
afamat perseroan, nomor dan tanggal alda pendinan, modal-sabam, pendiri
perseroan serta maksudwujuan dan kegiatan usaha dari persercan yang
terkait. Setelab data ferisi denpan lengkap dan benar maka Notaris barus
mengicim data fersebut secara online ke Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum. Dalam hal inf yang berwenang memeriksa atas kebenaran

dan kelengkapan dala tersebut adalah Korekior, Kasie, Kasubdit seusz
Direkiur Perdata,

. Monitoring

Setelah menyelesaikan proses DIAN, maka proses selanjutnya adalah
mengecek perjalanan dafa melaloi Monitoring, Bila ada koreksi dari data
tersebut dapat ferlihat pula dari menu Monitoring dan fasilitas E-mail untuk
kemudian langsung di koreksi dan dikirim lagi secara online oleh Notaris.
Bila data tersebut benar maka persefujuan akhir alas data tersebut yang
dilakukan oleh Direktur Perdata tampak di menu Monitoring bahwa Notaris
harus segera mclaksanakan Penyerchan Dokumen Fisik.

. Penyerahan Dokumen Figik
Penyerahan dokumen fisik diberikan batas wakiu selama 30 {tiga
pulul) hari. Penyeraban dokumen ini dapat dilakukan melalui Loket SABH
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atau melalui kotak pos. Setelah dokumen fisik diserahkan oleh Notaris, maka

Dokumen fistk tersebut akan diteliti oleh Korektor Fisik, Kasie dan Kasubdit.

8. Penandatanganan Surat Keputusan

Setelah klarifikasi Dokumen Fisik selesai selanjutnya dilakukan

Penomoran Surat Keputusan oleh Bagian Penomoran dan dilanjutkan dengan

Tanda Tangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum secara

elekironis.

Akhir dari proses pengeszhan akta Perseroan Terbatas ini adalah keluarnya

Format Surat Keputusan yang akan dikirimkan ke alamat Notaris yang bersangkutan

melalui jasa kurir. Untuk lebih jelasnya, prosedur dan alur kerja SABH Sistem
Administrasi Badan Hukum ini akan digambarkan di dalam skema di bawah ini.

Gambar 4.2
Skema Alur Proses Sistem Administrasi Badan Hukom {(SABH)
NOTARIS Ditjen AHU
Cek Nama —* | PesanNama | — > I Penaecekan Nama ]

Pemibayaran Nama Disetujui
PNBP v
r
Pengajuan Nama
Pengisian Tanda Bukil ¢ Pengecekan PNBP
Pembayaran PNBP >
¥ I
Pengisian Data Pengecekan Data
Pendukung DIAN > Pendqung DIAN
. h
Pengisian Data . Penge[c)?mn Dala
DIAN » .

T v
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Pengiriman Dokumen R Pengeg:iin Dala
Fisik {Doksik) > T
! Penomaran SK
4
4 Tanda Tangan SK
8K Dirien AHU
Pengiiman SK bak unbsk l
Jabotabek maupun  urduk
Wilayah Non Jabolabek Pencatakan SK
dikidm  melalii jasa
pengiiman yang diturjuk \
oieh Dirign S8 < Pengiriman SK

Swmbey : Data Dokumentasi Direktorat Jenderal Adminisirasi Hukum Umum (Januari 2009)

Di sisi lain sebenamnya cara kerja SABH ini sama dengan sistem manual
dimana proses penyelesaian permohonan pengesahan akta pendirfan tetap berbentuk
keruout ataw “borrle neck™ Karena penandatanganan surat kepufusan sebagal akhir

~dari proses penyelesaian ditangani oleh satu orang pejabat vang berweaang untuk

“menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia (sekarang Menteri Hukum den Hak Asasi Manusia} dalam hal ini adalah
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Palam pensndatanganan Surat  Keputusan ini bedanya dengan sistem
mianmal adalah bahwa apabila dalam sistess manual Direktur Jenders! Administrasi
Hukum Umuom harus menandatangani secara langsung denger tanda tangan bassh
pada ratusan berkas perhan rangkap empat yang berasal dari hasil kerja satu orang
Kasubdit Baden Huokum den emipat orang Kepals Scksi, maka dalam: SABH tands
tangan seorang Direktur Jenderal Admninistrasi Hulum Umum tidak lagi tanda
tangan basah yang hacus di tandatangant akan tetapi di ganti dengan tands tangan

secarn elelarowik
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Berbeda dengan sistem manwal yang dalam  proses  penyelesaian
permohonannya selalu ditemukan tunggekan maka di dalam SABH tungpakan
pekerjaan hampir tidak ditemukan. Apabila ada kesalahan pada pengisian DIAN
maka secara clektronik melalui jaringan imternet akan  dikirim kembali kepada
Notaris untuk segera diperbaiki oleh Notaris vang bersangkutan agar proses
selagjutnya dapat diteruskan. Wotaris seharusnya segera mengicim kemball perbaikan
sehagaimana yang telah ditentukan schingga surat dinas sehagaimana yang
ditemukan dalam sistem manual dalam sistem manual yang barus dibalas dengan
surat juga secara manual olch Notaris, tidek ada dalam SABH karena semua
perbaikan diberitahukan melalui fasilitas e-mail,

Di dalarn SABH tidak ada penggabungan berkas lams dengan berkas bam
berkaitan dengan akiz pendirian yang sedang dalam proses pengesahan tefapi ada
kesalahan, karena akan segera dikirim melalui ¢-mail dan di balas oleh Notaris
melalul e-mail jupa atau langsung diperbaiki melalui komputer Notaris untuk di
kKirim kembali ke Direktorat Jenderal Administrasi Hokum Umum Departemen
Hukum dan Hak Asasi Manusia C.q. Direkiorat Perdata secara on line, Dengan
agdanya berbagst kelebihan vang dimiliki SABH veng d¢i dukung oleh adanya
penggunaan perangkat komputer yvang tersambung dengan jaringan internet secars on
fine, maka sebenamya kelcbihan yang diperoleh adalsh dalam hal cepatnya proses
penyelesaian permohonan schubungan dengan pemanfaatan teknologi tinggl melalut

jaringan mternet.

Permohonan peagesahan badan hukum perseroan terbatas dengan sistem
komputerisasi atau yang lebih dikenal denpas SABH lebih meningkat jumiahnya.
Hal ini kerena proses pengesahan lebih cepat dan efisien dibandingkan desgan
mengpunakan sistemn manual. Dibawah adalah tabel mengenal jumiah permohonan
pengesshan perseroan terbatas vang masuk melatul SABH, yang felah diproses
melaint SABH periode 20012009,
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Tabel 43 —
Jumlah Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui
Sisminbakum {sekarang SABH) Periode Maret 2001 ~  Juni 2009

Bulan - Jam lah Permo honan
2001 2002 2003 2004 2005
Januari - 1.693 2818 3330 3.994
Februari - 1.668 3.407 3407 3927
Maret 9 1.897 3507 4474 4,952
April 379 2.341 3.760 4.340 4660
Mei 1.041 2.151 3.793 4.607 4779
Juni 1.105 2272 4.08% 4292 5125
Juli 1.647 2833 4620 4.182 4.624
Agustus 2.938 3076 3324 4218 4.824
September | 2,391 2.981 3.958 3.961 4.687
Oktober 2.506 3.073 4.161 4.134 4.525 P
Nopember 2.717 3,248 2.764 2.784 2.886 S
Desember 1.518 1.767 3353 4.141 5.150
Jumlsh 16.301 29.000 43.764 47270 54.133
Bulan Jumilah Permoihonan
2006 2007 2008 2009
Japuari 3.996 5.007 7.593 5917 —
Februari §.227 3.709 7.406 8§84 "
Maret 5.239 5.100 7684 9,004 S
Aptil 4.667 6.131 9.265 6.713
Mei 5.725 5.364 10.672 8284
Turd 5.639 4.192 10710 1.246
Juli 5.136 5936 11.826 T
Agustus 4,789 4441 11,528
September | 4615 4.002 13.391
Oktober 3.567 3507 11.664
Nopember | 4.680 6.928 £0.269
Desember 4.637 5.034 11.540
Jumlah 57.917 59,751 122.948 32.050

Swumber ; Divdab dart data Dokemenissi BiGes Admisistrast Hoekem Umum
Departemen Hulurm dan Hak Asast Manuste R tanggs] 462009

Diapat dilihat pada tabel di atas bahwa permohonan yang masuk ke kantor
Direktorst Jenderal Administrasi Hukum Umum ada peningkatan yang sanpat
signifikan, Permohonan yang masuk langsung diproses dalam waktu yang sinpkat,
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karena setiap tabap proses pengesahan badan lrukum porseroan terbatas dilakukan
secara elekironis, Sehingga ada peningkatan yang sangat sipnifikan pula dari hasil
proses pengesahan tersebut. SK yang dihasilkan dari proses pengesahan terscbut
lebih banyak daripada sewakiu mienggunakan sisters maaual,

Pralam hal adenya penolakan terhadap permohonar pengesahan akia
pendirian dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, penolakan tersebut barus
diberitahukan kepada pemohon secars fertulis besena alasannya dalam wakto 60
{enam pulub) hari. Dengan SABH,maka dapat dipersingkat menjadi kurang dari 60
(enain puluhk} hari dengan ;wzniaeritahuﬁa metalui email, Hal i sulit dicapat oleh

permohonan. — petohonan yang dapat diajuken secara mannal, karena jika ada

penolakan maka Direktorat Perdats mengiimkan surat kepadz Notaris agar
melengkapi  kekuranpgan dokumen pendukung akia ataupun memperbatki akta
tersebut. Hal ini membuat proses pengesahan terhadap perseroan terschut menjadi
sanget lumban. Bagi Notaris yang mempunyai kantor berdekatan denpan kantor
Direldorat Jenderal Administrasi Fuekam Umum, maka maesth dengan mudah
memberikan kekurangsn data kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum. Tetapi bagi Notarls vang berdomisili diluar kota, akan sedikit menyulitkan
dalam mendapatkan jawaban dari Direktorat Yenderal Administrasi Hukum Umum,

i bawah ini adalah proses permobonan pengesahan badan hukum perseroan
terbatas yang meliputi pendirian perserosn, persehijuan perubahan anggaran dasar,
pemberitehuan perubahan anggaran dasar dan pemberitahuan perubahan  data
perseroan dengan mengeunakan aplikasi komputast atau SARH.

1. BIAN 1 Pendirias Perseroan Terbatas

Setelah Notaris menggkses melalui internet, Subdit Badan Hukum meneliti dan
memverifikasi permaohonan pengesabian persercan terbatas. Svarat uatuk pendician
perseroan terbatas adalah akta pendirian, bukti pembayaran Negara bukan pajak,
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bukti pembayaran tambahan berita 6%egara, domisili perseroan, bukg telah menyetor
muodal ke dalam perseroan.

A

P Wi L S

" : ) . . g
P{e&ﬂs [ Y ] ] ot e e e o
. W ) e o AR PRI TRk vt LI i wu
zncng&mxzi QR i otees
! . M;;, £HET 3 thea F: . N TR ¢ R ENERD AT P
Nodaris ¥ g 3 ek sy
AR 1] et oty
G I R [ v TR fea
%) BT E RN w gt -t 30 O Y
. o R o W W ™ Tgdqww < T IMY . B
dclihat pagal N 2 WA ool R S T
[ AT T TE ] Gpatirens M 0 g 12008 B pides i
.\ ] RO e ™
Mengebik romer wER A e mEE Sk s v D, Pl 5w MU0 st a1
; W T RGBS T et .
kendali AT .}
\-._.,_’_ Gn 3 UM !
o0 3 e i
= g 1 =
Menutup...—¥ sl o .- .
akses T W = onE ST it -
% sk =i ne (3 TP L P .
P 3 o oz £ D Carsarnr: s
Hasil akses 0w 7 < g S T o
. = R 3 A -
{iart Noilang ] 1 | IEKERER P
B 3 e | ¥ Towsw
-y s P ok e
o " % s
Nomer : o ﬁ B Y

I{tndali - st A 'n.n;z
m\/:' P ok et ol L ool Noveeitat A0 Yool AN Gt
wajib dilengkapi  Gambar 4.3 Tampilan Aplikast Proses
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Gambar i atas adalab aplikasi untuk proses pengesahan permohonan
perseroan terbatas vang dilakukan dengan sistem adminisirasi badan hukum atau
SABH. Sebelum memulai untuk memeriksa data fisik yang roasuk, maka pertama
kali yang dilakukan adalah mengetik nomor kendali atau nama PT yang terdapat
pada berkas permohonan, kemudian korekior mulal memeriksa ist dari akta dan

kelengkapannya.
Tamgilan di atas adalah untuk pemeriksaan DIAN | pendirian perseroan
terbatas. Tertera pada tarmpilan di atas adalah nama perseroan, yaite name persersan

yang akan diberikan SK badan hukumnya,

Alamat, kecamatan, kota, adaleh domisili dan tempat kedudukan perseroan
terschut bemada. WPWP adalab NPWP atas nama perseroan. Tanggal kendali, adalah
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tanggal awal pengaksesan. Tanggal menteri, adalah tanggal dimana menteri
menyetujui proses perseroan tersebut dilanjutkan. Tanggal loket, adalah tanggal

dimana permohonan pengesahan perseroan tersebuf diserahkan kepada Direktorat

Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Tanggal operator dan tanggal sekarang, adalah ketika permohonan
pengesahan perseroan terbatas diproses oleh korektor dan akta pertama, adalah
tanggal pada saat akta permohonan tersebut dibuat. Terakhir, prasyarat yang wajib
dilengkapi adalah lampiran akta yang wajib dilengkapi pada saat permohonan

diserahkan kepada loket SABH.
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Gambar — gambar di atas mengenai proses pengesahan pendirian perseroan
terbatas. Yang perlu diperhatikan dalam proses pengesahan pendirian adalah
mengenai pasal demi pasalnya. Pegawai Subdit Badan Hukum yang di sebut dengan
korektor memeriksa permohonan pengesahan badan hukum perseroan terbatas
melalui komputer. Sebelum data fisik diserahkan kepada Dircktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, permchonan yang disampaikan melalui internet
diperiksa oleh korektor DIAN, jika tidak ada kesalahan dalam mengakses maka
proses tersebut berlanjut ke Kepala Seksi kemudian ke Kasubdit dan terakhir ke
Direktur Perdata untuk mendapatkan persetujuan.

Kemudian Notaris menyerahkan akta fisik untuk diverifikasi oleh Korektor
FISIK. Pemverifikasian meliputi pemeriksaan lampiran akta, jika yang diproses
adalah pendirian perseroan, maka Notaris wajib melampirkan bukti penerimaan
Nepara bukan pajak, bukti pembayaran Tambahan Berita Negara, domisili perseroan
dan bukti setoran modal perseroan, baik berupa tanda bukti setor dari bank maupun

surat pernyataan bersama pémegang saham yang menyatakan telah menyetor modal
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kepada perseroan. Jika persysratan telah dipenuhi, korektor memeriksa akta yang
difampirkan.

Pemeriksaan akta meliputi nomor, tanggal, bulan dan tahun akta. Gambar 4.4
adalah aplikasi pasal 1 tentang nams perseroan dan tempat kedudukan perseroan,
Gambar 4.4 merupakan aplikasi pasal 2 mengenal jangka wakiu perserosn di
dirikan. Kemudian pads gambar 4.6 adalgh aplikasi pasal 3 mengensi maksud dan
tujuan Kegiatan perseroan, dan terakhir seperti terlihat pada gambar 4.7 adalah
aplikasi pasal € mengenai modal dasar dan modal yang disetor oleh perseroan.

Ke empat pasal terscbut adalah anggaran dasar yang wajib diperiksa oleh
Korektor baik itu oleh Korektor Dian maopun Korektor Fisik. Jika akta dan
kelengkapan fisik yang diberikan oleh Notaris sesuai dengan data yang telah diakses
di DIAN, maka proses dilanjutkar ke Kepalas Seksi, kemudian ke Kepala Sub
Dirckioral, laly ke bagian peeomoran. Pads tahap akhir yaltu persetujuan dari
Dirckiur Jenderal Administrast Hukum Umum. Setelsh mendapat persefijuan
tersebut bagian pencetakan mencetsk SK yang telak ditanda tangani secars elektronis
untik kemudian menginmkannya kepada Notaris yang bersangkutan.

Tetapi apabila setelah diteliti ternyata pada DIAN terdapat kesalahan akses,
atan pada pemeriksaan data fisik terdapat lekurangan lampiran ataupun kesalehan
pengaksesan, maka baik korektor fistk mavpun korcktor DIAN mengirimkan email
kepada Notaris agar Notaris tersebut memperbaiki kembali alsesava ataupun
mengirimkan kekurangan lampiran kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum Up. Direktur Perdata.

2. DIAN 2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Persetujuan perubahan Anggarsn Dasar Perseroan dilakukan ketika
pc:rse:man vang telah mendapatkan Surat Keputusan berbadan hukum daci Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia ¢t Dircktur Yendera! Administrasi Hukem Umum
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ingin mengadakan perubshan pads anggaran dasar, seperti gantl nama perseroan,
perubahan tempat kedudukan, penambahan maksud dan tujusn kepiatan perseroan,
peningkatan modal dasar, peaingkatan modal disctor dan ditempatkan, perubahan
status perserozn, perubahan jenis perseroan, pengurangan modat dasar dan modal
disetor, dan penyesuaian UU No.4072007.

Proses pengaksesan persetujuan perubaban anggaran dasar tidak sama
denpan pengaksesan pendirian perseroan. Pada pengaksesan DIAN 2 persetujuan
perubshan anggaran dasar Notaris mencantumkan Nama RUPS hadir dan jumlah
sasham yang dimiliki dan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Persercan. Hal
tersebut disshabkan karena pada saal perubahan fersclat pemegang saham dard
perseroan yang ingin merubab anggaran dasamya mengadakan rapat terlebih dahuly,
Jika para pemegang telah sepakat, maka mercka mengajukan permohonan kepada
Notaris untuk meminta pengesahan, kemudian Notaris meneruskan permohonan dari
pemilik perseroan tersebut ke kantor Departemen Hukum dan Hak Asast Manusia cq.
Direlctur Jendera! Administrasi Hukum Umum.

Yang waiih dilampirkan pada saat pemerikssan dokumen fisik adalah akta |
bukti pembayaran Pencrimesn Negars Bukan Pajak, buktl pembayaran Tambahao
Berita Negars, Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan, Notulafrisalah/keputusan
sirkuier Rapat Umum Pemegang Saham, dan kelengkapan lain sesuat denpan jenis
perubahan yang di inginkan oleh pemilik perseroan.

I3 hawah ini adalah merupakan salah satu contoh aplikasi dari permohonan
persetujuan perubshan anggaran dassr perseroan.
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Gambar 4.9
Jenis Perubahan anggaran Dasar

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009




76

%4 M -
= -
D omapH 4 e wfl . SELr e amenre é
ai _i Wf w;} W:I e T Forbe Frmncalod 2 PERVE SULIN (OB T s 3
I B A Trie}
B T R R L. RLLE R Rt )
| bl £o.0,01 Fimis mnnadout & e ot £
L:‘ £t Macle WIS
" ARRARRER (ORI @ —l
o LI MOMEARS
"""éj\ [ 3
£
et
B
i
{w«' il - i, » ey EaE £ Exckoe 1 FONF £, 00X .
PO U SR T A e - DT B
By e i oy 3 u L= ﬁ PR Yy
Gambar 4.10
Daftar RUPS Hadir

Gambar-gambar tersebut di  stas merupakan salah satu  aplikasi  dard
permohonan perubahan pengesahan angparan daser yang telah siap untuk diprosss.
Gambar 4.8 meliputi nama perseroan vang dan fempat kedudukan, Setelah
memeriksa nama perseroan dan jenis transaksi yang akan dilakukan kemudian dapat
dilihat prda gambar 4.7 perebohan apa s2ig yory dilakuken. Selenjutnya dilthat Iapt -
namza RUPS hadir beserta jumlah saham vang dimiliki, apakah telah sesual dengan
data fisik yang disampokan, pka datn yang ada pada homputoer sesusl dongan skia,
dan tidak ada kekurangan pada lampiran, maka akses tersebut disetujul untuk proses

selanjutaya.

3. DIAN 3 Pemberitahuan Pergiaia
DIAN 3 merupakan pemberitshuan perubahan. Ada 2 pemberitahuan perubshan dats
porseroRn, pemberitehuan porubehan anepran dusar don date pesserosn, sedta pembubamn
perseycan. Apltkast komputer untuk DIAN 3 dapat dilihat pada pambar 4i bawah ini.
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Pemberitashuan Perubahan Data Perseroan
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FPerubahan Pasal
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Gambar 4.13
Daftar Hadir RUPS

Gambar-gambar di atas menspakan aplikasi uniuk DIAN 3 pemberitahuan
perubshan data pergeroan. Khusus DIAN 2 banya Kepala Sub Direkiorat yang
memeriksa akses Notarls sebelum dokumen fisitk dissrahkan. Pemesiksaan yang
dilakukan pihek Direktorat Jenderal Administrast Hukum U Up. Sub Direktorat
Badany Hukum Direktorat Perdata meliputi nama Perseroan, tempat kedudukan
perseroun, seperti terfihat pada gambar 4.11, keterangan perubahan yang diinginkan
yang dapat difihat pada mambar 4.12 dan Dafiar hadir RUPS dapat dilihat pada
gambar 4.13, Jika akses vang dilakukan disetujui, maka Notaris menyerabkan data

fisik untuk di cocokkan kembali apakah permohonan vang di akses sesual dengan
data fisik yang diserahkan.

Persyaratan wajib permchonan pemberitahuzn perubshan data perseroan
meliputi akia, notula/risslah RUPS dan domisili perseroan. Jika tidak ada kesalahan
maka proses akan dilanjutkan sampai deagan surat pemberitabuan diterbitkan, jika
ada kesalahan baik pada saat pengisian DIAN ataupun ketika data fisik disershkan,
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maka Notaris diberitahu melalui email agar

melampirkan kekurangan data fisik.
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memperbaiki akses tersebut ataupun
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Garmbar 4.14
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan
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Gambar 4.15
Perubahan Pasal
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Gambar 4.16
Daftar Hadir RUPS

Gambar-gambar di atas adalah transakst DIAN 3 pemberitahuan perubahan
anggaran dasar dan data perseroan. Pemeriksaan akses yang dilakukan untuk DIAN 3
ini adalah meliputi nama perseroan dan tempat kedudukan perseroan seperti terlihat
pada gambar 4.14, perubahan pasal dapat dilihat pada gambar 4.15 dan daftar hadir
RUPS terdapat pada gambar 4.16. alur proses yang dilakukan sama seperti pada
akses DIAN 3 pemberitahvan perubahan data perseroan. Persyaratan wajib yang
dilampirkan pada data fisik adalah meliputi akta, domisili perseroan, bukti
pembayaran tambahan berita negaras, neraca perseroan atsu bukti setor modal
perseroan dari bank dan notula/risalah RUPS.

Dengan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa dengan

menggunakan SABH, pekerjaan proses pengesahan perseroan terbatas menjadi lebih

cepat dan efisien. Notaris tidak perlu menunggu lama klarifikasi permohonan
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mereka, cukup dengan membuka inbox maka Notaris sudah dapat mengetahui scjauh
mana proses pengesahan perseroan 1rbatas tersebut berada,

Cara kerja SABH pun sudah sesvuai dengan standard operating product (SOP).
Proses permohonan pengesahan perseroan terbatas dilakukan dengan wakte kurang
lebih sepuluh hari, jika Notaris mengakses dengan benar, pada saat proses DIAN
ataupun pada saat pemerikssan data fisik. Pada saat proses DIAN maksimal korektor
memeriksa DHAN satu harl selelsh Nolaris mengakses. begitupun pada sast
pemeriksaan data fisik maksimal proses pemeriksaan data fisik dilakukan satu hadd
setelah data fisik diberikan,

Dengan adanya SABH maka sudah tercapai transparansi dalam proses
nengesahan badan hukum perseroan terbatas. Transparansi disini adalah adanya
keterbukaan kepada penggupa jasa hukum mengenai proses pengesahan perseroan
terbatas serta memperkeci! celah bagi oknum entuk melakukan kecurangan. Semuz
proses sudah dilekukan dengan cepal, tepat wakiu dan efisien. Informasi yvang
berkaitan mengenai tatacara, prosedur dan biaya akses perseroan dapat langsung di
lihat dengan membuka website. Dengan demikian dapat mengembalikan
kepercaypan masyarakat pengguna jasa hukumn kepada pemerintah, bahwa pelayanan
vang diberikan sudah sesuai dengan apa yang di inginkan. Disamping itu juga dapat
meningkatkan ikiim investasi yane haik dan meniopgkarkan kepastian usaha.

Akuntabilitas dalam pengesahan badan hukum perseroan lerbatas juga sudah
tercapai. Pemerintah dalam hal ini Direkorat Jenderal Administrasi Hukum lebih
terbuka dalam memberikan pelayanan kepada publik. Dalam hal ini Direktorat telah
mampu untuk memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.

Dari uraian-uraian yang telah discbutian  di atas, dapat dilihat bahwa dengan
menggunakan SABH proses pengesahan badan huKum persercan terbatas, maka
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kualitas pelayanan menjadi fehih balk. Pads proses pengesaban badan hukum
perserpan terbatas ada keterbukaan mengenai :

1. Ketepatan wakiu. Dalam proses pengesahan melalui SISMINBAKUM, lama
pemrosesan pengesahan pendirian badan hukum Perseromn terbatas tidak
melebihi jangka waktu 10 hari. Dan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Sedangkan pada saat
menggunakan sistem manual, pelayanan proses pengesaban badan  hukum
perserozn terbatas tidak transparan dan refatif lama, sering melebibi janpka waktu
vang ditetapkan dan dipenuhi oleh unsur kolusi, korupsi dan nepotisme;

2. Tarif dalam pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas sudah tetap, dan dapat
diketahui oleh masyarakat luas terutama dunia ussha. jadi fidak ada lagt biaya-
hiaya tidak resmi yang membebani pemohon schagai peopauna iasa hokum;

3. Hak pengguna jasa hukum sebagail pemohon dapat dipenubi, karena tidak adanya
keterlambatan dajam proses peagesahan badan hukum Perseroan Terbatas, yang
pada saat penggunasn sisterm manual seymgkali tegadi

4. Ada keadilzn dalam proses penzesahan badan hukems, dimana dengan SABH
proses yang dilakukan sesual dengan data yang masuk dalam komputer.

SADBH yang dibangun wchagai peaggantt sistom nanual sudah sesuas
dengan kebutuhan masysrakat terutama pengguna jasa hukum ysng menginginkan
pelavanan yaiig sorba cebal. Dvogai wiggoiaman SADR, 1maka {esoisai 1orbalas
dapat segera mendapat pengesahan sebagal Badan Hukum. Karena Surat Keputusan
Sthagat afel LUK oduiya TufeGiVan iwalailas $Svapst Padan iukam dapad

diselesaikan dengan cepat tanpa melalui proses yang berbelit-belit dan lama.

Pelayanan jasa hukum berupa Swvrat Keputusan menimbulkan akibat hukum
yaitu sahnya swaty Persercan Terbatas schagal Badan Hukum. Keterlambatan
pelayanan jasa hukum ini sangat berdarnpak besar bagi masyarakat pengguna jasa
hukwn ini, yang sekaligus membukiikan bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha
Megara vang melaksanakan vwrusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-
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undangan yang berlaku tidak melaksanakan fungsi penyelenggaraan yang baik dan
benar. Oleh karena itulah pemerintah membangun SISMINBAKUM {sckarang
SABH) sebagail wujud dari kepedulian pemerintah satuk meningkatkan pelayanan
masyarakat dibidang jasa hukum agar terwnjudnya fungsi penvelenggaraan Negara
yang baik dan benar, jupa bersih dart Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Pada Konferensi Pers Ditjen AHU dengan TVone dan Kompas, vang
dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2009, bertempat di ruang Mudjone Lt VI
Gedung Direkiorat Jenderal Administrais Hoksm Umum, yang di hadiri oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umom, Direlctur Perdats, Ketua
Tim Restrukturisasi, dan di badiri pula oleh Bagian Humas Sekretariat Jendera! dan
Pegawal Subdit Badan Hukum, menyatakan bahwa Sistem Administrasi Badan
Hukum (SABH) vang dibangun coleb Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum mempusiyal tujuan, yaitu |} aotuk meningkatkan pelayanan, agar kebih cepat,
transparan dan akuntabilitas tinggl.  2) Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan
Pajak 3). Meningkatkan kesgjahieraan pepawal Direktorat Jenderal Administeasi
Hukum Umum. 4). Untuk meningkatkan citra pelayanan publik terutama di bidang
pengesahan badan hulsim perseroan terbatas.

4.6 Hambatan-hambatan dalam proses pengesaban badan hukwm perseroan
terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sﬁi"ﬁ)

Sebagammana pelayanan hukum pada umumnya, tidak semua dalam
pelayanan jasa hukum berjalan despan baik. Sudah barang tentu masih ada
hambatan-hambatan  yang dihadapi dalam ‘melakukan pelayanan terhadap
masyarakat. Begitv juga dalam pelaksanaan proses pengesahan perseroan yang
dilakukan dengan menggunakan sistem cleittronik, berdasarkan hastl pengamatan
yang dilakukan masibh ditemukan adanys bambatan-hambatan  dalam  proses
pengesahan badan hukum perseroan terbatas yang menghambat kelancaran prases
pengesahan perseroan tersehut,
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Adapun hambatan-hambatan yang di hadapi adalab 1 1) Berasal dari Notaris
ita sendiri, Beberapa Notaris yang berada di wilayah terpencil di Indonesia tidak
dapat memanfaatkan program SABH, karena jeringan telepon yang merupakan salah
satu perangkat untuk mengakses ke SABH tidak meniangkau wilayah kerfia Notaris
tersebut. SABH vang menerapkan on line sisten dengan teknologh tinggi melalui
jaringan internet memerlukan biaya yang fidak murah. Memanfaatkan jaringan
internet berarti Notaris harus menvediakan perangkat komputer yang memadal
sehingga dapat dengan mudah unfuk mengakses SABH.

Setelah Notfaris mempunyal kompuler, peralatan sclanjutnya  yang
diperiukan  adalah =modom - {modulator/deraodulator), yaitn svate  alat  yang
memungkinkan komputer untuk mentransmigikan informasi melahii safluran telepon.
Dengan demikian alat lain yang sangat diperiukan adalah jaringan telepon. Namun
sayangnya tidak semua wilayah kerja Notaris di bebsrapa wilayah Indonesia
mempunyai atau dapat menjangkau jaringan telepon. 2} Kendalza dikarenakan
iaralitas Sumber Daya Manusia Notaris di bidang teknologi komputer on line melahis
jaringan internet tidak mernadal sementara kemampuan sumber daya manusia
menentukan sekali bagi Kelancaran akses ke SABH. 3 Kemampuan antara saty
Notaris dengan Notaris lainnya dan Kemampuan Notarls yang di kota besar dengan
Notaris vang berasal dari kota keeil di wilayah Indonesia tidak sama satu dengan
yang fain dalam hal seemahami tats cara dan prosedur permochianan lewat SARH dan
menahami peraturan perundang — undangan yang berlaku schingga meayebabkan
banyaknya surat melalui e-mai! yang masuk yang mengakibatkan terhambainya
proses pengesahan badan hukum perserozn. 4) Dalam pengisian FIAN (sckarang
DIAN) banyak Notaris vang mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlake ataupun mengabaikan prossdur dan tata cara sehingga korektor
mengirim ¢-mai! untuk meminta perbaikan dart pihak Notaris, 5) Berkaitan dengan
maler akia vang bertentanean dengan peraturan perundang-undangan vang herlaku.
Kemudian Notzaris memperhaiki 131AN tersebuf meniadi henar dalam fammnilan i

iavar maonitor, fetani Notaris fidak memperhatics skianva mzrupun membuar akis
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perbaikan, sehingga menyebabkan apa yang tercantum dalam DIAN berbeda dengan
apa yang ada di dalam akta, Perbedaan tersebut dapat dilihat oleh korektor pada saat
dokumen fisik digjukan oleh Notaris setelah DIAN disetujul karena tidak ada lagi
permasalaban. Hal tersebut menychabkan proses selanjutnya tidak dapat dilakukan
dan untuk menyelesaikannya maka korekior menghubungt Notaris melalui e-meff
untuk memberitahukan bahwa proses tidak dapat berlanjut karcna apa yang tertuang
dalam DIAN tidak sesuai dengan dokumen fisik vang éilémpirkan.

Hambatan-hambatan diatas memperlambat  jalzanya proses pengesahan
badan hukum perscroan, schingga Surat Keputusan yang scharusaya telah selesai
dalam jangka waktu yaitu 4 harl menjadi lebih lama. Untuk mengatasi hal tersebut
pihak Departemen mengadakan Sosialisasi dalam bidang SABH dan dari pihak
Motaris dibarapkan memiliki SDM yang bisa menguasal teknologi komputer agar
tidak lagi terjadi kesalahan-kesalahan dalam memasukan dats ke dalam kompater.

Dan bagi wilayah keria Notarls yang tidak bisa terangkau oleb sahiran
telepon, maka Pihak Departemen bekerja sama dengan Telkom agar daerah yang
belum tersambung dengan jaringan telepon fersebut mendapatkan sambunpgan
telepon untuk dapat mengakses SABH.

4.7 Anpalisis Dampak Implementasi Sistern Kompuferisasi terhadap Kualitas
Pelayapan di bidang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas di
Direktorat Jendera! Administrasi Hukum Umum.

Sistern Administrasi Badag Hekum dibangun urtuk memperbaiki sisten: lama
yaitu sistem manual. Diharapkan dengan adanya sistem yeng ada sekamng ini dopat
lebih  meningkatkan lagi mul pelayanan kepada publik. Melalni  sistem
kompuicrisasi inl permohonan pengesahsn badan hukum perseroan terbatas, baik
permchonan  pendirian, persctujuan  dan  pemberitahuan  data  perseroan  dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan dapat di selesaikan dengan
waktu yang singkat. Uraign yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Hasil apalisis

menunjukkan bahwa penyelosaian melalul sistern komputerisasi yailu SABH lebih
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baik dari sistem manual, di bawab il merupakan persepsi masyarakat tentang
pelayanan pengesahan badan hukum perseroan terbatas,

4.7.1 Karakteristik Individu Responden

Responden dalam penclitian ini adalah Notaris sebagal pemohon pengesahan
badan hukum perseroan terbatas, sebanysk 99 orang. Mengenai pelaksanaan
penelitian ini  dengan menggunakan date berupa kuesioner yang disebar kepada
Notaris yang datang, dan wakty penelitian dilaksanakan selama | {satu) bulan.
Karekteristik individu responden pacia penelitian ini adalah sebagai berikut :

4. Umur Responden
Umuwr merupakan salabi sate unsur dimang scseommg dapat melaksanakan
pekerjaan dengan penub emergi. Semakin bertambab uvsia seseorang maka makin

beckurang pula kemampuannya dalam melakukan akifitas atay  produkiifitas
menurun,

Tabel 4.4
Unmur Responden
_ Cusmulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percem
Valid <30 o 12.3 12.1 12.1

31-35 14 1.1 14.] 26.3
36-40 29 29.3 293 556
41-45 21 21.2 yams! 76.8
46-50 18 16.2 16.2 g2.0]
>50 7 7.1 7.1) 100.0
Total 99, 1000 100.0f

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa responden dalam penelitian ind
berusia Pada penelitian ini diketahui umur responden, yaitu dibawah 30 tehun ada (2
prang atay 12,1%. Sedangkan responden vang berusia antara 31-35 tahun sebanyak
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14 orang atau 14,1%, lalu 36-48 ahun sebanyvak 29 orang atan 29,3%, usia antars 41~
46 sehanyak 21 orang ateu 21,2%. Unstuk usia 46-50 ada 16 orang atauls,2%,
kemudian yang terakhir yaitu usiz > 50 tahun sebanyak 7 orang atau?, 195,

Dari frekuensi usia, usia yang terbanyak adalah usia 36-40 tahun, ity artinya
dasi sekian responden usia produkiif masih dominan,

5. Jenis Kelamin

Pekerioan Laki-taki blasanya memiliki kekuatan vang febih secara fisik
daripada wasita, sehingga apabila ada pekerjaen yang membutuhksn kekuatan fisik
mazka faki-lakilah yang biasanye melakukan pekerjasn ftersebut. Sedangkan pada
wanita biasanya lebih pada pekeijaan yang Icbih berpengarsh pada sifat-sifat
kewanitagnya. Selain itu dajam liagkungan pekerjaan laki-laki lebih mengandalkan
pada analisa fogika, dibanding dengan wanita vang febih dipenganvhi oleh peragaan
(sifat kewanitaan).

Tabel 4.5
Jenis Kelamin
Cumuiative
Frequency | Parcent | Valid Percont Percent
Valig Jaki-laki 51 513 515 51.5
Perenouan 48 48.5 485 1004
Total £ 1 100.0 186,90

Karakteristik  responden dalam penclitian ini berdasarkan tabel di stas, dapat
diketahui laki-laki sebanyak 51 orang atau 51,5% sedangkan perempuan sehanyak 48
orang atau sebanyak 48,5%. Terlital tidak ada dorainasi dari jenis kelamin pada pada
frekuensi jeniis kelamin,

§. Pendidikan

Pendidikan merupakan kompetensi dasar seseorang dalam melaksanakan
pekerjaanya, semakin tinggi pendidikannya semakin berat beban pekerjaan yang dia
emban. Dengan pendidikan vang baik sescorang dapal mempunyai pengetahuan dan
ketrajapilan.
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Tabel 4.6
Pendidikan
Curmulative
frequency | Percent | Valid Percent Pervent
Valid Strata | 291 29.3 29.3 293
Strata 2 70 70.7 78.7 180.8
Total 59 160.0 160.0

38

Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pendidikan terakhir responden. Untuk
pendidikan Strata 1 sebanyak 29 opang ataa 29,3%, kemudian untuk Strafa 2
sebanyak 70 orang atau ’?0,'};%. Dapat terlihat bahwa pendidikan terendah dari :
respondensadalah dari Strata 1, dan pendidikan vang paling dominan adalah Strata 2. -

7. Masa Kerja
Masa kerja merupakan lamanya responden dalam bekerja sebagai Notasis.

Tabel 4.7
Masa Kerja —
Cumnulative
Frequency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 0-5 Thn 38 384 384 384
6-10 Thn 22 2.2} 222 50,64
11-15 Thr 21 21.2 21.2 81.8
1520 ! 113 11.¢ 92.9
> 20 7 7.1 7.1 100.44
Total 99 160.0 10001

Responden yang sudak bekeria (-5 tahun scbanyak 38 orang alan 38.4%,
kemudian yang telah bekeria sclama 6-10 tahun sebanyak 22 orang atau 22.2%.
Responden vang telah bekerja selama 11-13 tabun sebanyzk 21 orang atau 21, 2%,
kemudian vang telah bekerja selama 16-20 tahun sebanyak 11 orang atau sebanyak
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11,1 orang. Dan yang terakhir dan merupakan jumlah terkecil dari lamanyz wakt
bekerja adalah »20 tahun sebanyak 7 orang atau 7,1%.

Dominasi  lamanya wakw bekerja adalah  0-5 tahun, ini artinya bahwa
kebanyakan dari responden merupakan Notaris-Notaris baru yang produktif.

4.7.2 Deskripsi Data Variabel Sebelum Penerapan SABH

Diata variabel sebefum penerapan SABH yang dilakukan kepada 99 Notaris
diperoieh dengan skala ordinal likert, dengan skala | sampai dengan 5.

a) Indikator Tangibility
Indikator tangibility Indikator ini terdiri dart 6 {enam) pertanyaan/pernyataan
yang ditanggapi oleh 99 responden.

Tahet 4.8

Lokasi Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas
Mudah Di Jangkan
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid I A 2.6 20 2.0

Z P 2.0y 2.0 4.0
S 8 8.1 8.1 2.4
4 53 535 535 65.7
3 34 343 343 160,64
Total 9 1000 100.0

Untuk tabel tentang lokasi pelayanan pengesahan badan hukum PT yang muedab
dijangkau, dari 99 peserta vang menyatakan sangat tidak setuju adalah 1 responden
atau 2,0%. Sedangkan untuk vang menyatakan tidak setuju sebanyak 2 orang juga
atau 2,0%, kemudian untuk yang ragu-ragu begjumiah 8 orang atau 8,1%. Permyatasn
terbanyak dalah pada poiil sefuill yaitu sebanyak 53 orang atau sebanyask 33,5 orang.
Untuk poin terakhir atau sangat setyju menempati urntasan keduoa terbanyak yaitu 34
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orang afau 34,3%.Dari beberapa pernyataan dizatas dapat disimpulkan bahwa lokasi

pelayanan menurut pernyataan responden adalah mudah untuk dijangkasu,

Tahel 4.5
Ruang Tunggu Ber AC dan Tersedia Kursi
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Porcent

Valid |1 & 6.1 6.1 100.64
2 15 152 i52 152
3 17 17.2 17.2 93.9§
4 38 384 384 5338
5 23 232 23.2 76.8]
Total 59 100.0} 100.0}

Untuk pernyatasn bahwa ruang tunggu ber AC dan tersedia kursi, 6 orang

atau 6,1%menyatakan sangat tidak setuju, lalu ada juga yang menyataken tidak

sefuju sebanyak 15 orang atau 15,2%. Untuk yang menyaiakan ragu-ragu sebanyak

17 orang atau 17,2%. Pernyataan setuju masih merupakan pmyataan terbanyak dari
responden yaitu sebanyak 38 responden atan384%. Dan untuk pernyataan sangat

" sefuju 23 prang atau 23,2%. Darl pemyataan lersebut yang dominan adalah setuju

dan dan kedua sangat setuju sehingga disimpuikan untuk ruang tunggy dinyatakan

memadai.
Tabel 4.10
Loket Pengajuan Permohonan Telah Memadai _
Cumulative
Frequency Percent Valid Percont Percent
Valid | 17 17.2 172 17.2
2 48 485 485 65.7
3 23 232 23.2 88.9
4 9r 21 9.1 93.0
5 2.0 20 100.0¢
Total 99 100.0f 100.0
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Pada 1abel di atas dapat dilihat bahwa 17 orang atau 17,2 menyatakan sangat
tidak setuju loket pengajuan permohonan sudah memadai, ada 3 petogas loket
melayani permohonan pengesahan badan hukum PT. Untuk pernyataan tidak setuju
sebanyak 48 orang tau 48,5% dan merupakan pemyataan terbanyak, kemudian
pernyataan setuju 9 responden atau 9,1%. Terakhir yang sicnyatakan sangat setuju
sebanyek 2 orang atauw 2%. Dapat disimpulkan bahwa untuk lokset pengajuan
permohonan belom memadai dalam pelayanan.

Tabel 4.11
Fasilitas Penunjang Pelayavan Berapa Komputer Sudab Baik
Cumulative
Frequency Porcent Valid Percent Percent

Valid 1 17 17.2 172 17.2

2 48 48.5 48.3 65.7

3 23 232 232 38.9

4 2.1 9.1 98.0

5 2.0 24 100.0

Towl §9 1000 100.0

Tabel pernyataan fasilitas perunjang pelayanan berupa komputer sudah baik,
dari 99 responden yang menyatakan sangal tidek setuju sebanyak 17 orang atau
sehanyak 17,2%. Tidak sefuju merupakan pemyataan terbanyak yaitu 48 responden
atau 48,5%. Ragu-ragu sebanyak 23 orang atayu 23,2% da;z perpyataan terakhir atau
permyatagn sangat sefwju mendapat 2 orang ats hanya 2%. Dari permyataan-
pernyataan tersebut disimpulkan bahwa untuk fasilitas penunjang seperti komputer
belum memadai,
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Tabel 4.12
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Suasana Dalam Melakukas Pelayanan Sudab Nyaman,
Petugas Loket Melayani Dengan Baik Permohonan Pengesahaa PF

Cumulative
Freguency Percent Valid Percent Percent
Valid | 25 283 8.3 253
2 43 48.5 48.5 73.7}
3 i3 15.2 15.2 88.9
4 11 1L 111 160.0
Total 591 106.0} 100.0

yaitu 48,5% dart seluruh responden.

Untuk tabel suasana dalam melakukan pelayanan sudsh nyaman, petugas
loket melayani dengan baik, dari responden vang menyatakan sangat tidak setuju
sehanyak 25 orang atau 25,3%. Pemyataan terbanyak adalzh pernyataan tidak setuju
yaitu sehesar 48 responden atan 48,5%, yanp menyatakan ragu-ragu sebanyak 13
responden atau 15,2%. Untuk pernyatsan tidgk setju mendapal pemyataas dari
responden sebanyak 11 crang atsu 11,156,

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka sudah dapat kita simpulkan bahwa
pelayanan belum nyaman di indikagikan dengen pemyataan terhanvak responden

Tabel 4.13
Jumlak Pegawai dan Kemawmpuan Personil Dalam Memberikan Pelayanan
Sudsh Baik
] Cumulative
Frequaency | Percent | Valid Percent Percent
Valid 1 33 33.3 333 33.3
2 32 32.3 323 65.7
3 15 15.2 16.2 50.8
4 19 19.2 19.2 100.0}
Total 89 100.0] 100.0
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Pada tabel pomyatean jumlash pegawal dan kemampuan personit dalam
memberikan sudah baik, untuk pernyatasn sangat tidak setuju sebanyak 33responden
atau 33,3%, kv ada juga yang menyatekan tidak setufu sebanyak 32 orang atay
32,3%. Untuk yang menyatakan rago-ragu sebanyak 150rang atan 15,2%. Kemudian
untuk pernyataan setuju schanyak 15 responden atay 15,2%. Dan untuk pernyataan
sangat setuju 19 orang atau 19,2%,

Pernyatzan-pomyataan terscbut yang dominan adaloh sangat tidak setuju dam

kedua tidsk setuju schingga disimpulkan kemampuan personil dalam pelayanan
belum baik sepert] yang diinginkan responden.

Dari tabel-tabel indikator fengibility di atas, maka dapat Kita menarik
kesimpulan bahwa untuk indikator rangibilty ini masih kurang memadai. mla-rata

pemyataan yaog ditanggapi oleh responden, yaitu pernyatean terbanyak atau sebesar
32% dari schuruh responden untuk pernyataan tidak setuju.

k. {adikator Empathy

Pada indikator empathy ini teedind dard 5 (lima) itlem pertanyaan/pernyatasn
yang ditanggapi oleh respenden.
Tabel 4.14

Responden Sebagai Pelanpggan Sangat Puas Dengan
Keterangan dan Penjclasan dari Petogas Loket

Cuomulative
Frequency | Percent [Valid Percent]  Percent
Valid 2 ' & 6.1 6.1 5.1
3 10] 101} 10.1 16.2
4 62 62.6 62.6 78.8]
5 ] 2ty 212 21.2 1000
Total 90l 100.0f 100.0 ”

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009



M

Pada tabel diatas responden  sebagai pelangpan sangat puas dengan keterangan dan
penjelasan darl petupas diloket permohonan, § responden menyatakan tidak setuju
atau 6,1%. Untuk pemyataan ragu-ragu sebanyak 16 responden atau 10,1%,
kemudian pernyataan yang mendominasi adaieh pemyataan setuju vaitu 62
responden atau 62,6%. Dan vang terakhir atau pernyatasn sangst setuju adalah
sebanysk 2i orang atau 21,2%. Dari pernvataan-pemyatssn tersebut dapat
disimpulkan kalau pelayanan dan penjelasan dari petugas sudah sangat jelas.

Tabet 418 -
Pegawai Subdit Badan Hukum Memberikan Perhatian
Penuh dalam Memberikan Pelayanan dan Memperlakukan

dengan Baik
Cumulative |
- §¥requency| Percent (Valid Percent]  Percent
Valid 2 2 2.0 20 2.4
3 is 15.2 15.2 172
4 70 70.7 70.7 8§7.9
5 12 12.1 12.8 1006
Total 99 100.9] 100.0

Dari tabei diatas pernyataan bahwa pegawal Subdit Badan Hukum memberikan
perhatian penuh dalam memberikan pelayanan dan memperiakukan dengan baik.
Dari 99 responden 2 orang menyatakan tidak setuju scbanyak 2 orang atau 2%,
kemudian yang menyatakan ragu-ragu 15 orang responden atau 15,2%. Pernyataan
yang paling mendominasi adalah pemyataan setujy yait;t sebanyak 70 responden atap

70,7%, dan teakhir adalshpernyataan sangat setuju yaitu sebaayak 12 responden
atau 12,1%,

Dapat di simpulkan dari pernyataan pernyataan diatas bahwa untuk perhatian
pelayanan darl pegawai subdit badan hukum sudah bagus vang dindikasikan depgan

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009



95

pernyalaan terbanyak dari responden yang menyatakan setuju yang berjumlah 70%

dari seluruh responden.

Tabel 4.16

Pegawai Subdit Badan Hukum Ramah dalam
Memberikan Pelayanan

Cumulative
Frequency| Percent |Valid Percent| Percent
Valid 3 9 9.1 9.1 9.1
4 53 53.5 53.5 62.6
5 37 37.4 374 100.0
Total 99 100.0 100.0

Untuk  pemyataan bahwa Pegawai Subdit Badan Hukum ramah dalam
memberikan pelayanan, Untuk yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 9 orang atau
9,1%. Pernyataan setuju masih merupakan pmyataan terbanyak dari responden yaitu
sebanyak 53 responden atau 53,5%. Dan untuk pernyataan sangat setuju 37 orang
atau 37,4%. Dari pernyataan tersebut yang dominan adalah setuju dan dan kedua
sangat setuju sehingga disimpulkan untuk pegawai subdit badan hukum sudah
memberikan pelayanan dengan ramah.

Tabel 4.17

Pegawai Subdit Badan Hukum Adil dalam
MemberikanPelayanan Semua Pemohon Diperlakukan Sama

Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percent| Percent
fvalid 2 - 2.0 2.0 2.0|
3 11 11.1 11.1 13.1
4 57 57.6 57.6 70.7
5 29 29.3 293 100.0
Total 99 100.0 100.0

Dari tabel diatas pernyataan bahwa Pegawai Subdit Badan Hukum adil dalam

memberikan pelayanan, semua pemohon diperiakukan sama, dari 99 responden 2
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orang menyatakan tdak seluju sebanvak 2 orang atau 2%, kemudian vang
menyatakan ragu-ragu 11 orang responden atau 11,1%.

Pernyataan vyang paling mendominasi adalah pemyataan setuju  yaitu
sebanyak 57 responden atan 57,6%, dan terakhir adalah pernyataan sangat setuju
yaitu sebanyak 29 responden atau 29,3%. Dapat di simpulkan dari pernyataan
pernyataan diatas babwa untuk keadilan pelayanan darl pegawal subdit badan
hukum sedah bagus yang ditndikastkan dengan pertiyataan terbanyak dar? responden
vang menyatakan sotuin vaeg berjumiah 57.6% dart selarvh responden.

Tabel 4.18
Legawat Subdit Badan Hukum Bekeria Lebik Lama dalam
Memberikan Pelayanan
Cumulative
Freguency | Percent [Valid Percenty  Percent
Valid 2 4 4.0i 4.0 4.4
3 54 345 54.3 58.5
4 26 26.3 263 84.8
5 15 15.2 15.2 106.04
Total 99 100.0; 100.0

Pada tabel Pegawai Subdit Badan Hukum bekerja lebih lama dalam
memberikan pelayanan, dari 99 responden 4 crang menystakan tidak setuiu atau
4% sehanyak vang monyatakao ragu-ragy 54 orang responden atan 54.5%. Dan
terakhiv adalah pernyataan sangsat sehujs yaitu sebanyak 15 responden atau 15,7%.
Kecepatan pelavanan dari pepewat subdif badan hukum belum memuaskan
responden yang diindikasikan dominasi pernyataan ragu-ragu.

Pada indikator empathy dapat disimpulkan bahwa indikator ini sudah cukup

baik, hal ini dapat dikite [ihat dari rata-rata pemnyataan responden, yaitu pemyataan

terbanyak ztau sebesar 57% dari seluruh responden menyatakan setuju,
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Darl 92 responden yang memberi tanggapan ke lima pernyataan tersebut
dapat disimpulkan bahwa rala-rata hampir 60% responden menyalakan puas
dengan pelayanan dari petugas yang melayani permohonan pengesahan badan
hukum dengan penuh perhatian dan diperlakukan dengan sama. Dapat disimpulkan
bahwa tanggapan responden paada indikaior empathy ini sudah cukup baik,

¢} Iudikator Kesponsiveness

Indikator Responsiveness terdiri dari 4 (empat) item pertanyaan/pernyataan
yang difanggapi cleh 99 responden.

Tabel 4,19 _
Kemampuan Pegawai dalam Memproses Permohonan Baik
Cumulative
Frequency | Percent {Valid Percent| Percent
Vahid 3 50 50.5 50.9 545
4 45 45.5 45.5 188‘3
5 4 4.6 4.0 4,
Total 99 EBB.{}} 1000

Pada tabel pernyataan Kemampuan pegaw-ai dalam memproses permohonan
baik, Untuk yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 30 orang atau 50,5%. Pernyataan
sstuju yaitu sshanyak 43 responden atau 435,5%. Dan untuk pernyataan sangat seiuju
4 orang atauv  4%. Darl perayataan tersebut yang dominan adalah ragu-ragu unRik
pegawai Subdit Badan Hukum ada peningkatan pelayanan.

Tuhel 4,20
Prosedur dalam Pengesahan PT sudah Jelas
Cumulative
Frequency | Percent {Valid Percent!  Percent
Valid 3 4 4.0 40 4.0|
4 34 54.% 545 586
3 41 414 41.4 100.0
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Tabel 4.20
Prosedur dalam Pengesahan PT sudah Jelas
Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percent]  Percent

Valid 3 4 4.0 4.0 4,!3’

4 54 54.5 54.5 38.6

3 41 4.4 41.4 100.0]

Total 991 180.0] 1000

S8

Tabel di aias adalsh pernyatasn bahwa prosedur dalam pongesahan badan

atau 4%. Pernyataan terbanyak adalah setuju yaitu 54 responden atau 54,4%, dan
yang terakhir adalah pernyataan sangat setuju sebanyakdi responden atau 41,4%.

Dari pertanyssn-pertanyaau tersebut maka dapat disimpulkan prosedur dalam
pengesahan badan hukum PT sudab jelas

Tabel 4.21
Taril aatuk Biaya Peagesahan Badan Hukum PT sudah Jelas
Cumulative
Frequency ] Percent |Valid Percent|]  Percent
Valid 2 e 5.1
3 & 6.1 A
4 S8 38.6 69.7
5 30 303 160.6]
Total 99 160.0

hukum P71 sudab jelas, dari 99 responden yang menyatakan ragu-rage  responden

Pada tabcl diatas adalah pernyataan tarif untuk biaya pengesaban badan
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Dapat di simpulkan dari pernyataan pemyataan diatas bahwa untuk kejelasan
bisva pongesahan dari pegawal subdit badan hukum sudsh bagus vang 4t
indikasikan dengan pemyataan terbanyak darl responden vang menyaiakan setuju
yang berjumiah 38,6% dari selurub responden.

Tabel 422
Pegawai Subdit Badan Hukum Melakukan Proses Pengesahan
Badan Hukem dalam waktu daghat '

Cumulative
Frequency] Percent {Valid Percent] Percent
Valid 2 18 0.1 161 10.1
3 44 49.5 49.5 58.6
4 30 303 303 89.9
5 10 10.1 18.1 100.0
Total 99 1000 100.0

Untuk pernyatazn pegawai Subdil melakukan proses pengesahan badan
hukum dalam wakhs singkst, dari 99 responden 10 orang menyatakan tidak setuju
atay 10,1% scbhanyak yang menyatakan ragu-ragu 49 orang responden atau 49,5%.
Untuk pernyataan setuju sebanyak 30 responden ataw 30,3% dan terakhir adalah
pernyatasn sangatf setuju yaitu sebanyak 10 responden atau 10,1%.

Dapat di simpulkan dari pemyataan pemyataan diatas bahwa untuk proses
pengesahan dari pegawai subdit badan hukum belum memuaskan responden yang
diindikasikan dominasi pernyataan ragu-ragu.

Pari indikator responsiveness dapat disimpulkan bahwa pelayanan masih
kurang memuaskan, karena dari pemyatzan-pernyataan di atas rata-rata 49.5%
menyatakas ragu-ragu.

Dari hasil tanggapan responden tersebut dapat disimputkan bahwa pelayanan
masib korang memuoaskan karena 49,5% dari sclureh responden menyatakan ragu-
ragy terbadap pernyataan yang diberikan kepada para responden.
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Sistem manual yang diterapkan terhadap permohonan pengesahan badan
hukum perseroan terbatas belum memenuhi keinginan para pemohon. Karena pada
kenyataannya sistern manual tidak efektif, masih belum transparan dan cenderung
tertutup, juga waktu permohonan sampai dengan menjadi SK cukup lama, sekitar
lebih dari 60 hari.

¢) Indikator Reliability

Indikator ini terdiri dari 6 (enam) pemyataan.

Tabel 4.23
Sarana Penerimaan Keluhan/Komplain Sudah Ada,
Responden Dapat Mcenyampaikan Keluhan melalui
Telepon dan Xotak Saran Yang Disediakan

Cumulative
Frequency{ Percent |Valid Percent] Percent
Valid 2 10 10.1 10.1 10.1
3 10} 10.1 10.1 20.2
4 49 49.5 49.5 69.7
5 30 303 30.3 100.0}
Total 99 100.0 100.0|

Untuk pernyataan sarana penerimaan keluhan/komplain sudah ada, responden dapat
menyampaikan keluhan/komplain melalui telepon dan kotak saran yang disediakan,
dari 99 responden 10 orang menyatakan tidak setuju atau 10.1%, yang menyatakan
ragu-ragy 10 orang responden atau 10.1%. Untuk pernyataan setuju sebanyak 49
responden atau 49.5% dan terakhir adalah pernyataan sangat setuju yaitu sebanyak
30 responden atau 30.3%.

Dapat di simpulkan dari pernyataan pernyataan diatas bahwa untuk sarana
komplain dan penyampaian keluhan melalui telepon dan kotak saran sudah

memuaskan.
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Tabel 4.24
Pegawsi Subdit Badan Hukum Menangzapi Kelubao dengan
PBaik dan Santum
Valid
Frequeacy] Perceat | Percent [Cumulative Percent
Valid 2 17 172 17.2 17.2
3 26 26.3 26.3 43.44
4 41 41.4 414 §4.8
3 15 152 15.2 100,04
Total 494 1000y 100.0

Unwk pomyatasn pegawai subdit badan hukumy menanggapi keluhan
responden dengan baik dan santun, dari 99 responden 17 orang menyatakan tidak
setuju atau 17.2%, ysnp menystakan regu-raga 26 orang responden atau 26.3%.
Untuk pernyatasn setuju schanvak 41 responden atau 41.4% dan torakhir adalah
pernyvataan sangat sefuju yaito sebanyak 34 responden atau 15.2%.

Dapat di simpulkan dari pernyataan pernyataan dialas hahwa untuk
tangpapan keluhan pada responden sudah memuaskan, karena 41.4% menyatakan
setuju dan 15.2% responden menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.25
Proses Pengesahan Badan Hukum PT dengan Sistems Manual
Hasilnya Akurat
Cumulative
Frequencyl Percent [Valid Perventt  Percent
Valid 2 3 3.0 3.0 3.9
3 6 6.1 6.1 2.1
4 56 56.6 56,6 65.7
5 34 343 34.3 i z}i},er
Total 29 100.¢ 100.0
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Untuk pernyataan proses pengesahan badan hukum dengan sistem manual
hasilaya akurat, dari 99 responden 3 orang atan 3% menyatakan tidak sciujy, 6
orang atau 6.1% menyatakan rage-ragu . Untuk pernyataan sehsju sebanyak 56

responden atau 36.6% dan terakhir adalah pernyataan sangat setuju vaitu sebanyak
34 responden atau 34.3%,

Dari perayataan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk proses pengesahan
badan hukum dengan sistern manual mempunyai hast] yang akurat, Hal ini karena
56 orang atau 36.6 % menyatakan setuju dan 32% menyatakan sangat seiuju.

-

Tabel. 426
Pegawal Subdit Badan Hukum dengan Serius dan Sungguh-
sangguh dalam Memberikap Pelayanan

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percenti  Percent
Valid 3 i 11.1 1Ll 1Ll
4 36 56.6 56.6 6§77
5 32 323 32.3 100.03
Total 99 100.0 100.0]
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Pada tabel di atas, darl 99 responden 11 orang atay 11,1% menyatakan ragu-ragu ,
Untuk pemyataan setuju scbanysk 56 responden atau 56.6% dan terakhir adalah
pernyatasn sangat setuju yaitu sebanyak 32 responden afau 32.3%.

Dari  pemnyatean di alas dapat disimpulkan bahwa petugas sudah
memberikan pelayanan pengesahan badan hukum PT yang baik dan memuoaskan
kepada responden.56% responden menyatakan setuju dan 32% menyatakan sangat
sefuju.

Tabel 427

Berkas-berkas Permohonan Pengesahan Badan Hukem PT Yang Telak :
Selesai Diproses fersimpan aman & Arsip O

Frequency | Percent [Valid Percent Cumulative Percent 1mm
Valid 2 6 6.1 6.1 6.1
3 14 141 14.1 20.2
4 sl 515 51.5 T :
5 28] 283 283 100.0} ‘
Total 99|  100.| 100.0) S

Pada tabel pernysloan distas, dari 99 responden 6 orang atau 6.1% menyatakan tidak
sewiju, 14 orang atau 14.1% menyatakan ragu-ragu. Terdapat 51 orang atau 51.5%
menyatakan setuju dan 28 orang atau28.3% menyatakan sangat sefuju, Maka dapat
disimpulican bahwa sistem penyimpanan data sudah batk

Tabel 428
Pelayanan Peagesahan Badan Hukum PT Belum Mempunyai
Muto Yang Baik
Camulative

Frequency Percent {Valid Percent]  Percont
Valid 2 3 3.0 30 3.0¢
3 13 HEN 13.1 16,2
4 &1 616 61.6 R
5 22 222 2232 100.0}

Total 59 100.0 106,0
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Pada tabel di atas, dari 99 responden, 3 orang atau 3% menyatakan tidak
setuju, 13 orang atau 13.1% menyatakan ragu-ragu, 61 orang atau 61.6 menyatakan
setuju, dan 22 orang atau 22.2% menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan tersebut

dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem manual dalam proses pengesahan
badan hukum PT tidak memuaskan.

Dari 99 responden yang memberikan tanggapan, dapat disimpulkan bahwa
56% pelayanan cukup memuaskan, sikap petugas sudah baik kepada responden.
Dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa hukum (Notaris) sikap petugas
adalah bagian hal-penting. Dengan adanya sikap yang baik kepada masyarakat,
hubungan antara pemohon dan petugas menjadi baik pula.

Dari indikator reability dapat disimpulkan bahwa pelayanan sebelum
penerapan SABH belum memuaskan.

a) Indikator Assurance

Pada indicator ini terdiri dari 4 (empat) item.

Tabel 4.29
Pecawai Subdit Badan Hukum Memberikan Pelayanan
dengan Jujur, Teliti dan Terampil

Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percent| Percent
Valid 3 12 12.1 12.1 12.1
4 59 59.6 59.6 71.7
5 28 283 28.3 100.0}
Total 99 100.0 1000

Pada tabel pernyataan di atas, dari 99 responden. 12 orang atau 12.1% menyatakan
ragu-ragu, 59 orang atau 59.6% menyatakan setuju, dan 28 orang atau 28.3%
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menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa
pelayanan pengesahan badan hokum PT sudah memuaskan.

Tabel 4.30
Pegawai Subdit Badan Hukam Ramah dag Sopan Santun
Dalam Memberikan Pelayvanan

Cumulative
Frequency | Percent 1Valid Peccent!  Percent
Valid 3 13 13.1 13.1 13.1
£ 64 §4.6 64.6 77.8
5 22 222 222 100.0|
Total 99 100.01 100.0

Pada tabel di etas, dari 99 cesponden. 13 orang atan 13.1 % menyatakan ragu-ragy,
64 orang atau 64.6 % menyatakan setujn, 22 orang atau 22.2 % menyatakan sangat
setuju. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelavanan penegesahan
badan hukum PT sudan memuaskan,

Tabel 4.31
Pegawai Subdit Badan Hukam Melayani dengan Sabar dan
Bersahabaf
Cumulative ‘
Prequency { Percent [Valid Percent] Percent |
Valid 3 3 5.1 3.1 S.1
4 76 76.8 76.8 81.8
5 18 18.2 18.2 100,04
Total 9% 0.0 160,06

Pada tabel diatas, dari 99 responden. 5 orang atau 5.1 % menyatakan ragu-ragu, 76
orang atau 76.8 % menyatakan setuju, 18 orang atau 182 % menyatakan sangat

setuju. Dari permyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan penegesahan
badan hukum PT sudan memuaskan.
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Tabel 4.32
Pegawai Sabdit Badan Hukum memberitkan pelayanan dengan
sabar dan bersahkabat
Cumulative
Fregquency| Percent [Valid Percent;  Percent
Valid 3 7 7.1 7.1 7.1
4 65 63.7 65.7 723
5 27 273 27.3 100.G§
Total 499 160.0 100.¢

Pada tabel diatas, terdirl dart 99 responden. 7 orang atau 7.1% menyatakan ragu-
ragu, 65 orang atau 63.7 % menyatakan setuju, 27 orang atau 27.3 % menyatakan
sangat sctuju. Darl pemyataan tersebut dapat disimpuikan bahwa pelayanan

pengesabian badan hukum PT sudah memuaskan.

Tanggapan 99 responden terhadap pemyatean-pernyataan di atas mtaw-ata
80% menyatakan setyju lerhadap pemyataan-pernyafaan yang diberikan kepada
responden. Dapat disimpulkan bairwa pefayanan pengesahan badan hulum Pergeroan
Terbatas dengan sistem manual cakup baik, karena responden merasa terbanto oleh

petugas,

4.7.3 Deskripsi Data Variabel Sesudah Peaerapan SABH

a) Indikator Tangibility

Indikator

tangibility Indikator

ini  terdirl  dar

perianyaan/permnyataan yang ditanggapi oleh 99 responden.
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Tabel 4.33
Lokasi Pelayanan Pengesahan Badan Hukum PT
Mudal Dijangkau
Curnulative
Frequency| Percent |Valid Percent]  Percent

Valid 1 7 7.1 7.1 71

2 17 172 17.2 2432

3 2 2.0 20 263

4 54 54.5 34.5 80.8

5 19 1.2 19.2 10004

Total 99 160.0 1008

107

Pada tabel pcmyataari' diatas, dari 99 responden, Torang atau 7.1% menvatakan
sangat tidak setuju, 17 omng atau 17.2% menyatakan fidak setuin. 2 orang
menyatakan ragu-rage. Terdapat 54 orang atan 54.5% menyatakan setuju dan 19

orang atak 19.2%

disimpulkan bahwe lokasi pelavanan mudah wntuk di Jangkaun,

Tabel 4.34
Ruang Tunggu Nyaman, Ber AC dan fersedia Kursi
Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percentt  Percent

Valid | 16 1.1 10.1 4.1

2 § 9.1 9.1 19.2

4 70 70.7 70.7 89.9

3 10 164 161 100.0

Total 94 100.0} 1800

Pada tabel pemysisan diatas, dan

menyvatakan sangat setuin, Dari presentase di ales dapat

99 resporden, 10 orang atas 16.1%

menyatakan sangat tidak sewju, 9 orang atau 9.1% menvatekan tidek setuju. 70

orang atau 70.7 dan terdapat 10 orang atau 10.1% :i:ezzyaﬁakan sangat setuju,
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Dari presentase di atas dapat disimpulkan menurut pernvaisan responden o
bahwa ruang tunggu sudah memadsi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban pernyataan
responden 70% menyatakan setuju dan selebihnya 10% menvatakan sangat setuju
dengan pernyaraan yang digiokan,

Tabel 4.35
Loket Pelayavan Sudah Memadai, Ada 3 Petogas Loket
MelayaniPermohonan Pepgesaban Badan Hukum PT.

Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percenti  Percent
Valid 2 19 192 i) 19.2
4 61 61.6 61.6 80.8
5 19 19.2 192 100.04
Total 99 100.0 100.09]

Pada tabel di atas dapat dilinat bahwa dari 99 responden, 19 orang atau 19,2%
menyatakan sangat fidak setuju joket pengajuan permohonan sudah memadal, ada 3
peiugas loket melayani permohonan pengesaban badan hukum PT. Untuk pemyataan
setuju sebanyak 61 orang atan 61.6% dan merupakan pernyataan ierbanyak,
kemudian pernvataan sangat setju 19 responden atau 19,2%. Dapat disimpuikan
bahwa untuk loket pengajuan permohonan sudsh memadai dalam pelavanan.

Tabel 4.36

¥asilitas Penunjang Pelayanan Berupa
Komputer Sudah Meningkat

Cumulative
Frequency| Percent jValid Percent] Percent
Valid 2 19 192 192 19.2
3 14 14.1 14.1 33.3
4 501 50.5 50.5 83.8
5 16 162 162 140.0]
Total 99 106.9] 100.0
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Tabel pemnyataan fasilitas penunjang pelayanan berupa komputer sudah
meningkat, dari 99 responden yang menyatakan tidak setuju sebanyak 19 orang atau
sebanyak 19,2%. 14 responden atau 14,1% menyatakan ragu-ragu. sebanyak 50
prang ztau 50.5% menyatakan setuju dan pernyataan terakhir atau pernyataan sangat
setuju mendapatl$ orang atau hanya 16.2%.

Dari pernyataan-pemyataan tersebut disimpulkan bahwa untuk fasilitas
penunjang seperti komputer sudah meningkat.
Tabel 437

Baok BNI yvaog ada di lingkuagan Ditjen AHU
memudahkan untuk melakukan biaya-biaya

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percentt  Percent
Valid 2 19 192 19.2 19.24
3 i1 iLil 1.1 30.3
4 59 30.6 59.6 89.9
3 10 161 101 100.0
Total 99 100.0} 100.0

Untuk tabel Bank BN] yang ada di lingkungan Ditien AHU memudahkan
untuk melakukan bisya-biaya, dari responden yang menyatakan tidak seteju
sebax;yak 19 orang atau 19.2%. yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 11 responden
atau 1,1%. Untuk pernyataan setuju mendapat peonyataan dari responden sebanyak
59 orang atau 59.6% adalah yang paling banyak darl responden, dan untuk
pernyataan sangat setuju hanya 10 responden atau sekitar 10.1%

Dari pernyataan-pernyataan di atas maka sudah dapat kitz simpulkan bahova
adanya Bank BNI sangat membaniu responden melakokan pembayaran biaya-biays,
dengan pernyatasn terbanvak responden yaitu 59.6% dari seluruh responden.

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009




Tabel 4.38

Suasans dalam melakukan pelayanan sangat nyaman,
responden dapat mengantri dengan tertib sesuai dengan
nomor urné yang disediakan secara elekfronik

Cumulative
Frequency | Percent {Valid Percent;  Percent
Valid 1 6 162 16.2 162
3 & 6.1 6.1 22.2}
4 59 596 59.6| 818
o i8 182 182 166.0
Total 991 1000/ 100.0)

P

Pada tabel suasana dalam melakukan pelayanan sangat nyaman, responden

dapat mengantri dengan leriib sesusi dengan nomor urut vang disediskan secars

clektronik, dari 99 responden untuk pemvataan sangat tidak setufu sehanvak 16

responden atan 16.2%, lalu ada juga yang menyatakan ragu-ragu sebanyak 6 orang
atau 6.1%. Kemudian untuk pemyataan setuju sebanyak 39 responden atan 59.6%.
Dan untok permyataan sangat setuju 18 orang atau 18,2%. Pemyataan-pernyataan

tersebut yang dominan adalah setuju dan sangat setuju schingga disimpulkan bahwa
suasana dalam pelayanan sudah nyaman dan memuaskan,

Tabel 4.39

Jumlak Pegawai dan Kemampuan Personil Dalam
Memberiksn Pelayanan Sudah Meningkat

1 Cumulative
Frequency] Percent {Valid Percent};  Percent
Valid 2 9 5.1 a1 9.1
3 18 18.2 182 273
4 46 46.5 46,5 3.3
5 26 263 263 190.0]
Total 90 100.9} 1600
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Pada tabel pernvataan jumlah pegawai dan kemampuan personil dalam
memberikan pelayanan sudah meningkat, vnituk pernyataan tidak setuju sebanyak 9
orang atau 9.1%. Untuk yang menyatakan ragu~ragu sebanyak [8orang atau 13.2%.
Kemudian untuk pernyataan setuju sebanyak 46 responden atau 46.5%. Dan untuk
pemyataan sangat setuju 26 orang atan 26.3 %. Pemyataan-pernyatasn tersebut yang
dominan adalah setuiu dan kedua sangat setuju sehingga disimpulkan kemampuan
personil dalam pelayanan sudsh balk dan meningkat seperti yang diinginkan
responden. -

» Pada indikator tangibility dapat disimpulkan bshwa pelayanan vang di
fakukan sudah memuaskan sesuai dengan keinginan responden,

Tabel 4.40
Informasi Binya Akses, Tata Cara, Prosedur Permohonan
Dengan Mudah Dapat Bilihat Melalui Infernct

Cumulative
Frequescy | Percent {Valid Percentf  Percent
Valid 2 9 9.1 9.1 a1
3 8 8.1 8.1 i7.2
4 50 50.5 50.5 67.7
3 32 323 323 100.0
Total 95 1600 160.9)

Pada tabel pernyataan responden dapat mengetahui informasi biays akses, fata
cara, prosedur permohonan, dengan mudsh melalul internet. Dari 99 responden, ¢
responden atau 9. 1% menyatakan tidak setujn, lzlu ada juga yang renyatakan ragu-
ragu sebanyak 8 orang atau §.1%. Kemudian untuk pernyataan setuju sebanyak 50
respondden atau 50,5%. Dan untuk pemyataan sangat setuju 32 orang atan 32.3%.
Pernyataan-pemyataan tersebut yang dominan adalsh setuju dan kedua sangat setuju
sehingga disimpulkan informasi melalul internet sudah baik seperti yang diinginkan
responden.
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Dari pernyataan Seperti yang tercantum dalam tabel, maka dapat kita menarik
kesimpulan bahwa untuk indikator {angibilty ini sudah memadai. Dapat kita lihat
pada lampiran 5 bahwa dari rata-rata pernyataan yang ditanggapi oleh responden,
yaitu pemmyataan terbanyak atau sebesar 59% dari seluruh responden untuk

pernyataan sefuju.

Tampilan fisik pelayanan sudah ada peningkatan, dimana pemohon dapat
dengan tertib mengantri sesuai dengan nomor yang disediakan, ada ruang tunggu
yang nyaman, petugas loket yang siap melayani pemohon dengan baik, ada BNI
yang memudahkan melakukan pembayaran biaya-biaya, dan f:.isilitas komputer yang
sudah baik dimana -pemohon. dapat melibat informasi mengenai segala macam
prosedur, tatacara, peraturan dan lainnya melalui jaringan internet. Pemohon dapat

melihatya pada website yang disediakan yaitupada . .. | . .0 Ll

b) Indikator Empathy

Pada indikator empathy ini terdiri dan 4 {empat) item pemnyataan yang
ditanggapi oleh responden.

Tabel 4,41
Subdit Badan Hukum Direktorat Perdata Meningkatkan Pelayanan
dengan Membangun Sistem Administrasi Badan Hukum dalam
Pengesahan Badan Hukum PT

Frequency | Percent |Valid Percent Cumulative Percent
Valid 3 2 2.0 2.0 2.0]
4 72 72.7 727 74.7
5 25 253 253 IO0.0F
Total 99 100.0 100.0

Pada tabel di atas , dari 99 responden, 2 responden atau 2% menyatakan ragu-ragu,
yang paling banyak pernyataan setuju yaitu sekitar 72 responden atau 72.7%. dan 25

responden menyatakan sangat setuju. Darl pemyataan tersebut dapat disimpulkan
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bahwa denpan SABH maka pelayanan pengesahan badan hukum PT dapat
ditingkatkan sesuai dengan keinginan responden.
Tabel 442

Keterangan dan penjelasan yang diperoleh dari petugas
diloket permobonan sudah cukep memuaskan.

Cumulative
Frequency | Percent (Valid Percent]  Percent
Valid 2 g 9.1 8.1 8.1
3 10 10.1 16.1 19.2
4 54 54.5 54.5 73.
3 26 263 26.3 180.0
Total 99 100.9) 166.0

Pada tabel 41 alas, dari 99 responden, sebanysk 9 c.rang menyatakan tidak setuju, 10
orang atau 10.1 % menyatakan ragu-ragu. Kemudian paling banyak pernyataan
setuiu yaitu sebanyak 54 responden atau 54.5 % dan pernyataan sangat setuju
sebanyyak 20 responden atau 26.3%. dari pernyataan di atas maka dapai diambil
kesimpulan bahwa keterangan dan penielasan dari petugas loket sudah memuaskan
sesuai dengan keinginan responden.

Tabel 4.43
Pegawai Subdit Badan Hukam memberikan perhatian
penuh dalam memberikan pelayanan dan memperlakukan

Responden dengan baik,
Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percent| Percent

Vahid 2 12 12.1 12.1 12.1

3 3 3.0 3.0 15.2

4 57 37.6 57.6 72.7

5 27 213 273 IO0.0I

Total 99 100.0 100.01

Pada tabel di atas, dari 99 responden 12 orang atau 12.1% menyatakan tidak setuju, 3
orang atau 3% meayatakan ragu-ragy, pemyataan setuiu paling banyak sekitar 57
responden atau 57.6%, dan terakhir pemyataan sangat sctuje sebanyak 27 orang atau
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273%. dari pernyatzan di alas maka dapat disimpulkan babwaz pelayanan yg
diberikan oleh pegawal subdlt badan hukum sudsh memuaskan.karena di dominasi
§7.6% pernyataan setuju kemudian vang kedua 27.3 % pernyataan sangat setuju.

Tabel 4.44

Pegawai Subdit Hokum bekerja lebib jama dalam
memberikan pelayanasn

Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percent]  Percent
Valid 2 12 2.1 i2.1 12.1
3 2 2.0 240 14.1
4 34 545 345 68.7
5 31 313 313 180.64
Total 9% 100.0] 100.0

Pada tabel di atas, dari 99 responder, 12 orang ataw sekitar 12.1% menyatakan tidak
setujy, yang menyatakan ragu-rapu sangat sedikit yaitu sekitar 2 crang atau 2%, dan
paling banvak responden menyatakan setuju vaitu sekitar 54 orang atau 54.4%
terakhir 31 orang ateu 31.3% menyaizkan sangat setuja, Darl pernyataan di atas
dapat disimpulkan bahwa rata-rata pegawai Subdit Badan Hukum bekerja lebih
ekstra dalam memberikan pelayanan dan memuaskan masyarakat, hal ini sudah
sesuai dengan keinginan responden dimana 54.3 % menyatakan semiju,

Dari 99 responden yang memberi tanggapan ke Hma pernyataan tersebut
dapat disimpulkan bahwa rata-rata bampir 60% responden menyatakan puas dengan
pelayanan dari petugas yang melayani permohonan pengesaban badan hukum dengan
penuh  perhatian  dan diperlzkukan dengan sama, Dapat disimpulkan babwa
tanggapan responden pada indikator empathy i sudah cukup baik.

Pelayanan dengan melalui SABH sudah meningkat dibandingkan dengan

sistem mamual, dimana dalem memberikan pelayanan kepada pemohon sudah cukup
memuaskan, Pemohon diperlakukan sama, tidak ada vang di dahulukan, seens
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sesual dengan prosedur yang ada. Memberikan pelayanan kepada masyamkat dengan
melalui SABH lebih transparan, efektif dan waktu vang dibutshkan untuk
menyelesaikan permohonan lebih singkat, + 10 harl. Waktu Pegawai subdit badan
hukum bekerja menyelesatkan permohonan pengesahan badan bukum perseroan
terbatas lebih lama, karena dituntut untuk molayani masyarakat secars prima
schingga kualitas pelayanan lebih meninghat.

b) Indikator Kesponsiveness

Indikator Responsiveness terdiri darl 4 (empat} item pertanyaan/pernyataan
yang ditanggapi oleh 99 responden. '

Tabel 4,45
Kemarmpuan pegawai dalam memproses permohonan sudah
meningkat
Cumulative
Frequency] Percent |Valid Percent] Percent
Valid 1 2 2.0 2.6 2.0
3 2 240 20 43
4 i 70.7 70.7 74,
3 25 253 253 160.0
Total 99 1000 100.0 '

Pada tabel di atas, dari 59 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sanpat
tidak setuju, yang menyatakan ragu-ragy sangat sedikit vaitu sekitar 2 orang atau
2%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 70 orang atau 70.7
terakhir 25 orang atau 25.3% menyatakan sangat setuju. Dari pemyatasn di atas
dapat disimpulkan bahwa kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan
meningkat, hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 70.7 %
menyatakan sctuju.
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Tahel 543
Prosedur dalam pengesahan badan hukum PT sudah jelas
Cumulative
Frequency | Peroent |Valid Percent]  Percent
Valid 2 2 2.0 2.0 2.0]
4 48 485 48.8 50.5
5 49 49.5 49.5 160.6]
Total % 100.0 1006

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan tidak
setuin, dan responden menyatakan sehuln yaitu sckitsr 48 orang atau 48.5% terskchir
4% orang atau 45.3% menyatekan sangat setuju. Dari pernyatsan di atas dapat
disimpulkan bahwa prosedur dalam pengesahan badan hukum PT sudah jelas, bal ini
sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 49.3% mienyatakan sangat setuju
kemudian 48.5% menyatakan sefuju.

Tabel 4.47
Tarif untuk biaya pengesahan badan hukum PT sudah jelas
Cumnvlative
Frequency | Percent [Valid Percent] Percent
Valid 1 2 2.4 2.8 2.0
4 78 78.8 78.8 84.8
3 19} 192 19.2 100.04
Total 9 100G} 100.6

Pada 1abel di atas, dari 89 sesponden, 2 orang atawn sekitar 2% menyatakan sangat
tidak sehuju, di susul kemudian paling banyak responden menyatakan setuju yaitu
sekitar 78 orang atan 78.8% terakhir 19 orang atau 19.2% menyatakan sangat setuja.
Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tariff untuk biaya pengesabian
sudah sangat jeias, setiap biaya penmohonan disetor kan ke dalam kas Negara,
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Fabel 4,48
Pegawai Subdit melakukan proses pengesahan badan
hukum dalam wakto singkat.
Cuarmulative
Frequency | Percent [Valid Percent]  Percent
valid 2 2 2.0 2.0} 2.04
3 3 3.0 3.0 a.l
4 69 69.7 69.7 747
5 29 253 Z3.3 106,04
Tatal 99 106.0 100.0)

Pada tabel di atas, darl 99 responden, paling sediki 2 omang alsu sekiter 2
menyatakan tidak setuju, yeng menyatakan rago-ragu jups sedikit vaitu sekitar 3
orang atau 3%, dan paling banyak responden menyatakan setuju vaitu sekitar 69
orang atau 69.7% terakhir 25 orang atsu 25.3% menyatakan sangal setuju, Dari
pernyataan 4i atas dapat disimpulkan bahwa pelayanan pengesahan badan hukum PT
dilaksanakan dengan cepat dan tidek berbelit-belit, hal ini sudsh sesuai dengan
keinginan responden dimang 69.7 % menyatakan setuju.

Dari hasil tanggapan responden tersebut dapat disimpulkan bahwa pelavanan
sudah memuaskan karena 69% dari seluruh responden menyatakan setuju dan 25%

menyatakan sangat setuju terhadap perdyataan yang diberikan kepstda pars

responden.

SABH vang diterapkan terhadap permohonan pengesshan badan hukum
perscroan terbatas sudah memenuli keipginan para pemohon. Karenz pada
kenyataannya SABH sudah transparan dan sudah jelas. Tatcara dan prosedur
permohonan sudah diatur denpan persturan Menteni, dimana pemchon dapat dengan
jelas mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan pengaksesan
relalui internet. Ha ini terlihat dari rata-rata jawaban responden 70% menyatakan
setuju dan 25% menyaiakan sangat sctuju. Penpgaksesan melalui interpet forsebut
dengan mudah dapat dilakukan karena Notaris tidak perlu datang ke kantor
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Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, cukup dengan mengakses melalui
situs yang telah disediakan.

Jika sudah selesal mengakses melalui internet, maka Notaris mengajukan
dokumen fisik yang sudab mendapat persetujuan menteri untuk diproses secars fisik,
untuk diteliti kembali oleh bagian koreklor dandisesuaikan dengan data yang ada
pads komputer. Jika berkas yang diperiksa dan diteliti sudah sesuai maka ustuk
selanfuinya diproses sampai dengan menjadi 8K, Jike ade kesalahan dalam
pengaksesan, maka korektor akan mengembalikan proses permohonan tersebut
secara elektronis unfuk dilenghkapl kekurangan berkasnya, ataupun untuk diperbaiki
aksesnya.

¢} Indikator Reliability

Indikator ing terdiri deri 6 {enam) pernyataan.
Tabel 4.49
Sarana Penerimaan Keluban/kKomplain sadah meningkat saya
dapat meavampaikan kelahan melalui kotak saran, telepon

dan email di internet.
Cumulative
Frequency| Percent 1Valid Percent] Percomt

Valid § 2 2.01 2.0 2.0}

Z &} 6.1 6.1 3.1

3 gl 7% 2.0 10.1

4 69 69.7 £9.7 70.8

5 20 202 20.2 10001

Total '3 100.0 100.0

Pada tabel di atas, dari 99 responden, paling sedikit 2 orang atau sekitar 2
menyatakan sangat tidak sctuju, yang menyatakan fidak setaju sekitar 6 orang atau
6.1% .pernyataan ragu-ragu terdapat 2 orang atau 2%, dao paling banysk responden
menyatakan setuju yaitu sekitar 69 orang atau 63.7% terakhir 28orang atau 202%
menyatakan sangal setuwju. Dari pernyatasn di atas dapat disimpulkan bahwa
pelayanan pada masyarakat sudah meningkat, hal ini sudah sesuat dengan keinginan
responden dimana 69.7% menyatakan sefuju.
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Tahel 4.50
Pegawai Subdit Badan Hukum menanggapi
keluhan/komplaio sayz deagan baik dan santun

Cumalative
Frequency§ Percent |Valid Percent]  Percent
Valid 1 2 2.0 2.0 2.0
4 57 57.4 576 596
3 40 434 404 1680
Total 99 100.01 100.0}

Pada tai'x:i dt atas, dari 99 responden, 2 orang atau sckifar 2% menvatakan sangat
tidak setuju, paling banyak responden menyatakan setuiu yaitu sekitar 57 orang atau
57.6% , terakhir 40 orang atan 40.4% menyatakan sanpat setuju. Dari pemyataan di
atas dapat disimpufkan bahwa pemberian tanggapan keluhan kepada pengguna jasa
sudah beik dan memuaskan masyarakat, bal ini sudsh sesuai depgan keinginan
esponden dimania 57.7 % menyatakan sctujyu kemudian disusul 40.4%%6 memberikan
fawaban permyataan sangat setuji.

Tabel 4.53
Proses pekerjaan pengesahan badan hokum PT
hastinya akurat
Cusmnulative
Freguency { Percent (Vaiid Percent]  Percent

Valid | 2 2.8 2*{}' 2.(1

3 2 2.0 2.0 4.0

4 691 69.7 69.7 737

3 26 26.3 206.3 106.0]

Total 99 100.01 100.01

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atas sekitar 2% menyatzkan sangat
tidak ;etuju, vang menyatakan ragu-ragu sangat sedikit yaitu sekitar 2 orang atau 2%,
dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 69 orang atau 65.7
terakhir 26 orang atau 26.3% menvatakan sangat setuju. Dari pernyataan di atas
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dapat disimpulkan bahwa rala-rata pegawai Subdit Badan Hukum bekera lebih
eksira dalam memberikan pelavanan dan memuaskan masyarakat, hal ini sudab
sesuat dengan keinginan responden dimana 65.7 % menyatakan setuju yang kedua
26.3% menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.52
Pegawai Subdit Badan Hukum dengan serius dan sungguh-
sunggah dalam memberikan pelayanan

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent]  Percent
Valid 2 ; 2 2.0 pAL 2488
3 ? 7.1 7.1 9.1
! 66!  66.7 66.7 758
3 24 24.2 242 100.04
Total 99]  100.0] 100.0

Pada tabel di atas, dard 99 responden, 2 orang atau sckitar 2% menyatakan tidak
setuju, yang menyatakan ragu.ragu sekitar 7 omng stay 7.1%, dan paling banyak
respunden menyatakan sotuin vaitu sekitar 66 orang atau 66.7% terakhir 24 orang
atay 24.2% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan i atas dapat disimpulkan
bahwa mutu pegawai Subdit Badan Hukem memberikan pelayanan sangat baiki dan
memuaskan masyarakat, hal ini sudah sesvai dengan keinginan responden dimana
66.7% menyatakan setuis, Dan 24.2% menyatakan sangat setuju,

Tabel 453
Data-data perusahaayn vang felab selesat diproses tersimpan
aman di database sistem.
Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent]  Parcent
Valid 3 14 14.1 14.1 14.1
4 61 61.6] 61.6 75.8
5 24 2472 2482 lO0.0r
Total 96 100.0} 100.0)

Dampak Implementasi..., Siti Chodijah, FISIP Ul, 2009

.......



121

Pads tabel di atay, dari 99 responden, 14 orang atau sekitar 14.1% menyafakan ragu-
ragu dan paling banyak respondsn menyatakan setuju yaitu sekitar 61 orang atau
61.6% terakhir 24 orang atau sckitar 24.2% menyatzkan sangat setuju. Dari
pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa penyimpanan data melalui database
SABH !=bih baik dan lebih terjaga keamanannya, kemungkinan data perusahaan
akan hilang sangat sedikit. hal ini sudah scsvai dengan keinginan responden dimana
pernyataan tersebut di dominasi jawaban pemyataan yaitu selditar 61.6%menyatakan
sefsiu dan kedua sebanyak 24.2% menyatakan sangat setuju,

Tabel 4.54
Pelayanan Pengesaban badan hokam PT dengan
menggunskan sistem administrasi badan hukum sangat

fransparan.
Cumulative
Frequency | Percent |Valid Percent]  Percent
Valid 1 2 2.0 2.0 2.0}
4 78 78.8 78.8 30.2
5 19 19.2 19.2 100.0)
Total 991  100.9 100.0;

Pada tabe! di atas, dari $9 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan
sangat tidak setju, paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 78
orang atay 78.3%. Terakhir 19 orang atau 19.2% menyatakan sangat setuju, Dari
pernyataan di ates dapat disimpulkan batiwa dengan menggunakan SABH pelayanan
menjadi transparan dan menjadi meningkat. hal ini sudah sesuai dengan keinginan
responden. dimana 78.8 % menyatakan setuju dan selebilinya 19.2% menyatakan
sangat setuju dengan penggunaan SABH.

Dart 99 responden yang memberikan tanggapan, dapat disimpulkan bahwa
69% pelayanan cukup memuaskan, sikap petugas sudah baik kepada responden.
Dalam melakukan pelayanan kepada pengguna jasa hukum (Notaris} sikap petugas
adalah bagian hel peating. Dengan adanya sikap yang baik kepada masyarakat,
hubungan antara pemohon dan petugas menjadi baik puia.
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Dalam melakukan pengaksesan sudah fenty tidak semua Notaris dapat
melskukannya dengan baik. Terkadang ada Notaris yang salah mengakses. Hal ini
mungkin disebabkan karena pemohon kurang memahami SARBH tersebut. Untuk
mengatasi hat tersebut Subdit Badan Hukum menyediakan sarana untuk menampung
keluhan, Awainya dengan melakukan konsultasi hukum kepada para pemohon, tetapi
kemudian dibuat kebijakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Uroum,
agar Konsultasi dilakekan melalul jine telepon saja, hal ini dilakukan untuk
memudabkan pelayanan kepads masyamkat Motaris yang berads diluar Jakaris
cukup dengan melakokan konsultasi medalui telepon, tidak perfa datang ke kantor
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Urmum Up. Sulxiit Badan Hukum,

Pelavanan kepada masyarakat kbususaya pengguna jasa hukum dilakukan
dengan lmik dan sungguh-sungguh, dengan demikian pihak pemohon akan merssa
sangat ferbantu dengan hal terscbut, Pelayanan puan dapat ditingkatkan.

d} Indikator Assurance
Pada indikator ini terdiri dari 4 (empat) item.

Tabel 4.55
Pegawai Svhdit Badan Hukum memberikan pelayanan
kepada saya dengan telifi, jujor dan trampil,

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent] Percent
Valid 1 2 2.0 2.0 2.0
3 8 81 8.1 10.1
4 60 60.6 60.6 70.7
5 29 29.3 29.3 100.9
Total 99 100.6 100.0

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sangat
tidak setuju, yang menyatakan ragu-ragu  sekitar 8 orang atau 8.1%, dan paling
banyak responden menyatakan setuju vaitu sekitar 60 orang atau 60.6%. kemudian
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terakhir 29 orang atau 29.3% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas
dapat disimpulkan bahwa ratz-rata pepgawai Subdit Badan Hukum bekerja lebih
ekstra dalam memberikan pelayanan dan memuaskan masyarakal, hal ini sudah
sesuai dengan keinginan responden dimana 54.5 % menyatakan setuju.

Tabel 4.56
Pengetabhuan pegawai Subdit Badan hukuw di bidang
‘Teknologi Tuformasi dalam melayani masyarakat

sudah meningkat
Cumulative -
Frequency | Percent {Valid Percent]  Percent :
Valid 1 2 2.0 2.0} 2.0} ;
2 o e 6.1 2.1 b
3 19 192 192 273
4 42 42.4 42.4 69.7 ;
5 300 303 0.3 100.0}
Total 990 1009 100.0 §
-
;

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan —
sanga? fidak setuju, § orang atay 6.1% menyatakan tidak setuju . vang menyatakan
ragu-~rage  yaitu sekitar 19 orang atau 19.2%, dan paling banyak responden
menyatakan setulu yaitu sekitar 42 orang atau 42.4% . kemudian torakhir 30 orang
atau 30.3% menyatakan sangat setuju.

Dl pernyataan & atas dapat disimpulkan bzhwa pengotahoan pegawal
subdit badan hukum i bidang teknclogi informasi cukup baik dan ada peningkatan,
ha! ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 42.4% menyatakan sefuju
dan 30.3 % menyatakan sangat setuju.
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Tabel 4.57
Pegawai di Subdit Badan Hukum Ramah dan Sopan Sauntun
dalam melayani masyarakat

Cumulative
Frequency ! Percent [Valid Percent] Percent
Valid 1 2 2.0 2.0 2.04
2 14 4.1 14.1 162
3 17 172 172 333
4 49 49.5 49.5 82.8
5 17 172 17.2 180.0)
Total 99 100.0 100.0|

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan sangat
tidak setiju, 14 orang atau 14.1% menyatakam tidak setuju . yang menyatakan ragu-
ragy yaitu sekitar 17 omﬁg atau 17.2%, dan paling banvak responden menyatakan
setuiu yaitu sekitar 49 orang aiau 49.5% . kemudian terakhir 17 orang atau 17.2%
menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan bshwa sikap
pegawai pada subdit badan bukw dalam memberikan pelayanan sudab cukup baik,
Hal ini sudah sesusai dengan keinginan responden dimana 49.5% menyatakan sctuju
dan 17.2 % menyatakan sangat setuju.

Tabel 4.58
Pegawai Subdit Badan Hukom melayani saya dengan
bersabar dan bersababat,
Curaulative
Frequency | Percent {Valid Percent|  Percent

Valid 1 2 2.0 2.0 2.0

p: 21 212 212 232

3 1 111 i1 343

4 48 49.5 485 838

5 18 16.2 162 1600}

Total 99|  100.0] 100.0|
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Pada tabe! di atas, dari 99 responden, 2 orang atan sekitar 2% menyatakan sangat
tidak setuju, 21 orang atau 21.2% menyalaken tidak setaju . yang menyatakan ragu-
ragy yaitu sekitar 11 orang atau 11.1%, dan paling banyak responden menyatakan
setuju yaitu sekitor 49 orang atau 49.5% . kemudian terakhir 16 orang atau 16.2%
menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap
pegawal pada subdit badan hukum dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik.
Hal ini sudah sesvai dengan keinginan responden dimana 49.3% menyatakan setuju
dan 17.2 % menyatakan sangat sehuji,

Terhadap pemyataan-pernyatasn rata-rata 60% menyatakan setuju terhadap
pernyataan-pemnyataan yang diberikan Kepada responden. Dapat disimpulkan bahwa
pelayanan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dengan SABH sudzh
meningkat, Pegawai Subdit Badan Hukum melayani masyarakat dengan peouh
ketelitian santun dan ramah. Ha! Ini perlu dijaga, karena dengan kerjasams yang baik
antara pemohon dan pegawai, maka akan terbina hubungan ysng harmonis.

Berdasarkan permyatean-pernyataan yang telah diajukan kepada para Notaris
. sebagai pemohon pengesahan persercan terbatas, maka dapat disimpuikan bahwa
penggunaan Sistem komputerisasi dengan Sistern Administrasi Badan Hukum dapat
diterima. WNotaris tidak harus secara mendatangl kantor Direktorat Jendersl
Administrasi Hokum Umien cukup dengan mengakses melaluil intemnet, Notaris
dapat mengajukan permobonan pengesahan badan hukum tersebut.

Semua indikator yang disampaikan kepada Notaris mengenai implementasi
SABH, ditanggapi secara pesitif. Yang paling dominan  adalsh  indicator
responsivencss Rata-ratz 70% mepanggapt dengan baik sistem yang digunakan untuk
proses pengesahan badan hukum perseroan terbatas. Kemudian indicator reliabilitas
69% ada peningkatan dalam pelayanan, Hal ini dapat disimpulkan bahwa deagan

adanya SABH kualitas pelayanan dalam pengesahan badan huknum perseroan terbatas
sudah ada peningkatan.
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4.7.4 Deskripsi Data Variabel Performance SABH.
Data variabel performance SABH yang dilakukan kepada 99 responden. Ada
14 pernyataan yang diajukan, yaite :
1. Sistem Administrasi Badan Hukum membantu  unfuk mendapatkan pelayanan
pengesahan badan hukum PT dengan cepat.

Tahel 450
Sistems Administrasi Badas Hukeo membantn asotuk
mendapatkan pelayanan pengesaban badan hukum PT

dengan e¢epat,
Cumulative
Frequency) Percent |Valid Percent] Percent

Valid 2 2 2.0 2.0 2.0

3 7 i 71 9.4

4 66 66.7 66,7 758

5 4l 242 242 100.0]

Totai 99 1000 100.0/

Pada tabel di atas, dari 99 responden, 2 orang atau sekitar 2% menyatakan fidak
sefuju, 7 orang atay 7.1% menyatakan ragu-ragu , dan paling banyak responden
menyatakan setuju yaitu sekitar 66 orang atau 66.7% . kemudian terakhir 24 crang
atau 24.2% menyatakan sangat setuju. Dari pemyataan di atas dapat disimpulkan
bahwa dengan adanya SABH penyelesaian permohonan pengesahan badan hukum
PT meniadi fobih cepat. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana
66.7% menyafé%c;m setuin dan 24.2 % menyatakan sangat setuju,

Dengan SABH pelavanan dapat {ebih baik fagi. Notaris mudah untuk
melakukan akses SABH. Scbelum mengakses permohonan pengesshan PT, Notaris
yang bersangkutan hares memiliki password, hal ini dilakukan agar tidak
sembarangan orang dapat mengakses SABH. Untuk dapat memiliki password
Notaris tidak dikenakan biaya apapun. SABH sangat membantu Notaris dalam
mendapatkan pengesaban SK PT, karcna Notaris dapat mengakses kapan saja
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permohtonan PT vang  dikehendaki, hanya membuka website

2. Dengan sistem administrasi badan hukum, responden dapat melthat secara online

sejauh mana proses peagesaban badan hukum PT.

Tabel 4.60
Pengan sistem administeasi badan hukum, responden dapat
wmekibat secara ouling sejauh mwana proses pengesahan

badan hukam PT.
Cumulative
A Frequency! Porcent [Valid Percent]  Percent
T vatid 3 4 1 14.1 14.1
4 &1 618 6ib6 738
3 24 242 2432 100.6)
Total 99 100.0} 100.0

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang mepyatakan ragu-ragn  yaitu sekitar 14
orang atau 14.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 61
orang alau 61.6% . kemudien terakhir 24 orang atau 24.2% menyatakan sanpat
setuju. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa proses pengesahan badan
hukure perseroan terbatas menfadi lebih mudah,karena dapat dilihat langseng secara
on line melalui internet. Hal ini sudah sesual dengan keingioan responden dimana
61.6% menyatakan setuiu dan 24.2 % menyataken sangat setuin.

Dengan mengetahui secara langsung melalul situs yang telah disediakan, maka
proses permohonan pengesahan PT dapar di pantau secara fanpsung. Notaris dapat
mengetahui sefauh mans proses penpesahan PT tersebut. fika tidak ada kesalahan
Notaris dapat melanjutkan  menyampaikan dokumen fisik, untuk diverifikasi apakah
berar datz yahg ada dalam monitor sudah sesual dengan dokumen fisik yang,
disarapatkan. Jika sudah scsuai dengan data yang ada pada monitor maka proses
dilanjutkan sampai dengan SK badan hukum PT. jika data yang disampaikan tidak

sesuai dengan dokumen fisik atau di computer maka Neotaris diberi email untuk dapat
memperbaiki prosesnys.
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3. Human Error dalam proses pengesahan badan hukum dengan menggunakasn
sistem administrasi badan hukum dapat dengan cepat diatasi,

Tabel 4.61
Buman Error daiam proses pengesahan badasn hukum
dengan menggunakan sisiem administrasi badaa hukum

dapat dengan cepat diatasi.
Cumnulative
Frequency | Perceat (Valid Percent]  Percent
Valid 1 2 240 2.0 2.0
4 78 78.8 78.8 80.8
5 19 192 19.2 160.0
Total 99 100091 160.01

Pada pernyataan di atas, dari 99 responden, yang menyaiakan sangat fidek
setujun  yaitu sekitar 2 orang atan 2%, dan paling banyak responden menyatakan
sefuju yaity sekitar 78 orang atan 78.8% . kemudian terakhir 19 orang atau 19.2%
menvataskan sangat seiuju, Dari permnyataan di atas dapat disimpulkan bahwa denpan
" menggunakan SABH human efror dapat proses pengesahan badan hukum persercan

terbatas dapat diselessikan karena dapst dillhat langsung secara on fime melalui -

wternet. Hal  inl sudah sesusl dengan keinginan responden dimana 78.8%
menyatakan setuju dan 19.2 % menyatakan sangat setuju,

Tika terjadi kesalahan pada sistem, sehingga sistem menjadi error. Mska dengan
segern pihak T mencara apakah penyebab error system. Sika telah dikemabul, maka
pihak IT langsung memperbaiki kesalahas tersebut. Hal ini dilakukan agar pelayanan
tetap berjalan dengan baik. Dan pibak pemohon tidak dirugikan. Begitupun jika ada
error dipihak Notaris, petugas IT dengan segera memperbaiki program yang civor
terschut. Perbaiksn dilakukan secars terpusat. Notaris tidak perls membaws
monitor/taptop mereka ke kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,
karena sistem yang ada telah online ke seluruh Indonesia.
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4. Jumlah dan kemampuan pengelola Sistem Administrasi Badan Hekem (SABH)
masih perlu ditingkatkan lagi.
Tabel 4.62

Jumlah dan kemampuas pengelota sistem administragi
badan hukum masih perlu ditingkatkan lagi

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Peroenti  Percent
Valid 1 2 2.0 2.9 2.0
3 8 8.1 8.1 10.1
4 60 60.6 60.6{ 70.7
5 29 25.3 25.3 160.0¢
Tatal 990 100.0] 100.01

Pada tabel di atas, dari 99 responden. 2 orang atau 2% vang menyatakan ragu-ragy,
yaitu sekitar 8 orang atau 8.1% menyatakan ragu-ragu, dan paling banyak responden
menyatakan setju yaity sekitar 60 orang atay 60,6% . kemudian terakhir 29 orang
atay 29.3% menyatakan sangat setuin. Dasi pernyataan di ates dapat distmpulkan
bahwa kemampuac pengelela SAS?I-& barus ditingkatkan lagi, agar pelayanan dalam
pengesaban badan hukam PT menjadi Iebil baik lagi, Hal inf sudab sesuai dengan
keinginan responden dimana 60.6% menyataken setujiv don 29.3 % menyatakan
sangst senu.

Sumber daya manusis yang ada pada Sistern Administrasi Badan Hokum
memang harus ditingkatkan lagi baik dan segi kualites maupun kuantitas. Agar
pelayanan yang selame ini berjatan okan lebih meningkat lagh. Sekarang ini bagian
sistem belum mempunyai strukiur orpanisasi yang jelas, masih dalam berbenivk Tim
kerga dengan ocama TIM Restrukturisasi SABH. Sementars itu  pelayanan
permohonan pengesahan badan hukum semzkin meningkat,

Selama kurun wakw 2001-2008, sistem dikelola oleh swasts, tapi karena

sesuaty lain hal sistem diambil alih oleh pemerintah. Dipedukan kualitas sumber
daya manusia yang lebih berkualitas, agar pelayanan dapat begalan dengan
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maksimal. Perlu ditambah petugas 1T, pendidikan dalam bidang IT harus
ditingkatkan lagi dengan mengadakan kursus-Kursus stau tugas belaiar ke loar negeni
untuk memperdalam 1lmu tentang sistem komputerisasi.

5. SABH mendapatkan penghargasn 18O 9000/2001 karena mutu pelayanan sedah
meningkat

Tabel 4.63
SABH mendapat penghargaan 15O 2000/2001 karena mutu
pelayanan sudah meningkat
Cumulative
Frequencyi Percent |Valid Pereent| Percent
valid 1 2 29| 2.0{ 2.0}
2 6 8.1 6.4 4.1
3 19| 19.2 192 27.3
4 42 424 414 69.7
5 30l 303 303 100.0|
Total 99 100.9] 100.0}

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatzkan sangat tidak setuju 2
crang atan 2%, 6 orang menyatakan tidak setuju, rapu-ragu yaite sekifar 19 orang
atau 19.2%, menyatakan ragu-ragu. dan paling banyak responden menyatakan setuju
vaitu sekitar 42 orang atau 42,4%. kemudian terakhir 30 crang atan 30.3%
meryatakan sangat setwin. Dari pernyataan di atzs dapat disimpulkan bahwa
penghargaan 150 500072001 diberikan karcpa pelayanan sudah meningkat dan telah
sesuai dengan S.0.P. Hal inf sudah sesuai dengen keinginan responden dimana
42.4% menyatakan setuju dan 30.3 % menyatakan sangat setuju.

Pelayanan pengesaban badan hukum perseroan terbatas memang telah sesnai
dengan 5.0.P, ada produk yang dikasilkan yaitu berupa Surat Keputusen dan sudgh
mempunyai standar mutu vang baik. Penghargaan terscbut dilmrapkan dapat
dipertobankan dan dapat ditingkatkan lagi penghargaan ISQ dari yang ada sekarang,
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6. Dengan adanya SABH, data-datz peruszhasn yang telab selesai diproses

tersimpan smman dalam databage,
Tabel 4.64
Depgan mengpunakan sistem administrast hadan bokum
maka data-data perusahaan  yasg feilsh melakukan
permoekosan tersimpan dengan aman & dalum database.

Cumnlative
Frequency | Percent [Valid Percenty Percent
Valid 2 2 2.0 2.0 264
3 7 7.1 2.1 0.1
4 66 66.7 66.7] 75.8
3 24 4.2 T 2432 100.0}
Total 9% 1000 100.0}

Pada tatel di atas, dari 99 responden. vang menyatakan tidak setuiu sebanyvak 2
orang atay 2%. Yang menyatakan vagu-ragu  yaitu sekitar Jorang atau 7.1%, dan
paling banyak responden menyatakan setuju vaite sekitar 66 orang atau 6§6.7% .
kemudian terakhir 24 orang atau 24.2% menyatzkan ssnget seiufu. Dad
pernyataan < atas dapat disimpulkan bahwa data~data perusahaan yang telah
selesai dip roses amen wrsimpsn delam database SABH, Hal ini sudah sesuai
dengan Keinginan responden dimana 68.7% menyatskan semjn dan 242 %
nicnyatakan sangat setujn.

Database sangat aman unfuk penyhupanan data-data perusabaan, karema
dapat terhindar dari pencurian data perusahaan. Selain dengan penyinmpanan
melalul database. Berkas-berkas perusahaan vang telah selessi di prosas menjadi
SK tersimpan dalam arsip Subdii Badan Hukum.
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7. Dengan adanyz SABH maka wakiu proses penyelesatan lebih singkat, dan

kuzlitas pelayanan makin meningkat
Tabel 465
I¥epgan adanya SABH maka waktn proses penyelesaian
lebib singkat, daa kualitas pelayanan makin meningkat

Cumulative
Frequency | Percent [Valid Percent] Percent
Valid 3 8 8.1 8.1 8.1
4 45 4557 . 45.5 33.5
3 46 46.5 46.3 100,04
Total 990  100.0 ~ 100.0!

Pada tabel di atas, dari 99 responden. vang menyatakan ragu-regy yaits sekilar 8
orang atay 8.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar
45 orang atau 45.5% . kemudian terakhir 46 orang atau 46.5% menyatakan sangat
setjts. Dari pemnyataan di ates dapat disimputkan bahwa “waktu proses
penyelesaian pengesshan badan hubum perseroan terbatas lebih singkat, dan
makin meningkst. Ha!  ini sudah sesuai dengan keinginan respondea dimana
45.5% menyatakan setuju dan 46.5 % menyatskan sangat setuju.

Waktu penyelesaian pengesahan badan hukum perscroan krbatas lebih
singkat, eukup dengan waktu -+ 10 hari sampai dengan menjadi SK. Semua
tingkatan proses dilekukan secars eleldronis. Hal inf akan sangat meningkatkan
investor yang akan measanamkan modalnya di Indongsia, dengan demikian akan
meningkat pula lapangan pekerjaan,

8. Dengan adanya SABH responden dapat mengakses permohonan PT dengan
mudah melalui internet
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Tabel 4.66

Dengaa adanya SABH saya dapai mengakses permohonan
PT dengan mudah melalui internet

Cumulstive
{Frequency| Percent [Valid Percent] Percent
Valid 2 3 3.0 3.0 30
3 i3 13.1 131 16.2
4 61 81.6 61.6 77.8
5 22 222 222 100.6
Total’ 29 100.0 1460.0
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Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyaigkas tidak setuju sebanyak

3 orang atau 3%. Yang menyatakan tagu-ragy  yaltu sekitar 13 orang ataw 13.1%, L
dan paling banyak responden menyatakan setujy yaitu sekitar 61 orang ataw 61.6% . q
Kemudian terakhic 22 orang afan 22 2% menyatakan sangat setuju. Dari pernyataan |

di atas iiapzt disimpulkan hahwa mengakses permohonan melalui intemet lebih

mudah SABH. Hal ini sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 61.6.%

menyatakan setuju dan 22.2 % menyatakan sangst seiujy,

Dengan mengunjungi situs dalam SABH meka Notaris dapat secara langsung i

9. Diengan SABH permohonan pengesahan badan hukum PT meningkat

Tabel 4.67
Dengan SABH permochonan pengésahan badan bukam PT
megjadi meningiat
Cumulative

Frequency | Percent [Valid Percent]  Percent
Valid 3 12 121 12,1 12.1
4 59 5%.6 59.6 7.7
5 28 28.3 28.3 10008

Total 99 1009 106.06
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Pada tabel di atas, dari 99 responden, yang menyatakan ragu-ragu  yaitu sekitar
12 oreng atau 12.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaim
sekitar 39 orang atau 59.6% . kemudian terakhir 28 orang atau 28.3%
menyatakan sangat setuju. Dari pernyetaan di atas dapat disimpulkan bahwa
deagan menggunakan SABH permohonan pengesahan badan hukum PT menjadi
meningksat, Hal ini sedah gsesuai dengan keinginan responden dimana $9.8%
raenyatakan setuju dan 28.3 % menyatakan sangat setujie.

Dengan SABH permohonan pengesahan persercan terbatas mengalami
pepingkatan yang sangat signifikan, rate-rata 600 permohonan ‘masvk ke
Direktorat.Jenderal Administrasi Hukum Umom,

10, Dengan adanya SABH informasi untuk mendapatkan data perusahaan menjadi
lebil mudah.

Fabel 4.08
Dengan adanya SABH maka isformasi nntuk mendapatkan
data perusahaan menjadilebih mudah

: Cumulative
Frequency| Percent Valid Percent]  Percent
fvalid 3 } i3 13.1 13.1 131
4 64 64.6 4.6 718
5 22 222 2222 100.0
Total 99 100.0 100.0}

Pada tabel i atas, darl 99 responden. yang menyatakan ragu-ragy  yaitu sekitar 13
orang atau 13.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu sekitar 64
orang ataw 64.6% . kemudian terakhir 22 orang stau 22.2% menystakan sangat
setuju. Dari pernyataan di atss dapat bahwa maka untuk mendapatkan informast
mengenat data perusahaan menjadi lebih mudah. Hal ini sudabh sesuai dengan
keinginan regponden dimanz 64.6% menyatzkan setge dan 22.2 % menyatakan
sangat setujn.
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11.SABH mempercepat proses pembuatan serta perbaikan  sistem

pendokumentasian data-perseroan.

Tabel 4.69
SABH mempercepat proses pembuatan serta perbaikan sistem
pendokumentasian data perseroan.

Cumulative
| Frequency| Percent |Valid Percerit| Percent
Valid 3 5 5.1 5.1 5.1
4 76 76.8 76.8 81.8
5 18 18.2 18.2 106.0]
Total - 99 100.0 100.0] 1

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-ragu yaitu
sekitar 5-orang-atau 5.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu
sekitar 76 orang atau 76.8% . kemudian terakhir 18 orang ataul8.2% menyatakan
sangat setuju. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan -bahwa SABH -dapat
mempercepat perbaikan sistem dan pendokumentasian data perusahaan. Hal ini

sudah sesuai dengan keinginan responden dimana 76.8% menyatakan setujo dan
18.2 % menyatakan sangat setuju.

12. SABH meningkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat dalam memproses
pengesahan badan hukum PT

Tabel 4.70
SABH megingkatkan kinerja pelayanan pada masyarakat
dalam memproses pengesahan badan hakum PT

Cumulative
| Frequency | Percent |Valid Percentt  Percent
Valid 3 7 7.1 7.1 7.1
4 65 65.7 65.7 727
5 27 273 27.3 100.04
Total 99 100.0 100.0
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Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-ragy yaitu
sekitar7 orang atau 7.1%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yzitu
sekitar 65 orang atau 65.7% . kemudian terakhir 27 orang atan 27.3%
menyatakan sangat setuju. Dart permnyataan di atas dapat disimpulkan babwa
dengan SABH kinerja pegawai dapat ditingkatkan. Hal ini sudah sesuai dengan
kelnginan responden dimana 65.7% menyatakan setuju dan 27.3 % menyatakan

sangat sefuju.

13. Dengan adanys SABH keamanan data pemchon dapat terjamin

Tabel 4.71
Dengan adanya SABH keamanan data pemobon dapat
ferjamin
Cuomulative
Freguency! Percent {Valid Percent] Percent
Valid 3 8 8.1 8.1 8.1
4 45 45.5 43.5 53.3
b 46 4635 465 100.04 o
Total 951 1009 160.0/ S—

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-ragn  vaitu
sekitar 8 orang atau 8.1%, dan paling banvak responden menyatakan setuju valin
sekitar 45 orang atauy 45.5% . kemudian terakhir 46 orang ateu 46.5%
menyatakan sangat setuju. Dari permnyataan di atas dapat distmputkan keamanan
data pemohon terjamin. Hal  ind sudsh sesuat dengan keinginan responden
dimasa 45.5% menyatakan sciuju dan 46.5 %6 menyatakan sangat setisu.
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14, Sistem prosedur telah disesuaikan dengan alur kerja sistem schinggs dopat
diberdayakan dengan maksimal

Tabel 4.72

Sistem prosedur telsh disesuaikan deagan alur kerja sistem
schingga dapat diberdayakan dengan maksimal

Cumulative
Frequency | Percent {Valid Percent]  Percent
Valid i 2 20 26 2.0
4 78 78.8 78.8 80.8
5 19 19.2 19.2 160,08
Total 99 100.0 100.0{

Pada tabel di atas, dari 99 responden. yang menyatakan ragu-ragu  vaitu
sekitar 2 orang atau 2%, dan paling banyak responden menyatakan setuju yaitu
sekitar 78 orang atay 78.8% . kemudian terakhir 19 orang atau 192%
menyatakansangat setuiu. Dart perayatsan di aias dapat disimpultkan bahwa
sistem prosedustelah scsuat depgan alur sehinpgga dapat diberdayskan secara
maksimal. Hal ini sudab sesuai dengan keinginan responden dimasa 78.%%
menyatakan setuju dan 19.2 % menyatakan saagat setuju.

4.7.5 Uji Validitas

Uji validitas (Solvin:176) adalah vkuran yasg menunjukan scjazh mena
instrument pengukur yang mampa mengukar apa yang diinginkan wntmk divkur.
Keabsahan suatu alat ukur berkaftan dengan tingkat ketelitian alat ukur untuk it
perhu dilakukan uji validitas konstroksi indikator-indikator pada variable-variabel,
sehingga nantinya diperolah alat ukur yang memiliki kesesuaian konstruk teoritis
atas variabel yoang divkor,

Koefisien korelasi yang tinggi menunjukan kesesuaian antara item dengan

fungsi ukuran secara keselurvhan, Fasil penguiian secara validitas terhadap variable
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Sebelam Penerapan SABH (X}

Nomeor Batiy
Pertanyvaan

Variabel Scbelum Pencrapan SABH (X}, Varizbel Sebelum Penerapan SABH (X,)
dan Performance (Y) dilakukan dengan program SPSS versi 17.0.

¥ sHeang T Eabsd Keterangan

a. Uji Validitas Variabel Sebelum Penerapan SABH (X))

Untuk variable Sebelum Penerapan SABH () ujl validitas pengujianya
dengan cara membandingkan r hitung dengan r table, dengan tingkat kepercayaan
95% {a = 0.05). Suatu item dinyatakan valid apabila r hitung > r table {n-k = 96,
maka r table sebesar 0.202), hasil perhitungan variable Sebelurn Penerapan SABH
(Xy) dari 24 butir, dari seluruh butir tidak terdapat butir vang tidak valid atan
semuanya mempunyal ©opueg diatas © gy vaitn 0.202. Denpan demikian butir
pertanyaan Sebelum Penerapan SABH (X} tidak ada yang dibuang dalam penelitian,
{Lihat lampiran 4)

b. Ujt Validitas Variabel Setelah Penerapan SABH (X1}

Untuk varizble setelah Penerapan SABH (X;) uji validitas pengujianys denpan
cara membandingkan v hitung dengan r table, dengan tingkat kepercayaan 95%
{u = 0.05). Suatu item dinyatakan valid apabila r hitung > r table (n-k = 96, maka r
table sebesar 0.202). hasil perhitungan variable Setelah Penerapan SABH (X)) dari
24 butir, dari seluruh butir tidak terdapat butir  yang tidak wvalid alau
SeMuanyamempunyai r wnme diatas r e yaitu 0.202. Dengan demikian butir
pertanyaanSﬁte:iéh Penerapan SABH (X} tidak ada yang dibuang dalem penelitian.
(lihat lampiran 3)

¢ Uji Validitas Performance Pelayanan (Y)

Untuk variable Performance Pelayanan (YY) ul validites penguiianya dengan
cara membandingkan r hitung dengan r table, dengan tingkat kepercayaan 95% (o =
0.05}. Suam item dinyatakan valid apabila r hitung > r {able (n-k = 96, maka r table
sebesar 0.202). Hasil perhitungan variable performance SABH (Y) dari 14 butir, dari
selurah butir {idak terdapat butir yang tidak valid atau semuanya mempunyai ¥ ginng
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dialas r gy, yaits 0.202. Dengan demikian butir pertanyaan performance SABH (X)) S
tidzk ada yang dibuang dalam penelitian. {libat laropiran 4)

4.7.6 Uji Reliabilitas
Uii reliabilitas membnktikan keandalan suatu kuesioner dan konsistensi

informasi yang terdapat dalam indicator dengan memeriksa nilai dipha Cronbach
dan perhitungan vang dilakukan dengan SPSS 17.0.

Teknik penguifan relisbilitas yang dilakukan pada instrument penelitian in .
adalah Spiis-half (olpha cronbarh) yang telah diproses dengan menggunakan
program SPSS versi 17.0. Persamaan o/pka cronbach dapat ditulis schagai berikut:
a=kr/(+&10
Keterangan = !
o = kosfisien keandalan alat ukur
r = Koefisien rata-rata korclasi antar variable
K= Jumbah variable data i
Rentang a = 0 - 1, artinya semakin o mendekati | maka variable semakin reliable.

Intee-itey Corrolation Matnix
Bebelurn 1 Sesudah | Pelommancs
Sebehun 1,000 B 578
sithal A58 1800 J
Peformance BIS 5GR 1.00¢

Dari table diatas, dapat dilibat bahwa masing-masing variable memiliki nilai alpha
dilas 0.600. Varishle Sebetum (X,) mempunyai Alpha Cronbach 0.574, variable
Sesudah (X2} 0.599, kemudian variable performance (Y) 1.00 vang berarti dapat
dikatakan bahwa dats yang ada dari keseluruhan variable adalah reliable, maka data
tersebut layak dipakai untuk mengambil data dalam penelitian ini.
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4.8 Hasil Analisa Hubungan sechelum peverapan SABH, setelah penerapan
SABH dan Performace Pelsyanan

Analisy dasar penentuan tingkat antar variabel, memberikan pedoman
interpretasi koefisien kolerasi sebagai berikut

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,08 ~ 6199 Sangat Rendah
0.020 - 0,399 Rendsh
4,400 - 0,599 Sedang
0,060 - 0,799 Kuat
,806 ~ 1,060 Sangat Kuat

Sumber: Sugivono 2001; 149

4.9 Pengpuoiian Persyiratan Analisis

Pengujian persyaratan snalisis perfu dilakukan sehelum data dianalisis tebih
lanjut. Pengujisn persyaratan analisis vang dilakukan yaitu oji normalitas dan
hormogenitas, Uji nommalitas dilakukan karena berdasarkan metode penelitian,
analisis data dalam penclitian ini menggunakan analisis regresi dan korelasi,
schingpa data variabel bebas maupun variabel terikat hams berdistribusi normal.
Sedangkan uji homogenitas dilakukan banya untuk meyakinkan bahwa variasi skor
dan ketiga variabel bersifat homogen.

1. Uji Normalitas

Uit normalitas distribusi frekoenst dari vaniabel X, X2 dan Y dilakukan
dengan uji Lillicfors dengan SPSS 17.0. Sesuai dengan ketentuannya, kriteria
oormalitas menurut il Lillicfors adalah apabila ailal tentinggl dadd Sig > 0.05 maka
data berdistribusi normal. Hasil perhitungan uji normalitas pada lampiran. terhadap
sermna  data  dari  masing-masiag  variabel pada  taraf  signifikanst 005,
Hasil uji normalitag menggunakan SPSS 17.0 variabel Sebelum Penerpan SABH
(X1) menunjokan distdbusi normal dengan Sig 0.060 > 0,05, kemudian variable
Sesudah Pencrapan SABH (X2} menunjukan Sig 0.063 > 0.03 yang artinva juga deta
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terdistribusi normal, dan untuk variable Performance (Y) menunjukan distribusi yang

nomal dengan Sig 0.112 > 0.05.

Dari uji normalitas dapat disimpulkan bahwa simpulkan bahwa ketiga
variabel terdistribusi normal dengan nilai Sig > dari 0.05, dengan demikian bisa

dilakukan vji selanjutnya untuk ketga variable tersebut. (lihat lampiran 6)

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.0. Sesuai dengan
ketentuan, kriteria homogenitas one way amova adalah apabila Sig > 0.05 maka data
mempurnyai varian yang homogen atau berasal dari populasi yang homogen. Hasil
perhitungan uji homogenitas pada lampiran 7 terhadap data dari masing-masing
variabel pada nilai a = 0,05.
Dari ketiga variable menunjukan data berasal dari populasi yang homogen, ini dapat
dilihat dari nilai Sig pada table lampiran.. dimana variabel Sebelum Penerapan
SABH (X1) Sig 0.55 > 0.05 dan variable Sedudah Penerapan SABH (X2) Sig 0.052
> 0.05. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa data pada variabel X,
X2 dan Y mempunyai varians yang homogen atau berasal dari populasi yang

homogen, sehingga memenuhi persyaratan pengujian selanjutnya.

4.10 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan guna mengetahui apakah hipotesis yang
diungkapkan dalam penelitian ini dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan hasil uji
persyaratan ternyata pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab sejumlah persyaratan
yang ditentukan untuk pengujian hipotesis, seperti normalitas dar homogenitas dari
data yang diperoleh telah dapat dipenuhi.

Dalam penelitian ini diajukan dua hipotesis penelitian, yaitu;
HO = tidak ada dampak yang sinifikan anfara sesudah dan sebelum penerapan

SABH terhadap performance pelayanan.
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Ha = ada dampak yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan SABH
terhadap performance pelayanan
Karena korelasi yang ada diketahui bersifat positif antara sesudah dan
sebeium penerapan SABH, maka dapat diketahui bahwa jika semakin baik sistemnya
maka akan berpengaruh positif terhadap performance pelayanan.

4.10.1 Pengnjian hipotesis dengan Spearman

Correlations
X1 X2 Y
Spearmnan's tho X1 Comelation Coefficient 1.000 854" 381
Sig. (2-tailed) : 000 ouol
N 99 99J 99
x2 Correlation Coefficient B854~ 1.000' 664°
Sig. {2-tailed) 000 : 000
N 99 99 99
Y Correlation Coefficient 3817 664" 1.000
Sig. (2-tailed) .000| .000
N 99 99 99

**, Correlation is significant at the 0.01 [evel (2-lailed).

Dari hasil perhitungan analisis dengan Rho Spearman mengenai hubungan
antara variabel sebelum implementasi SABH (X1) dengan performance pelayanan
(Y) adalah sebesar 0.381. Hasil perhitungan antara variabel setelah implementasi
SABH (X2) dengan performance pelayanan (Y} adalah sebesar 0.664.

Ada perbedaan yang signifikan antara hasil yang diperoleh sebelum
menggunakan SABH dan setelah menggunakan SABH dalam pelayanan pengesahan
badan hukum perseroan terbatas.Korelasi antara variabel sebelum implementasi
SABH dengan performance rendah. Hal ini dapat diketahui dengan melihat hasil dari
perhitungan kedua variabel tersecbut yaitu sebesar 0.381. dapat disimpulkan

pelayanan pengesahan badan hukum persercan terbatas tidak transparan dan masih
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Sauh dari memuaskan, perle ada peningkatan pelayanan pada pengesahsn badan
hukum perseroan terbatas.

Korelasi variabet setclah implementasi SABH (X2) dengan Performance
pelayarman (Y} adalah sebesar 0.664. hal ini menunjukan behwsa korelasi variabel
sesudah implementasi SABH dengan performance pelayanan adalah kuat.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi SABH di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum mempunyal dempak yang sangst positif terhadap
kualitas pelayanan di bidung pengesahan perseroan terbatas. Pelayanan dilakukan
dengan cepat, topat, eofisien dan Gansperan.wakiu  yang dibutuhkan untuk
memperclel SK badan hukum persercan terbatas sangat singkat. Tidek lagi harus
menungpu sampai berbulan-bulan untuk satu SK pengesahan persercan terbatas, Ada
peningkatan yang sangat signifikan pada pelayanan dengsn menggunakan SABH.
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BABS
PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Pari uraian-uraian yang telah disampaikan diatas maka dapat diambil
kesimpulan sehagai berikut ¢

1. Proses pengesaban badan hokum perseroan terbatas dengan sistem manual
menwriukan waktu yang lama dan tidak transparan. Rangkaian atau alur keja
yang p&ﬁjaag dan birckratis, mengakibatkan diperlukannya jangka wakiu yang
tidak singkat untuk sampai pada tahapan akhir proses. Sebab itulah di buat sistem
komputerisasi yang dinamaksn Sistem Administrasi Badan Hukum atau disingkat
Sisminbakum (sckarang SABH). Sistem ini dibuat agar pelayanan pengesahan
badan hukum persercan terbatas lebih transparan dan mempunyai akuntabilitas
yvang tinggl. Dengan  menggunakan sistem ini jangka wakiu yang diperlukan
untuk memproses pengesahan badan hukum perseroan terbatas dapat dipasgkas.
Iklim investasi dan usaha pun semakin meningkat.

2. Untuk memperlancar pelayanan pengesahan badan hukum persercan terbatas
harus ada peningkatan pengetzhuan SDM yang ada di bidang Teknologi
Informasi, mengadakan sosialisasi mengenai SABH kepada Notaris-Notaris agar
lebih memabami SABH, memperluas jaringan telepon. Sehingga dengsn
demikian pelayaran dapat berjalan iebih baik lagl.

3. Implementasi SABH berdampak poditif terhadap peningkatan pelayanan di
bidang pengesahan badan hukum perseroan terbaias.
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5.2 Savan

Implementasi sistem kompuicrisasi atau yang lebih dikenal deagan SABH
sudah baik, karena dapat meningkatkan pelayanan pada Direktorat Administrasi
Hukum Umum. Saran yang dapat dibertkan untuk lebih meningkatkan fagi pelayanan
di bidang peagesahan badan hukum perseroan terbatas adalsh -

1. Aplikasi manajemen database yang berbubungen dengan proses pengesalian
badan hukum perseroan terbatas agar terus dikembangkan, agar pengaksesan
dapat dilakekan dengan mudah dan menjsngkau daersh<daerah vang sebelumnya
tidak mendapatkan jaringan.

2. Sosialisasi kepada para Notaris dapat ditingkatkan lagi. Hal ini dilakukan apar
para Notarls vang ada disehrub Indonesia agar  betul-betul fehih memahami
mengenzi Sistem Administrasi Badan Hukum,

3. Pimpinan hendsknya memberikan perhation kepada pegawai yang ada di Subdit
Badan Hukum, schingga pelayanan kepada masyarakat akan dapat dilaksanakan
dengan lebih baik lagi.

4, Bidang IT agar dibuat susunan organisasinya supaya iebih terprogram dengan
baik,
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Lampiran1

TABEL Uraiap Pekerjazn dan Jumiah Hari vang Diperfukan

PETUGAS | URAIAN Jumlah  Hari Yang CATATAN
PEKERJIAAN Piper Lukan
Scharusya | Keayataan
Penerimaan dan pepe I hag 1 bari * * jumish berkas
Loket Titian permohonan yang yang
Penevimagn masuk dapat diterima tor
batas.
Tata lsaha Permoboran Agenda/ 1 heri {hari® ¢ Jumiah yang
bit. Perdata Kendali masuk diberi
nomor terbatas
Kagis Penata Lisahasn ; i harj iebih dari ¥ Jumlah vang
Dokumentast - pelaksanan agenda; 7hari* | dikerja
Badan Hukum | | - pembuatan/penyusun kan sangat
an Kartu Keoll; torbalas
- penggabungan
berkas (fika Beria
Acara
Rapat/Balasan);
- Pengecekan nama;
Kasie Tekais 11 Pondistibusian ke staf | 2—4 hart 4 hari * * Jumish sangat ter
bams iergantung
Penciitian/koreksi 2 -4 ha igbthdari  § ¥Jumlah dari hasil
barkas 4 hari * yang diperiksa sa-
ngat terbatas
diban-dingkan
dengan ber-kas
yang hanis di-
periksa.
: . Fenelitian/Korekst jasi] 1~ 4 hari iebilidari | * Jurieh vena
Kasie TekOIS 11 4 exia siaf / korektor fhari® | diker
kﬂn .'ﬁ.l.lisﬁt.

- terbatas
dibandingkan
dengan berkas
yang ada.

Penelitian/Koreksi hasil i~4hari lebthdari | * Jumiah yang
Kasuhdit kerja Kasie Teknis 4 hari * dikerja
Badan Hulkum
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Direktur
Penlata

Tata Usala
Ditien
Kumdang
{sekarang
Ditien AHLY

Kasia Dok,
Badan Hukum

Pengetikan

Direkiur
Perdats

Difen
Rumdang
Sekarang
Dirjen AHU

Penalitian/Koreksi
Ulang

Penomoras -
- Pemrosesan
~ Perselujuan

Pencatatn Nomor :

- Pengesahan
- Persetajuan
-~ Surat

Pepgetikan -
- Pengesaban
- Persetuiuin
- Surat

Paraf
- Pengesahan
- Persetuiuam

Penandatanganan :

2—4han

i hard

2~4har

-5 har{

1 -2 hart

§ 4 han

1 hari *

1 hari *

lebih dard
4 hari *

tebih dari
Shari*

Lebih dan:
Zhan

Lebih dari

kan sangat
tetbatas
dibandingkan
dengan berkas
yang
ada.

* Jumlah yang
dikerja
kan sangat
terbatas
dibandingkan
dengan berkas
yang
ada.

¥ Juraish yang
diberi
nOMor sangat tee-
hatas.

* Jumndeh vang
dicatat
sangat terbatss

* Juralah vang
dikeria

kass sangat
ferbatas

dan tergantung
dari

jumizh kedkan
bulan

sebeh
apakali

habisg

* Jumlah yang
dikerja
kan sangat
terbatas
dibandingkan
dengan berkas
yang
ada.

* Jumiah yang
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- Pengesahan 4 hari * dikerja
- Persetujuan kan sangat
terbatas
dibandingkan
dengan berkas
: yang
l ada.
Tata Usaha Penyerahan : 1 han I hari * * Jumlah yang dise
Direktorat - SK Penpesahan rahkan terbatas,
Perdata - SK Persetujuan
Total Pemrosesan 20-45 Sulit untuk
hari kerja diprediksi

Sumber : Diolah dari Data Dokumentasi Ditjen Administrasi Hukom Umum
Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusta RI
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A. Data Responden

1. Umur : (1) <= 30 Tahun
(2) 31-35 Tahun
(3) 36-40 Tahun
{4) 4145 Tahun
(5) 46-50 Tahun

(6)>= 51 Tahun

2. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki
(2) perempuan

3. Pendidikan : (1) Sarjana S1
(2) Sarjana S2

4. Masa Kerja . (1) 05 tahun
(2) 6-10 tahua
(3) 11-15 tahun
(4) 16-20 tahun
(5) >= 20 tahun

153

B. Pengukuran Persepsi para pemakai pelayanan jasa hukum terhadap kualitas
pelayanan di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas Periode

Sebelum diberlakukan Sistem Administrasi Badan Hukum (Sistem Manual)

Pernyataan

STS

TS | RR

85

1

2 3

Tangibility

. lokasi pelayanan pengesahan badan hukum PT mudah dijangkau

. ruang tunggu ber AC dan tersedia kursi.

. loket pengajuan permohonan sudah memadai

. [asilitas penunjang pelayanan berupa komputer sudah ada

. Saya merasakan suasana dalam melakukan pelayanan sudah nyaman,
petugas loket melayani dengan baik permohonan pengesahan badan
hukur PT.

6. Jumlah pegawai dan kemampuan personil dalam memberikan sudzh
baik. :

ke ) B
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Empathy

1.Saya schagal pelanggan sangal puas dengan kelerangan dan penjelasan
dart petugas diloket permohonan,

P Pegawai Subdit Badan Hukum memberikan perhatian penubh dalam

memberikan pelayanan dan memperlakukan saya dengan baik,

3. Pegawai Subdit Badan Hukum ramab dalam memberikan pelayanan

4. Pegawai Subdit Badan Hukorm adil dalam memberikan peltayanarn, semua

pemohon diperiakuken sama,

5. Pegawsi Subdit Badan Hukum bekerja lebih lama dalam memberikan

pelayanan

pada . Kemampuan pegawat dalam memproses permohonan sudah meningkat
Direkiorat Prosedur dalam pengesahan badan hukum PT sudah jclas

Jenderal Tanif untuk biaya pergesaban badan hukum PT sudah jelas
Adminitrasi  ¥.Pegawai Subdit melakukan proses pengesahan badan hukwr dalam wakiu
Hukum singkat,
Umum
Reability

1.Barans  Penerimaan  Keluhawkomplain sudeh  ads,  saya  dapat
meayampetkan keluhan says melsind felepon dan kolsk saran yong wish
disediakan

R Pogawai Subdit Badan Hukum meranggept keliban/komplaim dengan
baik dan santun

3, Proses pekerjaan pengesahan badan hukam PT hasilnys akuzat

E. Pegawai Subdit Badan Hukum dengan serius dan sungguh-sungguh dakam |

mentberikan pelayanan

Berkas-berkas perusahoan yang telah selesal diproses tersimpan aman di
arsip

. Polayanan Pengesahan badan hukwn PT denpan mengpunakan sistem

marual mempunyal mull yang baik,

ﬁ SNIAnce

1. Pegawai Subdit Badan Flukum memberikan pelayanan dengan teliti, jujor
dan trampil.

D Pegawal di Subdit Badan Hukuw Ramah dan Sopan Santun dular

melayent masyarakat

3, Pepawni Subdit Badan Hukum melayani dengan bersabar dan bersahabat
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pelayanan di bidang pengesahan badan hukum perseroan terbatas Periode Setelah

diberlakokan Sistern Administrasi Badar Hukum

Pammvataan

STS

T8

H

2

Pengguna
Jasa  Hukum

pada  Subdit
Badan
Hukum

Pirekiorat
Perdala

WM:M

s

Tanmbitity

lokast pelayanan pengesahan badan hukum PT mudah dijangkau

reang tunggo nyaman, ber AC dan fersedia kursi

loket pengajusn permohonan sudah memadai, ade 3 perugas loket
khusus untek meoerime permohonan pengesahan PT

fasilitas penunjang pelayanan berupa komputer sudah meningkat

Bank BMI yang beroperasi di dalam lingkungan Diffen AHU
momudahkan untik melakukan pembayaran terhadap biaya-bigya.
Sussans dalam melokukan pelayanan sangat nyaman, karena saya
mengratd denpan tertib sesuei denpan nomor panggil yang disedizskan
di meja informast.

Jumiabh pegawai dan kemampuan personil dalam membeiikan
pelayansn meningkat,

informasi mengensi biaya akses, {atacara, prosedur permohonan,
Jdapat says libat melalui internet

Emonthy

. Subdit Badan Hokum Direktorat Perdata meningkatkan pelayanan

dengan  membangun Sistemn Administrasi Badan Hokum  dalan
pengesahan badan hukum PT

Keterangan dan penjelasan yang saya peroleh dari petugas diloket
permohonan sudah cukup memuaskan.

Pegawat Subdit Badan Hulkum memberikan perhation peoub dalam
memberikan pelayanan dan mempertakukan saya dengan baik,
Pegawal Subdit Hukum bekerje lebih lama daiam memberikan
pelayanan

Kemampuan pegawal dalame  memproses  permohonan  sudsh
meningkat

Prosedur dalam pengesaban badan hukum P1 sudzh jelas

Tarif untuk bisya pengesahan badan hukum PT sudah jelas

Pogawal Subdit mplakukan proses pengesahan badan hukum dalam
waktis sinokat,

i,

Reability

Sarama Ponerimaan Keluhan/Komplain sudah meningkatsava dapat
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e

menyampaikan keluban melalel kotak saran, telepon dan email di
irdermat,

Pegawai Subdit Baden Hukum mesanggapi kelubarvkomplaim saya
dengan baik dan santun

Proses pekerjaan pengesahan badan hukom PT hasiloya akurat
Pegawai Subdit dengan sertus dan  sunpguh-sunggub  dalam
memberikan pelayvanan kKepada saya

Data-data perusahaan yang telah selesal diproses tersimpan aman di
datzbase sisten.

Polayanan Pengegaban badan hukum PT dengan menggusakan sistem
administrasi badan hukum sangat transpacan,

Ii

Asumance

Pegawai Subdit Badan Hukum messberikan pelfavanas kepada saya
deagan teliti, jujur dan trampil.

Pengetahuan pegawal Subdit Badas hukusa i bidang Tekuologi
Inicrmast dalam melayani masyarakat sudah meningkat

Pegawai ¢ Subdit Badan MHukom Ramah dan Sopan Santun dalam
melayani masyarakat

Pegawai Subdit Baden Hukum melwvani saya dengan bersabar dan
ersababat.

D). Penguluran persepsi para pemakal  jasa  pelayanan  terhadap
performanst atau Kinera Sistem Administrasi Badar Hukum pada

Subdit Badan Hokum Direltorat Perdata

Permyataan

5T5

TS

RR | &

S8

}

2

3

Penpeuna
Jasa Hukum

Pada Subnlit
Badan
Hukum
Direktorat
Perdaia

Sistem Admisistrasi Badan Hukom membantu says satuk mendapatian
pelayanan pengesahan badan hulom PT dengan cepat.

Drengan sistem administresi badan huium, saya dapat metthat secara
online sejaull mana proses penpesahan badan hukum PT.

Human Error dalam proses pengesahan badan hukum  desgan
menggunakan sistern administrasi badan hokum dapat dengan cepat
diatasi.

Jumiah dan kemampusn pengelols sisiem administrasi badan hukum
masih periu ditingkatkan lagi

SABH mendapat penghmrgaan 15O 9000/2001 karena migdy pelayanan
sidah mentngkat

Dengan menggunakan sisterm administrasi badan hakn maka data-data
perusahaan yang telzh melakukan permobonan tersimpzn dengan aman
di datam database.

Denpan adanya SABH maka wakfu proses penyelesaian Iebik singkat,
dan koalitas pelayansan makin meningkat

Dengan adanya SABH saya dapal mengakses peomnohonan PT dengan
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meucdah melshul intermet

5. Dengan BABH penmohenan pengesahan badan hukum PT menjadi
meningkat

10, Bengan adsnya SABH maka informast uvntuk mendapatkan dats
perusahaan menjadi lebib mudah

11, SABH mempercepat proses pembuatan seria perbatkan  sistem
pendokumentasian

12. SABH wmeningkatkan kineriz pelayanan pada masyarakat dalam
merproses pengesshan badan hukum PT

13, Dengan adanys SABH keamanan data pemohon dapat terjamin

14. Sistem Prosedur ielah disesuatken dengan alur kega sistem sehingga
dapat diberdayekan dengan makeimal
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Lampiran 3
Uji vaiiditas sehelum: penerapan SABH
Tabel 4.73
Sebelum Penerapan SABH (X;)
Nomor Bulir Pertanyaan r
¥ Fabe) Keterangan
Hiteng
H 0.702 020 Vatid
2 0.81¢ 0202 Valid
3 p.818 0.202 Valid
4 0.810 0.202 Valid
k. 0.753 0.262 Vaiid
6 0.862 0202 Vaiid
7 0.663 0.202 Valid
8 0.743 0.202 Yalid
9 0.827 4202 Valid
19 0.680 0.202 Valid
11 0.717 0.202 Valid
12 0.723 0.202 Valid
13 £.610 0.202 Valid
i4 8.716 0.202 Vaiid
18 0.630 0.202 Valid
16 0.543 0.202 Valid
7 0.584 4.202 Valid
i3 0.66% 0.202 Valid
19 {.620 0.202 Valid
20 0.596 0.202 Valid
21 0.616 0.202 Valid
22 0.546 £.202 Vadid
23 {.508 0.202 Vadid
24 0.702 0.202 Valid
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Lampiran 4
Uiji validitas variabel setelah penerapan SABH
Tabel 4.74
Sesndah Penerapan SABH (X»)
Nomor Butir
Pertanyaan T Hitzg T Tabel Keterangan

1 0.670 0.202 Valid

2 0.633 0.202 Valid

3 0.761 0202 Valid

4 0.797 0.202 Valid

5 0.775 0.202 Valid

6 0.718 0.202 Valid

7 0.846 0.202 Valid

8 0.715 0.202 Valid

9 0.748 0.202 Valid

10 0.852 0.202 Valid

11 0.608 0.202 Valid

B 12 0.659 0.202 Valid
13 0.719 6.202 Valid

14 0.651 0202 Valid

15 0.709 0.202 Valid

16 0.644 0.202 Valid

17 0.612 0.202 Valid

18 0.617 0.202 Valid

19 0.691 0.202 Valid

20 0.633 0.202 Valid

21 0.626 0.202 Valid

22 0.646 0.202 Valid

23 0.624 0.202 Valid

24 0.541 0.202 Valid

25 0.530 0.202 Valid

26 0.551 - 0202 Valid
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‘Tabel Uji Validitas Variabel performance pelayanan dg SABH

Tabel 4,78
Performance Pelavanan (Y)
Romor
Butir T Hitung ryanet | Keterangan
Pertanvaan
1 0.6057 8.202 Valid
2 0.606 0.202 Valid
3 0.699 0.202 Valid
4 0.801 {3,202 Valid
.5 0.720 .202 Valid
5 0.637 0.202 Valid
7 0.385 0.202 Valid
8 {.351 8,202 Valid
9 0.328 0.2402 Valid
19 0427 0.202 Vaiid
11 0.472 §.202 Vaiid
i2 0.339 $.202 Valid
13 0.395 0.202 Valid
14 0.699 0.202 Valid
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Lawmipirané e
1. Uji Normalitas
Lase Protessing Summary
Cases
Walid Missing Total
M Parcent N Percent N Percent
e A a6 160.0% 0 0% 99 100.0%
Sebeium a8 100.0% 1} D% 99 100.0%4
Sesudah 9|  1000% 0 % sgl 400.0%
Peformance gl  100.0% 0 0% 98]  100.0%}
Tests of Mormality
Kolmogorov-Smimo’ Shapim-Wilk
Statistic gf | Sig Statistic df Sig.
LT 4B 28 D83 853 9 .
Sesudah 48t g% 060 B854 ot n
Peformancs 103 % 112 949 99! 001
8. Uiliefors Significance Carrection o
Nownnsl 0.0 Plot of Sebaium

%

Expectod Bormal

%

2+

Obsarved Valus
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Expatted Noram!

Normal Q-4 Blat of Sesadah

3
B
"

&~

Horma! G-Q Pistof Peformanoe

Engacted Horpmi
I d

4

2
#
FJ

ks

2. Ui Bomogenitas

Test of Homogeneity of Varanges

Levene Stafistic | afy R sig.
Sebelum 4422 16 8t 055
Sesudah 2.745 18 Rt 052
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